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BAB II   
KERANGKA KONSEPTUAL, LANDASAN TEORI, DAN  
KAJIAN PUSTAKA 
A. Kerangka Konseptual 
1. Hukum Islam, Syariah, dan Fikih  
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bahasa Arab, kata hukum berasal 
dari kata al-Hukm, yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu 
dari padanya. Ibn Hazm mendefinisikan hukum sebagai pelaksanaan 
melaksanakan keputusan dalam segala sesuatu. Abdoerro’uf mendefinisikan 
hukum sebagai peraturan-peraturan yang terdiri  dari ketentuan–ketentuan perintah 
dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Karena kata hukum 
dirangkaikan dengan kata Islam (hukum Islam), menurut Abdul Karim Zaidan, 
hukum Islam adalah Firman Allah mengenai tingkah laku orang-orang mukalaf, 
baik berupa tuntunan (suruhan dan larangan), memilih (berbuat atau tidak) dan 
menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi suatu hukum. 
55
 
Hukum Islam, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam 
konteks tertentu oleh para pakar berasal dari kata  as-syariah al-Islamy. Istilah ini 
dalam wacana hukum Barat disebut Islamic Law. 
56
 
Menurut Zaenudin Ali, mengacu pada pembatasan di atas, sebetulnya 
pencarian tentang definisi hukum Islam, tidak mengacu pada identitas, melainkan 
pada sumber yang menjadi pijakannya. Kata Alquran dan Sunah  yang oleh 
Zaenudin Ali disebut sebagai syariah dan penjabaran keduanya disebut fikih, 
menunjukkan bahwa bila sumber pijakan tersebut diketahui berbicara tentang 
hukum Islam berarti berbicara mengenai  syariah dan  fikih. Syariah dimaknai 
sebagai pengaturan norma yang bersifat umum  dan bersumber  pada Alquran dan 
Sunnah (hadis), sementara fikih dimaknai sebagai norma yang bersifat khusus 
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 Ahmad Takwim, Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental, 
Walisongo Press, Semarang, Juli, 2009, hlm. 4. 
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bersumber pada pemahaman atas norma yang terdapat dalam Al-Qur’an dan  
(hadis).  Atau dapat disebutkan, fikih adalah penarikan garis hukum dari sumber 
aslinya  yaitu Alquran dan hadis agar dapat diterapkan dalam kehidupan/peristiwa 
konkret. 
Apabila kata ’’hukum’’ dihubungkan dengan ’’Islam’’ atau ’’Syara’’,  
menurut Amir Syarifudin, ‘’Hukum Islam’’ berarti: ’’Seperangkat peraturan 
berdasarkan  wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang 
mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam’’. 
57
 
Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menyiratkan adanya istilah 
hukum, antara lain:’’... arangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang  
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik’’ al-M -iddah: 47). 
’’...maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan 
janganlah mengkuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah 
datang kepadamu  al-M -iddah: 48 . ’’ dan hendaklah engkau memutusan perkara 
diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau 
mengikuti keinginan mereka  al-M -iddah: 49). ’’Apakah hukum jahiliah yang 
mereka kehendaki   Hukum  siapakah yang lebih baik dari pada  hukum  Allah 
bagi orang-orang yang meyakini  agamanya   al-M -iddah: 50).58  
Dalam konteks agama, syariah oleh Ade Maman Suherman diartikan 
sebagai  jalan utama menuju kehidupan yang baik (high way to good life) yaitu 
nilai-nilai untuk membimbing kehidupan manusia. 
59
 Kedudukan syariah sebagai 
pedoman bagi kehidupan manusia, didasarkan pada kesempurnan syariah dengan 
karakteristiknya yang tidak lain adalah agama Islam. Menurut Fazlul Rahman, 
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karakteristik dasar Islam: 
60
  1. sederhana, diterima akal sehat dan praktis; 2. 
kesatuan antara materi dan spiritual; 3. suatu jalan hidup yang lengkap/a complete 
way of life; 4. keseimbangan antara individu dan masyarakat; 5. universal dan 
humanis; 6. permanen dan berubah; 7.  ajaran-ajaran yang terekam dengan lengkap 
tersedia.  
Menurut Ahmad Takwim, kata hukum Islam dalam literatur barat 
diistilahkan dengan ’’Islamic Law’’. Penggunaan istilah ini sering dikaburkan 
antara kata syariah dan fikih. Syariah  merupakan hukum (wahyu) dari Allah (Al-
Qur’an dan Al-hadis), sedangkan fikih adalah hasil itjihad para mutjahid. Istilah 
hukum Islam mencakup kedua pengertian syariah dan fikih. Zein menyimpulkan 
bahwa hukum Islam mencakup keseluruhan ketentuan yang mengatur perbuatan 
manusia, baik yang manshush dalam Alquran dan As-Sunah maupun yang 
terbentuk lewat penalaran. 
61
 
Dalam hubungannya dengan pemahaman tentang hukum Islam, Larry 
Cata’ Backer menegaskan:  
’’Islamic law is both religious and politica. In its religous aspect, Islam believed 
to be the unalterable word of a transcedent being transmitted through human 
prophets. In its political form, Islam serves as the basis for an institutionalization 
whitin human social organization of this divine word. Before embarking on the 
intricacies of Islamic commecial  law,then,it is important to understand the 
foundations of the Islamic legal system. The first step in understanding Islamic law 
is to Understand its political environment development. The second step is an 
understanding of the sources of Islamic law-the Qur’an, the actions of the 
prophets, law through analogy, and law by consensus of the community. The final 
step is understand the schools of Islamic thought, which act as more or less 
mandatory interpretive lenses through which the sources of law are viewed. 
62
     
 
Menurut Backer, berbicara hukum Islam itu akan mencakup kajian Islam 
yang bersifat religi dan kajian hukum Islam yang bersifat politik. Untuk yang 
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pertama, hukum Islam dipahami sebagai ketentuan Tuhan yang diturunkan kepada 
manusia melalui para nabi. Untuk yang kedua, berbicara  hukum Islam dilihat 
sebagai sebuah pranata kemanusiaan. Menurut dia sebelum memahami hukum 
Islam yang berkaitan dengan perniagaan, seyogyanya diawali dengan pemahaman 
tentang sistem hukum Islam. Langkah yang pertama dalam memahami hukum 
Islam adalah memahami perkembangan politik pemerintahan. Langkah yang 
kedua adalah memahami sumber hukum Islam, yaitu Alquran Hadis, dan Ijtihad. 
Langkah yang terakhir adalah pemahaman terhadap pusat studi-studi Islam dan 
sumber hukum yang dijadikan dasar atau dipakai oleh studi-studi tersebut.         
Menurut Syarifudin, secara etimologi (lughawi), syariah berarti jalan ke  
tempat pengairan atau tempat aliran air di sungai. Dalam pengertian ini dapat juga 
dikatakan bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syariah. Bentuk 
kesamaan syariah Islam dengan jalan air adalah siapa yang mengikuti syariah, ia 
akan bersih jiwanya, Allah akan menjadikan air penyebab kehidupan bagi setiap 
makhluk, sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan yang 
insani. 
63
 
Syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma illahi 
yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan  manusia dengan 
sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainya di 
alam lingkungan hidupnya. Adapun syariah dalam literatur hukum Islam 
mempunyai tiga pengertian,yaitu berikut ini. 
64
 a. Syariah dalam hukum Islam 
yang tidak dapat berubah sepanjang masa. b. Syariah dalam pengertian hukum 
Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai 
dengan perkembangan masa. c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi 
berdasarkan istinbat dari Alquran dan Al-Hadis, yaitu hukum yang 
diinterpresentasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat  Nabi, hasil ijtihad dari 
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para mujtahid, dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui 
metode ijtihad lainya. 
65
 
Menurut Abu Hanifah, syariah mencakup semua yang diajarkan oleh 
Nabi Besar Muhammad SAW yang bersumber pada wahyu Allah. Hal ini adalah 
tidak lain sebagai bagian dari ajaran Islam. Imam Idrus As-Syafi’i mengemukakan 
syariah merupakan peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang 
bersumber  pada wahyu Allah kesimpulan-kesimpulan (deductionis) yang dapat 
ditarik dari wahyu Allah, dan sebagainya. Peraturan -peraturan lahir itu mengenai  
cara manusia berubungan dengan Allah dan dengan sesama makhluk lain selain 
manusia. 
66
   
Sebagian ulama ada yang lebih menghususkan lagi pemakaian kata 
’’syariah’’ itu dengan :’’Apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan serta 
persetujuan perkara kepada Mahkamah  tidak mencakup kepada halal dan haram. 
Qatadah, menurut yang diriwayatkan al-Thabari, menggunakan kata ’’Syariah’’ 
kepada hal-hal yang menyangkut  kewajiban, had, perintah dan larangan; tidak 
termasuk di dalamnya aqidah, hikmah dan ibarat yang tercakup dalam agama. 
Syaltut mengartikan syariah dengan ’’hukum-hukum dan aturan-aturan yang 
ditetapkan Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubunganya dengan Allah 
dan hubunganya dengan sesama manusia’’. Faraouk Abu Zeid menjelaskan bahwa 
syariah ialah:’’Apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya’’. Allah 
adalah pembuat hukum yang menyangkut  kehidupan agama dan kehidupan dunia. 
67
               
Menurut Ismail Muhhammad Syah, berdasarkan istilah, syariah adalah 
segala khitah Allah yang berhubungan dengan tindak-tindak manusia di luar yang 
mengenai akhlak yang diatur sendiri. Dengan demikian, syariah itu adalah nama-
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nama bagi hukum-hukum yang  bersifat amaliah. Hasbi ash-Shiddieqy 
mengartikan syariah adalah hukum-hukum  dan aturan-aturan yang ditetapkan 
Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubunganya dengan Allah dan 
hubungan sesama manusia. 
68
 
Syariah Islam menurut pengertian syar’i adalah hukum-hukum yang 
ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya, baik yang bersumber pada 
Alquran maupun Hadis. 
69
 Syariah  adalah aturan hidup yang mengatur seluruh 
aspek kehidupan manusia. Hukum Islam yang diatur dalam Alquran dan Hadis 
meliputi aspek aqidah, aspek akhlak, dan aspek hukum amaliah/praktis. Untuk  
aspek hukum amaliah dibagi menjadi dua, yaitu aspek ibadah dan aspek 
mu’amalah. Aspek ibadah di dalamnya  mengatur hubungan hamba dengan 
Kholiq, seperti shalat, zakat puasa, haji dan seterusnya. Aspek  muamalah di 
dalamnya mengatur hubungan sesama hamba. Dalam istilah kontemporer, aspek 
muamalah meliputi aturan hidup manusia yang sangat luas, yaitu sebagai berikut.  
70
 a. Ahkamul Akhwal Syakhiah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan 
rumah tangga. b. Al Ahkamul Madaniyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur 
transaksi ekonomi sesama anggota masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, 
hutang piutang, syirkah dan seterusnya. c.Al Ahkamul Jinayah atau Hukum Pidana, 
yaitu mengatur segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana dan ancaman 
pidananya. d. Al Ahkamul Dusturiyah/Hukum ketatanegaraan, yaitu yang 
mengatur mekanisme penyelenggaraan negara berikut hubungan antara penguasa 
dan rakyat. e. Ahkmaul Murafa’at/Hukum Perdata, yaitu  mengatur hal-hal yang 
berkaitan dengan dunia peradilan, kesaksia dan sumpah. f. Al Ahkamul 
Iqtishodiyah wal Maliyah/Ekonomi dan Moneter), mengatur pendapatan dan 
belanja negara serta interaksi antara kaum kaya dan kaum miskin serta negara dan 
warga negara dalam masalah ekonomi. dan g.Al Ahkam Ad Duwaliyah, mengatur 
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hubungan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan negara dengan 
kafir dzammi dalam negara Islam.    
Menurut sifatnya, syariah dapat dikelompokan ke dalam dua katagori, 
yaitu : 
71
 a. hukum-hukum yang terperinci, yaitu hukum-hukum yang berkaitan 
dengan aqidah atau ibadah atau akhlak atau beberapa masalah khusus yang 
berkaitan dengan hubungan antarindividu;dan b. hukum yang bersifat global, yaitu 
hanya menyebutkan kaidah-kaidah pokok dan prinsip-prinsip umum. Hukum yang 
bersifat global ini tidak menyebabkan kesempitan bagi umat manusia, 
sebagaimana juga tidak akan pernah ketinggalan dengan perkembangan teknologi 
dan peradaban manusia.              
Menurut M. Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Amirulloh 
Syarbini, syariah adalah jalan bagi manusia untuk beribadah kepada Tuhan-Nya. 
Bagi tiap-tiap umat telah ditetapkan syariah sesuai dengan nabinya, dan penetapan 
syariah itu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kemashlahatan 
mereka. 
72
       
Beberapa prinsip syariah antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Syariah berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama dan penerapannya 
tergantung pada keberadaan masyarakat itu. 
73
 
Dalam penerapan hukuman qishash,  sebagaimana tersebut pada 
Alquran, Al-Baqarah: 178, kesiapan masyarakat menjadi syarat utama. 
Muhammad Said Al-Asyamawi mencatat:’’Ketika itu benar-benar terjadi 
seorang mukmin tidak melihat hukuman (qishash) sebagai sesuatu yang 
menyakitkan dan mengerikan, tetapi merupakan wadah untuk mensucikan  diri 
dari dosa yang menimpanya dan menghilangkan keburukan-keburukan yang  
melekat padanya. Seorang mukmin juga tidak melihat hukuman (qishash) 
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sebagai obat penyembuhan pencegah bagi pelaku kejahatan, melainkan untuk 
menyembuhkan masyarakat dari segala dosa dan menguatkan diri seseorang 
pelaku dosa supaya melangkah ke jalan yang lurus.
74
    
2. Syariah Islam turun karena ada sebab-sebab yang menghendakinya dan sebab-
sebab turunya syariah itu memiliki kesesuaian (munasabah) dengannya.   
75
 
Argumentasi yang membenarkan atas prinsip ini adalah, turunya ayat-
ayat Alquran tidak turun tanpa sebab. Turunya Alquran sesungguhnya 
merupakan respons atas persoalan yang ada ada saat itu. Respons atas persoalan 
atau peristiwa tersebut menjadi sebab turunnya Alquran (Asbabun Nuzul).  
76
 
3. Syariah bertujuan demi kemashlahatan umum masyarakat. Untuk 
merealisasikan kemaslahatan ini, sebagian syariah menghapus syariah yang 
lain. Keberadan syariah dan kemaslahatan syariah bergantung pada kemajuan 
realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantisa baru.   
77
 
 Ibnu al-Qayyim, ahli fikih mazhab Hambali  menyatakan:’’makna dan 
pinsip dasar syariah itu berpijak pada hukum kemashlahatan hamba di dunia 
maupun di akhirat, ia merupakan  keadilan, kerahmatan, kemashlahatan, dan 
khikmah..’’.78     
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4. Sebagian hukum-hukum syariah dikhususkan kepada Nabi Mhammad SAW 
dan sebagian yang lain dikhususkan pada peristiwanya.
79
    
Dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang diturunkan khusus untuk Nabi 
Muhammad SAW atau untuk suatu peristiwanya (orang–orang yang beriman). 
Untuk yang pertama, misalnya terdapat Alquran At-Thalaq: 1 Contoh untuk 
yang kedua dapat disimak dalam Alquran Al-Maidah: 6.  
Secara lengkap, dikutipkan terjemahan Alquran, At-Thalaq: 1 dan Al-
Maidah: 6, sebagai berikut: 
Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), 
dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) 
keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah 
hukum-hukumAllah, maha sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap diri 
sendiri. Kamu tidak tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan 
ketentuan baru (Alquran, At-Thalaq: 1). 
80
 
 
Menurut hemat penulis, meskipun secara redaksional perintah tersebut 
ditujukan kepada  Nabi, secara substansi berlaku juga  bagi umatnya. Dasar 
pertimbanganya adalah bahwa dalam diri Nabi terdapat suri tauladan yang baik. 
Dalam ayat tersebut dapat dipahami tentang tata cara menceraikan istri, 
larangan melanggar hukum-hukum Allah dan pernyataan Allah bahwa barang 
siapa melanggar hukum-hukum Allah berarti ia berbuat zalim terhadap dirinya 
sendiri.   
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, 
maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka 
mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak 
memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci) itu. Allah 
tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan  nikmat-Nya, agar kamu (Alquran: Al-Maidah: 6) 
81
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Berpedoman pada redaksional, ayat tersebut mengatur tentang : (1) 
syarat sah shalat yaitu berwudu dan rukun berwudhu; (2) kewajiban mandi 
junub/wajib bagi orang yang telah  melakukan hubungan suami istri; (3) 
kebolehan bertayamum sebagai pengganti bersuci sebagai akibat adanya alasan-
alasan tertentu; (4) pernyataan bahwa Allah SWT tidak bermaksud membuat 
kesulitan tetapi membersihkan sebagai bentuk penyempurnan atas nikmat-Nya; 
(5) perintah supaya manusia bersyukur.       
5. Agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah adalah upayanya 
yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi 
masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat 
kehidupan.
82
    
Kata yang sangat dekat hubungannya dengan perkataan syariah adalah 
syara’ dan syar’i yang diterjemahkan dengan agama. Berbicara tentang hukum 
syara’ yang dimaksudkan adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh 
Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, yakni hukum syariah. Dari perkataan syariah 
ini lahir kemudian perkatan tasyri’, artinya pembuatan peraturan  perundang-
udangan yang bersumber dari wahyu dan sunnah yang disebut tasyri’samawi 
dalam kepustakaan (samawi sama dengan langit), dan peraturan perundang-
undangan yang bersumber dari pemikiran manusia, yang disebut tasyri’wadhi’ 
(wadhadha’a sama dengan membuat sesuatu menjadi lebih jelas dengan karya 
manusia). Membicarakan soal pemikiran atau penalaran manusia dalam bidang 
hukum, menjadi kajian fikih.  
83
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Perbedaan antara syariah dan fikih dapat diuraikan berikut ini.
84
   
1. Syariah terdapat dalam Alquran (Wahyu Allah) dan Al-Hadis (Sunnah Rasul). 
Fikih terdapat dalam Kitab Fikih, yaitu pemahaman manusia yang mempunyai 
syarat tentang syariah dan hasil pemahaman itu. 
2. Syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup lebih luas karena 
di dalamnya, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan ahlak. Fikih 
bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang bersifat 
perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum. 
3. Syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku 
abadi. Fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah 
dari masa ke masa. 
4. Syariah hanya satu. Fikih lebih dari satu seperti terlihat aliran-aliran hukum 
yang disebut mazhab dan mazhab-mazhab itu. 
5. Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan 
keberagaman. 
Syariah adalah setiap sesuatu yang disediakan oleh Allah untuk hambanya 
berupa-berupa hukum-hukum yang  terdapat dalam Alquran, termasuk di 
dalamnya yang berkaitan dengan cara-cara bertauhid dan beribadah serta beramal 
yang dalam pelaksanaanya secara rinci menjadi kajian fikih.   
85
     
 erbicara tentang syar’i akan mencakup syar’i munazal, syar’i mu’awal 
dan syar’i mubadal. Syar’i munazal, dipahami sebagai perintah Allah dan Rasul 
dan setiap manusia wajib mengikutinya. Syar’i mu’awal adalah pendapat para 
mutjahid. Untuk syar’i yang kedua ini, tidak keharusan untuk mengikutinya. Syar’i 
mubadal adalah perilaku bohong  manusia yang mengatasnamakan Allah dan 
Rasulnya. 
86
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Abu Hanifah mendefinisikan, fikih adalah pengetahuan tentang manusia 
apa yang wajib dilakukan dan wajib ditinggalkan. Menurut Imam Syafi’i, fikih 
adalah ilmu tentang hukum syariah dengan sifat perbuatan yang diperoleh dari 
dalil-dalil  yang terperinci. Pengertian ilmu dalam konteks ini adalah penemuan 
yang mutlak yang diperoleh dari keyakinan dan dugaan karena sesungguhnya 
hukum amaliyah telah ditetapkan  dengan dalil yang qat’i dan yakin seperti apa 
yang telah ditetapkan pada umumnya dengan dalil dzani.
87
   
Siapa pun yang sedang belajar Islam tidak lepas dari mempelajari aspek 
hukum Islam. Seorang pakar sejarah mengatakan Islam itu identik dengan hukum. 
Kenyataannya dalam setiap pembahasan ajaran Islam, tema yang sering 
dibicarakan selain tema-tema lain adalah tema hukum Islam. 
88
  Pemahaman ini 
benar adanya, karena hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan 
sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, diatur oleh 
hukum Islam. 
Yusuf Musa mendefinisikan syariah sebagai keseluruhan hukum agama 
yang disyaraiatkan oleh Allah bagi umat Islam melalui Alquran maupun Sunnah 
Nabi Muhammad SAW. Pengertian syariah mencakup bidang teologi (ushuludin), 
moral (akhlak), dan hukum-hukum praktis yang sering disebut fikih. Dalam 
pengertian ini, syariah identik dengan din  atau millah (agama).
89
  Al-Asfahaniy 
memberikan penjelasan bahwa agama disebut sebagai syariah karena agama 
memiliki   kesamaan dengan aliran air dari perspektif  bahwa orang yang 
mengikuti secara benar, pada hakikatnya akan menjadi segar dan bersih. Dalam al-
muwafaqat, al-Syatiby menyatakan bahwa syariah bermakna aturan-aturan yang 
diperuntukan bagi orang-orang mukallaf, baik mengenai perbuatan mereka, ucapan 
mereka maupun keyakinan mereka. Kesemuanya tercakup dalam syariah. 
90
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Makna kata syariah telah mengalami penyempitan. Kata syariah dimaknai 
sebagai ahkam syariah amamillyah sehingga syariah menjadi  bahasan pokok 
dalam ilmu fikih. Dalam konteks ini, syariah dipahami sebagai segala titah Allah 
yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai ahlak. 
Dengan demikian, syariah itu bisa dipahami  sebagai hukum-hukum yang bersifat 
amaliyyah. 
91
  
Disamping syariah, dikenal juga istilah hukum alam. Dalam kaitanya 
dengan ekistensi hukum alam, Sharyin L Roach Anleu menyatakan: 
’’Natural- law theories assume the existence of certain fundamental moral and 
universal principle that establish absolute standarts of justice that can be 
discovered by human reason (Lioyd and freeman: 1985: 93-9). Statutes and 
judicial decisions are evaluated in terms of  higher (seculer or religious) value 
commitments regarding justice,fairness, rights and humanity.’’92 
 
Teori hukum alam mengasumsikan adanya asas-asas moral tertentu dan 
prinsip umum yang menetapkan standar mutlak keadilan yang dapat ditemukan 
oleh alasan-alasan manusia. Aturan-aturan umum dan putusan pengadilan 
dievaluasi dengan syarat-syarat yang lebih tinggi (keduniaan dan atau yang 
berhubungan dengan agama), tanggung jawab mengenai keadilan, kejujuran, hak 
asasi dan kemanusiaan.   
Dalam kaitanya dengan misi keadilan yang diemban oleh teori hukum 
alam, Surya Prakasih Sinha, menegaskan: 
93
 
’’ Political justice is of two kinds, natural and legal. Natural justice exists 
everywhere  with the same force and is not dependt on the people’s thinking in any 
particular way. Legal justice is originally indifferent but it does not remain so 
when laid down.’’ 
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Keadilan ada dua jenis yaitu keadilan alamiah dan keadilan menurut 
Undang-Undang. Keadilan alamiah keberadaannya tidak bergantung  pada pikiran-
pikiran orang-orang tertentu di mana-mana sama dengan kekuatan yang sama. 
Keadilan menurut Undang-Undang adalah sebuah keadilan yang sama seperti 
keadilan alamiah, tetapi akan berbeda pada saat ada pengaturan (pandangan 
Aristoteles tentang keadilan).    
Berlainan dengan teori hukum alam yang mengajarkan asas dan nilai, 
teori positivisme hukum di dalamnya tidak mengakomodasi nilai dan moral. 
Kararistik hukum dalam positivisme hukum adalah adanya perintah dan larangan 
yang  pemberlakuanya dipaksakan dengan kekuatan negara. 
Richard A. Posner,  menegaskan:’’ Law has sometimes been defined 
simply as a command backed up by the coercive  power of the state. By this 
definition, any order emanating from the sovereign power is law. But that strains 
the ordinary meaning of the word law and it has been suggested that to be 
descriptive of the way in which the word is actually used the definiton must iclude 
the following additional elemnets:  
94
 
1. To count as law,a command must be capable of being complied whith by those 
to whom it is addressed; 
2. It must treat equally those who are similarly situated in all respects relevant 
to the command; 
3. It must be public; 
4. There must be a procedure by which  the  ruth of any facts necessary to the 
application of the command according to its terms is ascertained.     
 
Hukum kadang-kadang mempunyai definisi yang sederhana, yaitu  
sebagai perintah negara yang mempunyai kekuatan memaksa. Mengacu pada 
definisi ini, penekanannya pada kekuatan pemberlakuan hukum yang 
dipaksanakan dan itu menggambarkan hukum yang sesungguhnya. Definisi hukum 
mencakup di dalamnya unsur-unsur berikut. 1. Isi hukum adalah suatu perintah, 
harus layak dan lengkap. 2. Hukum harus sama pada semua keadaan yang 
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berkaitan    dengan pemeritah. 3. Hukum bersifat umum; dan 4. Harus sesuai 
dengan prosedur yang sesungguhnya sesuai fakta, membutuhkan penerapan dari 
pemerintah terkait dengan bunyi hukum itu.       
2. Sumber Hukum Islam.    
Alquran Surat An-Nisaa: 59, menyebutkan: 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 
dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) 
dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang 
demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Alquran, An-nisa’: 
59). 
95
 
 
Abdul Wahhab Khalaf menafsirkan  ayat tersebut yaitu sebagai berikut.  
96
 (1) Perintah untuk taat kepada  Allah dan Rasul-Nya, artinya ialah mengikuti 
Qur’an dan Al-Sunnah; (2) Perintah untuk taat kepada Ulil Amri di antara Muslim, 
artinya ialah mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para Mujtahidin 
karena mereka itulah Ulil Amri umat Islam dalam soal pembentukan hukum 
syariah Islam; (3) Perintah mengembalikan kejadian-kejadian yang 
dipertentangkan  di antara umat Islam kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, artinya 
perintah mengikuti Al-Qiyas ketika tidak terdapat nash atau ijma karena 
pengertian (taat dan mengembalikan) dalam masalah ini, artinya ialah 
mengembalikan masalah yang dipertentangkan itu kepada Allah dan Rasul-Nya.  
Mengacu pada penafsiran ayat di atas, dapat diketahui bahwa sumber 
hukum Islam meliputi: (1) Alquran,  (2) Sunnah/Hadis, (3) Ijma,  dan (4) Qiyas. 
Penetapan  sumber hukum Islam juga dapat mengacu pada dialog antara 
Rasulullah Muhammad SAW dengan Mu’adz bin Jabal:  
Pada saat Rasulullah Muhamad SAW hendak mengutus Mu’adz bin Jabal ke 
Yaman, Rasulullah bertanya :’’ agaimana engkau memberikan putusan  hukum  
                                                          
95
   Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 69 
96
   Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, (Penerjemah Noer Iskandar 
al-Barsany, Moh. Tohchah Mansoer) Edisi Ketiga, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm. 
19. 
47 
 
 
 
ketika dihadapkan  kepadamu suatu kejadian, apabila pengaturanya tidak terdapat 
dalam Alquran, tidak terdapat dalam hadis dan tidak ada ijtihad para sahabat?. 
Atas pertanyaan tersebut, kemudian Mu 
’az bin jabal menjawab bahwa ia akan memutuskan berdasarkan pendapat yang 
diyakini. Atas jawaban tersebut, Rasulullah menepuk dada mu’adz seraya 
bersabda:’’Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan 
Rasulullah terhadap sesuatu yang Rasulullah merasa puas dengan itu’’. 97 
 
Berpedoman pada dialog antara Rasulullah Muhammad SAW  dengan 
Mu’az bin Jabal, dapat diketahui bahwa sumber hukum Islam meliputi Alquran, 
Hadis  dan ijtihad yang merupakan penggunaan akal pikiran/ al-ra’yu yang hasilya 
adalah fikih.  
Menurut Sulaiman Abdullah, sumber-sumber /dalil-dalil hukum fikih 
(ushul Fikih)  terdiri dari hal-hal berikut.    
98
  
1. Berbentuk naqli terdiri dari Alquran Assunah dan dihubungkan dengan 
keduanya: (a) Ijma, (b) Mazhab sahabat,  (c) Syariah terdahulu,  dan (d) 
‘Urf/adat, karena semua berasaskan pada periwayatan yang sahih (benar). . 
2. Berbentuk ‘aqly/ijtihady,terdiri dari: (a) Qiyas, (b) Istihsaan, (c) Maslakhat 
Mursalah/Istishlah, dan (d) Istihaab. 
Hasbi (Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy) mendukung pendapat yang 
menyatakan bahwa sumber fikih dalam bidang muamalah ialah Alquran, Hadis 
dan Sunnah Nabi, Qiyas, Ra’yu serta  ‘Urf  adat kebiasaan . 99  
a. Alquran 
Ada dua sifat yang dianut Alquran dalam masalah hukum. Pertama, 
hukum yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang  masa serta bagi seluruh umat. 
Terhadap hukum yang bersifat tetap ini, Alquran menyebutnya  secara rinci.  
Kedua, hukum yang bersifat umum yang  menjadi pedoman bagi kaidah-kaidah 
hukum. Pedoman ini berasaskan keadilan, persamaan, kebersamaan, musyawarah,  
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perdamaian, pengakuan hak individu, tanggung jawab pribadi dan  tanggung jawab 
sosial, menyampaikan amanah serta tidak memberatkan. 
100
   Dari sifat kedua yang 
dianut Alquran memberi petunjuk syariah ditetapkan bukan untuk membebani 
pelaksanaan hukum (mukalaf), tetapi guna memberi kemaslahatan bagi manusia 
sendiri. Tujuannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan 
kehidupan sejahtera bagi manusia yang mengarah pada kebaikan perorangan dan 
masyarakat. Sifat umum yang dianut oleh Alquran jelas mengandung makna 
bahwa Alquran membiarkan masalah-masalah mu’amalat, siyasah dan 
qadla’(peradilan) berkembang menurut kebutuhan masa, keadaan dan tempat. 101  
b.  As-Sunnah 
Hasbi  memilih pendapat Ahli Ushul yang memformulasikan hadis 
dengan :’’dengan perbuatan, ucapan dan taqrir (persetujuan/keputusan) nabi yang 
berhubungan dengan hukum. Antara hadis dan sunnah mengandung makna yang 
sama, yakni sama-sama semua perbuatan, ucapan dan taqrir Nabi. Perbedaanya, 
hadis adalah semua peristiwa yang disandarkan kepada Nabi walaupun hanya 
sekali saja terjadi selama hayatnya. Sunnah adalah amaliah Nabi yang mutawatir , 
khususnya dari segi maknanya.
102
   Menurut Hasbi, Rasulullah di samping  
berfungsi sebagai rasul Allah, juga sebagai manusia biasa. Ucapan atau perbuatan 
Rasululah dalam kualitasnya sebagai manusia biasa tidak menjadi syariah yang 
harus ditaati. Hanya ucapan, perbuatan dan taqririnya dalam kualitasnya sebagai 
Rasul yang memang berkewajiban menyampaikan wahyu dan menjelaskan syariah 
yang wajib diikuti.
103
   
Sunah ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW 
yang berposisi sebagai petunjuk dan tasyri’. Pengertian tersebut menunjukan 
adanya 3 bentuk sunnah, yaitu Qauliyah (berupa perkataan), Fi’liyah (berupa 
perbuatan) dan Taqririyah (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan 
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orang lain). 
104
 Contoh sunnah Qauliyah misalnya, hadis yang menyatakan bahwa 
amal kebaikan itu hendaklah didahului dengan niat dan seseorang akan 
memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. Sunnah Fi’liyah misalnya, ketentuan 
tentang shalat, haji, keharusan menggunakan saksi dalam berperkara dan 
sebagainya. Sunnah taqririyah,  misalnya, persetujuan  terhadap pernyataan Mu’az 
bin Jabal ketika hendak diutus ke Yaman, ia akan memutuskan perkara dengan 
ijtihad bira’yi apabila tidak ditemui petunjuk dalam Alquran dan Al-Hadis.105  
c.  Ijma 
Ijma adalah konsensus atau permufakatan terhadap penetapan hukum. 
Dasar yang melahirkan ijma adalah permusyawaratan Nabi dalam mengambil 
keputusan yang bersifat duniawi, seperti kasus tawanan perang badar, melakukan 
musyawarah dengan para sahabat. Dengan menggunakan ijma’ sebagai sumber 
hukum, fikih dapat terus diperkaya. 
106
   
Kehujahan ijma adalah Alquran An-nisaa: 59). 
107
  Berkaitan  dengan kata 
’’Ulil Amri’’, sebagaimana tersebut dalam Alquran, Surat An-Nisa: 59: 108 Abdul 
Wahab Khalaf  menjelaskan bahwa penertian Ulil Amri agamawi adalah para 
mujtahid dan ahli fatwa agama . Ibnu Abbas menafsirkan Ulil Amri dalam konteks 
ini adalah Ulama. Menurut Abdul Wahab Khalaf, Ulil Amri diartikan sebagai 
mujtahid yang telah mengadakan Ijma’ atas suatu hukum  dan hukum yang telah 
ditetapkan harus ditaati.
109
   
Ijma’ menurut syara’  dalam pandangan jumhur  adalah kesepakatan 
seluruh mujtahid kaum muslimin disesuaikan dengan masa setelah wafat Nabi 
tentang suatu hukum syara’ yang amali. Menurut Jumhur Ulama Ijma’ hanya 
terwujud apabila memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur berikut. 
110
  (1) 
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Bersepakat para mujtahid. (2) Semua mujtahid tersebut bersepakat, tak seorangpun 
yang berpendapat lain. Kalau satu orang saja yang berpendapat lain, maka ijma’ 
tidak tersimpul. (3) Kesepakatan mujtahid yang ada  ketika masalah yang 
diperbincangkan itu dikemukakan dan dibahas, tidak mesti disepakati oleh 
mutjahid berikutnya. (4) Kesepakat tersebut terjadi setelah nabi Wafat; (5) 
Masing-masing mujtahid memberikan pendapatnya dan mendapat persetujuan 
pada saat peyimpulan.  (6) Kesepakatan tersebut diambil secara bulat dan tidak ada 
pendapat ketiga.   
d.  Qiyas dan Ra’yu. 
Qiyas menduduki peringkat keempat dalam sumber hukum Islam. 
Maknanya adalah, qiyas baru digunakan  apabila dalam Alquran, hadis dan  Ijma’ 
tidak ditemukan. Qiyas tidak dapat dijadikan hujjah syariah dalam masalah ibadah 
badaniah,  apalagi masalah haram dan halal. Manurut  Hasbi, makna Ra’yu  pada 
masa sahabat ialah:’’pilihan hati karena dirasa benar, setelah direnungkan dan 
dipikirkan serta dicari mana yang benar terhadap hal yang betentangan dalilnya 
atau tidak diperoleh nash baginya’’. 111  Manurut Hasbi, qiyas yang berlandaskan 
maslhahat mursalah seperti konsep Malik pada asalnya sama maknanya dengan 
ra’yu yang berlandaskan istihsan (kebaikan berasaskan keadilan)  seperti konsep 
Abu Hanifah. 
Qiyas artinya menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan benda 
lain  yang menyamainya, misalnya mengukur baju dengan meteran. Artinya 
mengukur bagian-bagianya dengan meteran. Juga dikatakan Qiyas ialah 
menyamakan karena mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat 
menyamainya, berarti menyamakan  di antara dua benda  tersebut. 
112
 Qiyas 
menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada 
                                                          
111
   Nourouzzaman Shiddiq, op.cit., hlm. 121. 
112
   Abdul Wahab Khalaf, op.cit., hlm. 75. 
51 
 
 
 
nashnya kepada kejadian lain yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan 
oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. 
113
    
Menurut ulama Ushul, qiyas adalah mempersamakan suatu peristiwa 
hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nash dengan peristiwa hukum yang 
ditentukan oleh nash bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang 
ditentukan nash. 
114
   
Jumhur kaum muslimin sepakat bahwa semua hukum syara’ yang dibawa 
oleh nash itu, diisyaratkan untuk mewujudkan kemshlahatan/kepentingan manusia, 
bukan tanpa tujuan. Apabila hukum-hukum itu termasuk katagori yang tak 
terdapat jalan bagi akal mencari kemashalhatan yang detail yang perlu diwujudkan 
oleh penetapanya, seperti hukum ibadah,  hukum ini disebut ta’abbudi yang 
diharuskan pelaksanaannya menurut ketentuan yang dibawa oleh nash. Akan tetapi 
apabila hukum-hukum yang dibawa nash termasuk tujuanya dan illat yang 
melandasinya, subjek hukum (mukalaf) wajib melaksanakan/memperlakukanya 
pada semua peristiwa hukum yang dicakup oleh nash itu dan para mujtahid 
berkewajiban mengetahui maslahat yang menjadi tujuan syara’ menetapkanya 
serta mengetatui illat yang jelas yang dijadikan syara’ sebagai hubungan hukum, 
karena di dalam hubungan itulah terwujud kemashlahatan.
115
    
Penetapan  Qiyas dan Ra’yu sebagai sumber hukum Islam, di dalamnya 
dibicarakan tentang penafsiran terhadap teks baik Alquran maupun Hadis. 
Penafsiran adalah pemahaman seseorang terhadap teks, sehingga antara orang 
yang satu dengan orang yang lain mungkin terdapat persamaan dan mungkin juga 
sebaliknya. Hal ini akan terus berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas.     
Menurut Anshori, LAL dalam perspektif ulumul  Quran, setidaknya 
ditemukan dua terminologi penafsiran, yaitu tafsir bi al-mat’tsur dan tafsir bi al-
ra’yi  untuk yang terahir terkait dengan kedudukan    Ra’yu sebagai  sumber 
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hukum Islam: penulis). Tafsir bi al-ma’tsur  menurut Anshori, LAL yang 
bersumber dari al-Zarqani  diartikan sebagai tafsir dilakukan dengan jalan riwayat, 
yakni tafsir Alquran dengan Alquran hadis, pendapat sahabat atau tabi’in. Tafsir   
bi al-ra’yi menurut  Anshori, LAL yang bersumber  dari Abd  al-Rahman al-Ak 
adalah upaya menyikap isi kandungan Alquran dengan Ijtihad yang dilakukan 
dengan mengapresiasi eksistensi akal. Model penafsiran yang pertama, menurut 
Anshori tidak menimbulkan masalah (perbedan pendapat) karena sumber tafsir  bi 
al-ma’tsur diyakini sangat otoritatif yakni Alquran, hadis, pendapat sahabat atau 
tabi’in. Untuk penafsiran yang kedua, menimbulkan pro dan kontra. Dengan 
mengacu pada berbagai sumber, kata al ra’yu menurut Anshori  diartikan 
beragam.Al-Ra’yu ada yang mengartikan sebagai  keyakinan dan ada juga yang 
mengartikan sebagai ijtihad. Dengan demikian menurut  Anshori, dalam proses 
penafsiran al-ra’yi sejatinya tidak hanya rasio/logika yang dijadikan titik tolak 
penafsiran,  tetapi juga ada unsur lain yang harus dipenuhi oleh seorang  mufasir 
yaitu penguasaan ilmu-ilmu lain seperti bahasa Arab dan aspek-aspek dilalahnya, 
asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, qira’at, syari’r-sya’ir arab, jahili dan ain-
lain.  
116
 
Dalam pandangan Abdul Mustaqim, kebenaran Alquran adalah mutlak 
dan kebenaran tafsir Alquran bersifat relatif dan tentatif. Tafsir adalah respons 
mufasir ketika memahami teks kitab suci, situasi dan problem sosial yang 
dihadapi. Jadi,  tidak ada tafsir  yang  objektif. Pada saat mufasir menafsirkan ayat  
Alquran, menurut Abdul Mustaqim ia sudah memiliki prior text, yakni latar 
belakang keilmuan, konteks sosial politik, kepentingan, dan tujuan penafsiran. 
Dengan demikian, hasil penafsiran tidak sama dengan Alquran itu sendiri. 
Penafsiran tidak  hanya mereproduksi makna  teks, tetapi juga memproduksi 
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makna baru teks. Dengan ide-ide kreatif dan inovatif dalam menafsirkan Alquran 
menjadi sangat niscaya. 
117
 
e.  Urf 
Adat kebiasaan (“urf’’) yang dijadikan sumber hukum, bukan hanya adat 
kebiasaan yang terdapat di Arab. Adat istiadat di luar  Arab yang dipandang baik 
oleh akal dan diterima oleh tabi’at manusia yang sejahtera, dapat dijadikan 
landasan hukum. 
118
  Syariah Islam mengakui “Urf’’ sebagai sumber hukum 
menurut Hasbi karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah 
memainkan peran penting dalam mengatur lalulintas hubungan dan tertib sosial di 
kalangan anggota masyarakat. Hasbi memberikan contoh Rasulullah membiarkan 
Al-Abbas ibn Abdul Muthalib menerima laba dari modal yang diputar oleh orang 
lain karena hak itu sudah menjadi urf  bagi masyarakat Mekah. Urf yang dijadikan 
sumber hukum adalah urf yang tidak bertentangan dengan aqidah, tauhid, dan 
tidak bertentangan dengan rasa keadilan  masyarakat. 
119
 Urf  adalah sesuatu yang 
telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau 
perbuatanya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Menurut 
istilah syara’, tidak ada perbedaan di antara urf dan adat. Maka, urf yang bersifat 
perbuatan adalah seperti saling mengerti manusia  tentang jual beli dengan 
pelaksanaan tanpa shighot yang diucapkan.
120
  
Terdapat keterkaitan antara hukum dan kenyataan sosial yang terdapat 
dalam masyarakat. Islam melegalisasi kenyataan-kenyataan tersebut  sebagai 
sumber hukum (Urf)  sepanjang dalam praktiknya tidak bertentangan dengan 
Alquran dan Hadis. Maknanya adalah ada ketergantungan antara  hukum dan 
kenyataan sosial yang oleh para sosiologi dispesifikasikan sebagai kajian sosiologi 
hukum.  
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Harus diakui, secara teknis  terkadang terlihat tidak ada  keterkaitan 
antara hukum dan sosial. Akan tetapi dalam praktik keberlakuan hukum 
berdampak pada kondisi sosial.   Tom R. Tyler, pernah menyatakan : 
’’Sometimes, the legal rule in question does not really implicate a social norms but 
instead implicates a socially shared attitide about what justice reques.In these 
situations, it is possible to measure empirically the socially shared attutitude and 
then conform the law to the consensus (assuming that there is no independen 
reason to think that the consensus makes for bad legal policy).. 
121
  
 
Pernyataan  Tom R. Tyler, dapat dipahami, ’’Kadang-kadang aturan 
hukum dalam pertanyaan tidak berpengaruh nyata pada norma-norma sosial tetapi 
berpengaruh dalam perilaku sosial mengenai apakah permintaan keadilan. Pada 
situasi ini mungkin langkah nyata,bagian dari sikap sosial dan penyesuaian hukum 
sesuai dengan kesepakatan (asumsi bahwa di sana tidak ada kebebasan 
berargumen dan berpikir bahwa kesepakatan  membuat kebijakan hukum yang 
tidak baik ’’.  
3. Asas Hukum Pidana Islam 
Zaenudin Ali membagi asas hukum Islam menjadi: (a) asas yang bersifat 
umum  yang meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan; (b) 
asas hukum pidana, yang meliputi asas legalitas, asas larangan memindahkan 
kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah; (c) asas Hukum Perdata, 
yang meliputi asas kekeluargaan, asas kebolehan atau mubah, asas kebajikan, asas 
kemaslakhatan hidup,; dan (d) asas penerapan hukum Islam, yang meliputi asas 
tidak memberatkan, asas tidak memperbanyak beban, dan asas tadruji. 
122
   
Beberapa asas hukum Islam yang relevan dengan penegakan hukum 
pidana, dikutipkan sebagai berikut.   
a. Asas Keadilan 
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Asas keadilan merupakan asas yang penting dan mencakup semua asas 
dalam bidang hukum Islam. Allah menyebutkan kata adil  dalam Alquran lebih 
dari 1.000 kali setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Dalam Alquran asas ini 
antara lain terdapat dalam Alquran Surat Shad: 26dan Surat An-Nisaa” 135  123 
 
Berpedoman ada pada Alquran surat Shad:26 dan An-Nisaa” 135  dapat 
diketahui hal-hal berikut. Pertama, salah satu tugas khalifah dalam bidang 
penegakan hukum adalah memutuskan perkara dengan adil. Konsep  adil dalam 
kontek ini adalah adil menurut pihak-pihak yang yang berperkara dan bukan adil 
menurut penguasa. Kedua, menegakan keadilan bukan hanya diamanatkan kepada 
para khalifah (penguasa), tetapi menjadi tugas setiap orang yang beriman. Di 
samping itu, setiap orang yang beriman juga berkewajiban memberikan kesaksian 
dengan benar bagi  dirinya sendiri, kedua orang tua,  dan kaum kerabat.  
 
b. Asas Kepastian Hukum  
Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu 
perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang 
ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Alquran, Al-Isra’: 15 .124   Kalimat yang 
menunjukan adanya asas kepastian hukum pada ayat ini adalah: ’’Allah tidak akan 
menyiksa, seorang hamba, sebelum menurunkan Rasul’’. Alqur’an, Al-Isr ’: 15, di 
samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku 
surut (nonretroaktif). 
c. Asas Kemanfaatan  
Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan 
kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, 
seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.  Contoh konkret misalnya, dalam 
menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan 
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pembunuhan, dapat mempertimbagkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada 
terdakwa  sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat 
bagi masyarakat,  hukuman mati itulah yang dijatuhkan. 
125
   
d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain.      
Asas ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan  manusia, baik 
perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan 
yang setimpal. Asas ini terdapat dalam Alquran, antara lain Surat An-am: 164, Al-
Fathir: 18, Az-Zumar:7, dan , Al-Muddatsir: 38. 
126
   
Dengan mengacu pada ayat dia atas, beberapa uraian yang menunjukan 
adanya asas ini adalah berikut ini. (1) Seseorang yang berbuat dosa 
kemudharatanya akan kembali kepada dirinya sendiri. (2) Sesorang tidak dapat 
melimpahkan dosa kepada orang lain.  (3) Seseorang yang mensucikan dirinya,  ia 
menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. 
e. Asas Praduga Tidak Bersalah.    
Asas ini menegaskan bahwa yang mendasari seseorang dituduh 
melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-
bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahanya.  
127
  
Asas ini menegaskan bahwa pada hubungan perdata (termasuk hubungan 
pidana: penulis) disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta 
tolong menolong dalam mencapai kebaikan. Asas ini dapat ditemukan, antara lain 
Al-Hujurat: 12: 
128
 Dalam ayat ini ditegaskan, bahwa Allah SWT melarang 
manusia untuk saling mencari kesalahan dan berprasangka buruk. Allah akan 
mempersamakan para pelakunya, seperti yang tidak jijik memakan daging 
saudaranya yang telah meninggal dunia. 
Makna dari keharusan menerapkan asas praduga tidak bersalah akan 
terkait dengan kewajiban setiap manusia untuk tetap berprasangka baik kepada 
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orang lain. Kebalikan prasangka baik adalah prasangka buruk. Dari Abu Hurairah 
bahwasanya Rasulullah bersabda:’’Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya 
prasangka  itu sebohong-bohong perkataan. Janganlah kalian mencari-cari tahu, 
janganlah kalian  saling memata-matai, janganlah kalian  saling bertengkar, 
janganlah  kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling  memutus 
hubungan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara (HR. Bukhari dan Muslim). Abu 
Abdurrahman Adil Syusyah mengartikan hadis tersebut sebagai perintah untuk 
menjauhi prasangka karena prasangka  itu adalah sebohong-bohong perkataan. 
Hadis tersebut juga diartikan sebagai larangan untuk  berprasangka buruk. Masih 
menurut Abdu Abdurrahman Adil Syusyah,   mewujudkan dan membenarkan 
prasangka, bukan sekadar terlintas dalam hati karena yang demikian itu tidak 
dianggap prasangka’’. Artinya bahwasanya yang diharamkan dari prasangka 
adalah jika seseorang terus menerus berprasangka buruk dan menetap dalam 
hatinya, bukan sekadar terlintas dalam hati. Hal itu disebabkan itu tidak berdosa 
sebagaimana disebutkan dalam hadis:’’Allah mengampuni prasangka yang terjadi 
dalam umat selama mereka tidak membeberkanya atau sengaja. 
129
                     
f. Asas Tidak Memberatkan  
Ajaran Islam tidak memberatkan manusia dalam pelaksanaannya. Hal ini 
disebabkan oleh berbagai faktor yang memungkinkan umat manusia 
melaksanakanya, terutama faktor kemampuan. Allah SWT menegaskan dalam Al-
Qur’an Surat Al-Hajj: 78 dan Al-Baqarah: 185:  130  
Kalimat ’’.......dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan.....’’  Alquran, Al-Hajj: 78  dan kalimat: ’’....Allah 
menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu....’’ Aquran, Al-Baqarah: 185), menunjukan karaktristik hukum Islam 
yang tidak dimiliki oleh hukum yang dibuat oleh manusia. 
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Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. 
Perintah dan larangan sudah harus bebas dari kesan memberatkan manusia. Salah 
satu aspek kemaslahatan itu sendiri adalah mewujudkan berbagai kemudahan. 
Seandainya hukum Islam itu mengandung kesulitan-kesulitan, niscaya hukum 
Islam itu kehilangan misinya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. 
Allah SWT sebagai pencipta hukum Islam mempunyai sifat kasih sayang (rahman 
dan rahim). Begitu juga larangan-Nya adalah rakhmat bagi alam semesta, 
khususnya bagi manusia. Hukum Islam tidak akan pernah menyulitkan manusia.
131
    
g. Asas Tidak Memperbanyak Beban. 
Hukum Islam datang demi kepentingan manusia, bukan untuk 
mengeksploitasi mereka. Tuntutan hukum Islam tidak lebih dari batas kewajaran  
yang menurut kadarnya  akan  memberi manfaat bagi kemaslahatan. Hukum Islam 
tidak akan memberi perintah dan larangan yang dapat merugikan atau 
membahayakan manusia.   
132
  
h. Asas Tadruj   
Asas Tadruj (bertahap) erat kaitanya dengan asas pertama dan kedua. 
Penerapan hukum Islam berlaku secara bertahap, tidak secara drastis dan tidak 
sekaligus. Alquran diturunkan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempermantap bacaan dan mempermudah hafalan Rasulullah dan sahabatnya. 
Selain itu, dimaksudkan agar kandungan Alquran mudah dihayati dan diamalkan 
oleh umat Islam secara bertahap pula sampai ke puncak kesempurnaannya. 
133
   
Pemberlakuan hukum secara bertahap dapat disimak pada saat Allah 
mengharamkan minuman hamar, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah 
SWT: 
134
  
Penahapan dalam pengharaman hamar, tercermin: (1) dalam judi dan 
hamar, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat; (2) larangan melaksankan 
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shalat bagi yang mabuk; (3) meminum hamar, berjudi dan menyembah berhala , 
mengundi nasib adalah berbuatan syaitan yang harus dijauhi agar mendapat 
keberuntungan.   
4. Pemikiran Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia  
a. Hukum Islam pada Sebelum dan Masa Penjajahan Belanda. 
Sejarah mencatat, pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi, 
kawasan utara Pulau Sumatera dijadikan titik awal gerakan dakwah para 
pendatang yang beragam Islam. Melalui merekalah, secara perlahan gerakan Islam 
itu membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur yang 
kemudian merambah ke wilayah nusantara dan diikuti berdirinya kerajaan Islam 
pertama bernama Samudera Pasai. Perkembangan  selanjutnya,  berdirilah 
Kesultanan Malaka, Kesultanan Demak, Mataram,  Cirebon,  Kerajaan Gowa di 
Sulawesi, Kesultanan  Ternate dan Tidore.
135
  Di  Kesultanan-kesultanan tersebut, 
hukum Islam telah ditetapkan sebagai hukum positif.      
Seiring dengan  kejayaan kerajaan nusantara sebelum kedatangan Belanda 
di Indonesia, hukum Islam berlaku secara menyeluruh. Pemberlakuan hukum 
Islam diidentikan sebagai masa berlakunya teori reception in complexu. Teori ini 
dicetuskan oleh Lodewijk Willem Cristian Van den Berg (1845-1927), seorang 
ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia. Menurut teori ini, bagi orang 
Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agamanya, 
walaupun dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan-penyimpangan. 
136
  
 Setelah kedatangan  Belanda,  pemberlakuan hukum Islam,  tergantung  
pada resepsi hukum adat  yang oleh Cristian Snouck Hurgronye (1857-1936) 
disebut sebagai teori receptie. Menurut teori receptie,  bagi rakyat pribumi pada 
dasarnya berlaku hukum adat. Menurut Cristian Snouck Hurgronye,  hukum Islam 
berlaku  jika norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai 
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hukum adat. Teori ini mendapat dukungan dan penguatan oleh Van Vollenhoven 
dan Ter Haar Barn. 
137
  Pada masa penduduk Belanda, sebagian hukum Islam juga 
masih berlaku, seperti hukum waris Islam yang berlaku pada sekitar tahun 1937 
dengan pertimbangan hukum waris tersebut belum sepenuhnya berlaku menurut 
hukum adat dan sengketa perkawinan. 
138
  
Teori receptie oleh  Cristian Snouck Hurgronye dan oleh Hazairin disebut 
sebagai teori iblis karena bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Selanjutnya 
Hazairin mengembangkan teori receptie exit. Pokok-pokok pikiran teori ini : 1. 
Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak 
tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 
1945.  2. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesai 
berkewajiban  membentuk hukum nasional Indonesia yang bahanya hukum agama.  
3. Hukum agama yang masuk menjadi hukum nasional  bukan hukum Islam saja, 
melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama  di 
bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional. 
Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila. 
139
 
Di samping Hazairin, Sayuti Thalip juga  menentang teori receptie. 
Selanjutnya ia mengembangkan  teori Receptie a Contrario. Menurut teori ini, 
hukum adat baru berlaku kalau tidak betentangan dengan hukum Islam. Melalui 
teori ini jiwa pembukaan UUD 1945 telah mengalahkan Pasal 134 ayat 2 
Indische.
140
  Teori Receptio a Contrario lahir berdasarkan hasil penelitian terhadap 
hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat itu. Pemikiran Sayuti Thalib 
didasarkan pada teori : 1. bagi orang Islam berlaku hukum Islam; 2. hal tersebut 
sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya; 3. 
hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
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141
  Gagasan tentang teori  Receptio a Contrario ini didasarkan pada kaidah-kaidah 
beriku. 1. Pada prinsipnya dalam kaitanya dengan perintah Tuhan dan Rasul, kalau 
diformulasikan, perintah itu berarti wajib. 2. Larangan pada dasarnya adalah 
ketidakbolehan untuk dikerjakan (haram). dan 3. Adat kebiasaan (urf) dapat 
dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariah Islam (al-‘adah 
muhakkamah). 
142
   
Di samping teori-teori tersebut, dalam pemberlakuan hukum Islam juga 
dikenal teori penerimaan otoritas hukum oleh H.A.R Gib,  seorang orinentalis 
kristen dan teori ekisistensi oleh Ichtijanto, S.A., dosen Universitas Indonesia. 
Menurut teori penerimaan  otoritas hukum, orang Islam jika menerima sebagai 
agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. 
143
  Menurut 
Ichtijanto, bentuk eksitensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum 
nasional: 1. merupakan bagian integral dari hukum nasional; 2. keberadaan, 
kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi 
status sebagai hukum nasional; 3. norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi 
sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; dan 4. sebagai bahan utama dan 
unsur utama hukum nasional Indonesia. 
144
      
Kedatangan Belanda dengan VOC, bukan hanya berdampak pada 
kegiatan  ekonomi, melainkan juga bagi  pemberlakuan hukum. Pada awalnya, 
Belanda menghendaki  hukum merekalah yang akan diberlakukan bagi 
penduduk pribumi. Harapan tersebut  tidak dapat terwujud sepenuhnya karena 
penduduk pribumi telah memiliki hukumnya sendiri. Melihat kondisi yang 
demikian, dibuatlah ’’kompromi’’ dalam pemberlukan hukum bagi penduduk 
pribumi. Bentuk kompromi oleh VOC dapat dicatat sebagai berikut:
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144
   A. Rahmat Rosyadi dan H.M . Rais Ahmad, op.cit., hlm. 87. 
145
   Adi Hasan Basri, op.cit., hlm.3   
62 
 
 
 
1. Hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam (Statuta 
Batavia tahun 1642).  
2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang berlaku di tengah 
masyarakat. Upaya kompilasi ini diselesaikan pada tahun 1760 yang 
menghasilkan Compendium Freijer.   
3. Upaya kompilasi juga dilakukan di beberapa wilayah, seperti Semarang, 
Cirebon, Gowa dan  Bone. Hasil kompilasi di Semarang menghasilkan Kitab 
Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar) yang isinya mengatur juga kaidah-
kaidah hukum pidana Islam. Kaidah-kiadah ini tidak ditercantum dalam   
Compendium Freijer.      
b. Hukum Islam pada masa Jepang, Kemerdekaan dan setelah 
Kemeredekaan  
Kekalahan Jenderal Ter Poorten yang mewakili Belanda  atas  Jepang, 
membawa perubahan pada keberadaan hukum Islam di Indonesia.  Setelah Jepang 
menduduki Indonesia pada tahun 1942,  segala kekuasaan yang sebelumnya 
dipegang oleh Belanda, beralih ke Jepang. Perpindahan kekuasaan tersebut juga 
berpengaruh  pada keberadaan hukum Islam. 
146
 Beberapa catatan perubahan 
pemberlakukan hukum Islam di masa pemerintahan Jepang, dapat dicatat berikut 
ini. 
147
 
1. Panglima Militer Jepang berjanji akan melindungi dan memajukan  hukum   
sebagai agama mayoritas penduduk Jawa. 
2. Didirikannya Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh  
orang Indonesia. 
3. Mengijinkan berdirinya Ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul 
Ulama. 
4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi) pada 
bulan Oktober 1943. 
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5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan PETA. 
6. Upaya mengembalikan kewenangan pengadilan.       
    Perjuangan untuk mendapat pengakuan tentang esksistensi hukum Islam 
pada masa pemerntahan Jepang belum berhasil. Jepang lebih memercayai tokoh–
tokoh nasionalis daripada tokoh-tokoh Islam. Kepercayaan tersebut  pada beberapa 
kebijakan pemerintah Jepang, seperti  Dewan Penasihat (Sanyo Kaigi) dan 
BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) yang keduanya diserahkan kepada tokoh 
nasional. Fakta lain yang menunjukan keperpihakan Jepang kepada tokoh 
nasional, di antara 62 anggota BUPKI hanya 11 yang mewakili  Islam. 
148
  
Setelah melalui perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI, 
lahirlah Piagam Jakarta. Dalam piagam Jakarta, kalimat yang penting 
adalah:’’Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya’’. Rumusan sila kesatu versi piagam Jakarta 
sesungguhnya berimplikasi keharusan adanya pembentukan undang-undang untuk 
melaksanakan syariah Islam bagi para pemeluknya. Rumusan sila pertama 
akhirnya gagal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam 
hubungannya dengan status hukum Islam dalam negara, Isa Ashary memaknai 
kejadian ini sebagai ’’permainan sulap’’, yang masih diliputi kabur rahasia...suatu 
politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.
149
              
Lima tahun setelah merdeka, Indonesia memasuki masa revolusi (1945-
1950). Menyusul kekalahan Jepang dari sekutu, Belanda berkeinginan menguasai 
Indonesia. Dalam beberapa pertempuran, Belanda berhasil mendirikan negara-
negara kecil sebagai upaya mengepung negara Republik Indonesia. Negara-negara 
bagian tersebut, menjadi bagian dalam proses terjadinya perjanjian Linggarjati dan 
beberapa waktu kemudian lahirlah Konstitusi  Indonesia Serikat (RIS) pada 
tanggal 27 Desember 1949.  
150
  RIS tidak memosisikan kedudukan hukum Islam 
                                                          
148
   Adi Hasan Basri, op.cit., hlm. 4. 
149
  Adi Hasan Basri, op.cit., hlm. 4. 
150
  Adi Hasan Basri, op.cit., hlm. 6. 
64 
 
 
 
sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang oleh 
BPUPKI. Isi konstitusi RIS lebih banyak dipengaruhi oleh faham liberal yang 
berkembang di Amirika dan Eropa Barat serta rumusan Deklarasi HAM versi 
PBB. 
151
   Pada masa konstitusi RIS, tinggal 3 negara bagian, yaitu Republik 
Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur. Atas prakarsa 
Muhammad Natsir,  ketiga negara tersebut melebur menjadi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945 dan Konstitusi RIS tidak berlaku 
dan digantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUD Sementara 1950). 
Beberapa pasal dalam UUD Sementara 1950 yang menunjukan posisi 
hukum Islam yaitu di bawah ini. 
1. Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan jaminan negara terhadap 
kebebasan setiap penduduk menjalankan  agamanya masing-masing (Pasal 34 
UUD Sementara 1950). 
2. Negara terlibat dalam urusan keagamaan (Pasal 43 UUD Sementara 1950). 
3. Terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan 
perundang-undangan (Pasal 102 UUD Sementara 1950).  
Peluang UUD Sementara 1950 dimanfaatkan oleh para tokoh Islam untuk 
membentuk undang-undang Islam seperti undang-undang tentang perkawinan 
tahun 1954. Niat ini tidak terlaksana  karena ’’kaum nasionalis’’ juga membuat 
peraturan yang sama. Setelah itu nyaris tidak terdengar upaya  memosisikan 
hukum Islam. Semua berkonsentrasi untuk membentuk UUD yang bersifat tetap. 
Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden.
152
        
Pada masa orda lama dan orde baru,  eksistensi hukum Islam dikuatkan 
oleh keputusan Majelis Prmusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dalam 
keputusan MPRS terdapat penegasan tentang perlunya  unifikasi  hukum yang 
harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia. 
153
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Secara formal, pada priode ini juga telah diupayakan formalisasi hukum Islam 
dalam semua bidang. Mohammad  Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan 
NU, mengajukan rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam dengan 
dukungan kuat dari fraksi-fraksi di DPR-GR. Upaya ini tidak mendapatkan  hasil 
dan kemudian dilanjutkan dengan  pengajuan rancangan hukum formil yang 
mengatur lembaga  peradilan di Indonesia. Pada tahun 1970, lahirlah  UU No. 
14/1970 yang mengakui Pengadilan Agama sebagai  salah satu badan  peradilan 
yang tunduk pada Mahkamah Agung. Formalisasi lembaga peradilan Islam ini,  
oleh Hazairin disebut bentuk berlakunya hukum Islam secara langsung sebagai 
hukum yang berdiri sendiri. 
154
   Di samping itu, formalisasi hukum Islam pada 
masa orde lama dan orde baru, juga  ditandai dengan lahirnya UU No. 14 tahun 
1989 tentang Peradian Agama. Kemudian dilakukan upaya-upaya untuk secara 
intensif untuk mengompilasi hukum Islam di bidang tertentu. Pada bulan  Februari 
1988, Presiden Soeharto menerima  hasil kompilasi hukum Islam dan 
mengintruksikan untuk disebarluaskan. 
155
  
 
c. Formalisasi Hukum Pidana Islam  
Berbeda dengan masa sebelumnya, di samping formalisasi hukum Islam 
baik melalui Undang-Undang maupuan Peraturan Daerah, pada masa reformasi 
muncul pemikiran-pemikiran yang bermuara pada pemberlakukan hukum Islam.  
Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai 
jalur:
156
 
1. Jalur iman dan takwa, umat Islam Indonesia melaksanakan hukum Islam 
sebagai ibadah. 
2. Jalur perundang-undangan. 
3. Pelakasanaan hukum Islam bidang muamalah. 
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4. Melalui Badan Arbitrasi Muamalah Indonesia (BAMU) yang dirikaan oleh  
Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu penyelesaian sengketa bisnis secara 
damai. 
5. Penerapan hukum Islam oleh lembaga pusat penelitian obat/kosmetik dan 
makanan (LPPOM) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. 
6. Pembinaan atau pembangunan hukum nasional. Melalui jalur ini unsur-unsur 
(asas dan norma) hukum Islam akan berlaku dan dilaksanakan buan hanya 
oleh orang Islam, melainkan juga oleh warga negara Indonesia.      
Karakteristik masyarakat Indonesia sudah terbangun semenjak Indonesia 
terbagi dalam beberapa kerajaan. Kondisi yang demikian menyebabkan  
pelaksanaan hukum Islam  terdapat perbedaan-perbedaan yang  kesemuanya itu 
menunjukkan adanya pluralistik atau kemajemukan. Bahasan tentang pluralistik 
atau kemajemukan ini tetap mengemuka hingga saat ini. Dalam konteks 
pengusungan Islam yang pluralistik atau majemuk, tokoh-tokoh seperti Nurcholis 
Madjid dan Gusdur, menjadi pilar di negeri ini. Tema ’’Pribumisasi Islam’’oleh 
Gus Dur, tetap menjadi kajian hingga saat ini.
157
  
Berbicara tentang Islam di Indonesia adalah kemajemukan dan pluralistik 
itu sendiri. Pada saat berbicara Islam (teologis), Islam Indonesia memang menjadi 
satu. Penyatuan tersebut menjadi yang lebih dari satu pada saat berbicara tentang 
soiologis, yakni umat Islam. Umat Islam Indonesia merupakan bagian komponen 
yang dinamis, hidup dan sangat kompleks. Islam (agama) sebagai wujud teologis 
pasti dan absolut. Umat Islam (soiologis) menjadikan agama (Islam) sebagai 
identitas teologis. 
158
  Perjuangan untuk menegakan syariah Islam dengan 
menggunakan jalur politik  belum menunjukan keberhasilan. Prospek 
pengupayaan secara yuridis sosiologis untuk memberlakukan hukum Islam di 
Indonesia sangat terbuka. Saat ini tidak sedikit Undang-undang yang merupakan 
produk kolonial, yang keberadaannya perlu disesuikan dengan hukum nasional. 
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Upaya formalisasi hukum Islam akan terkendala dengan beragamnya agama di 
Indonesia dan juga terdapatnya berbagai sumber hukum yang secara soiologis 
sudah mapan. Secara umum, dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sumber 
hukum nasional, yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam.
159
 
Sampai saat ini, syariah Islam yang menjadi hukum positif sudah 
memasuki bidang ubudiah (hukum normatif), antara lain undang-undang 
pengelolaan zakat dan undang-undang haji. Di bidang hukum muamalat (hukum 
privat), misalnya dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang 
perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Untuk hukum pidana masih dalam bentuk  
wacana sosialisasi dan internalisasi di masyarakat. Kondisi hukum pidana Islam di 
Indonesia dalam teori ilmu hukum merupakan hukum yang masih dicita-citakan 
(ius constituendum). 
160
  
Saat ini ada beberapa teori  pemikiran tentang pemberlakuan hukum 
Islam, diantaranya  teori pemikiran formalisitik-legalistik, teori pemikiran 
strukturalistik, teori pemikiran kulturalistik, dan teori pemikiran substantialistik-
aplikatif. 
a. Teori Pemikiran Formalistik-Legalistik      
Inti teori adalah penerapan syariah Islam melalui institusi  negara. 
Menurut Habib Rizqi Shihab, syariah Islam secara formal harus diperjuangkan dan 
secara substansial  mesti diamalkan. Menurut ketua Front Pembela Islam ini, tidak 
ada gunanya memperjuangkan formalitas sedangkan substansinya ditinggalkan. Ia 
tidak setuju apabila ada yang mengatakan pentingnya substansi sementara 
formalitas tidak perlu. Justru menurutnya, dengan formalisasi, substansi bisa 
diamalkan. 
161
   Tokoh lain yang senada dengan pemikiran formalistik legalistik 
adalah Adian Husaini, Sekjen Kesatuan Solidaritas untuk Dunia Islam (KISDI). 
Menurut Husni, dalam sebuah masyarakat yang plural dan umat Islam yang pro 
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terhadap penegakan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak 
memegang kendali pemerintahan, upaya penegakan syariah Islam akan menjadi 
dilematis secara berkepanjangan. 
162
  Upaya formalisasi hukum Islam menurut  
Ahmad Syafi’i Ma’rif, harus dilakukan secara hati-hati dan perlu pengkajian lebih 
cermat. 
163
 
b. Teori Pemikiran Strukturalistik 
Dalam penerapan syariah Islam, tidak dapat dipisahkan dari proses 
transformasi sosial politik dalam konteks Islam sehingga melahirkan berbagai 
pendekatan. Pendekatan struktural menekankan transformasi dalam tatanan sosial 
dan politik yang bercorak Islami dan pendekatan kultural menekankan 
transformasi dalam perilaku sosial agar bercorak Islami. 
164
 Tokoh pada aliran ini 
adalah Amin Rais. Menurut Amin, transformasi nilai-nilai Islam melalui kegiatan 
dakwah harus mencakup semua dimensi kehidupan manusia yang berarti adanya 
upaya islamisasi semua aspak kehidupanm manusia.
165
   
c. Teori Pemikiran Kulturalistik      
Menurut teori ini, pemberlakuan hukum Islam hanya mensyaratkan 
sosialisasi dan internasi Islam oleh umat Islam, tanpa dukungan dari otoritas 
politik dan isntitusi negara.  
166
 Para pendukung teori ini berkeinginan  menjadikan 
Islam sebagai sumber atika dan moral; sebagai sumber inspirasi dan motivasi 
dalam  kehidupan bangsa, bahkan sebagai faktor komplementer dalam 
pembentukan struktur sosial.
167
   
d. Teori Pemikiran Substantialistik-Aplikatif 
Teori ini muncul di kalangan akademisi. Pada teori ini, pemikiran 
penerapan syariah Islam lebih cenderung mendasarkan pada analisis akadmis yang 
tidak menunjukan pro-kontra dan tidak memihak pada pendapat siapa pun. 
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Pemikiran ini lahir berdasarkan sudut teoretik ajaran Islam yang bersifat dogmatis 
dan aplikatif. Penerapan syariah Islam dierahkan kepada umat Islam; apakah harus 
berdasarkan otoritas negara atau bersifat struktural, kultural, substansial, 
individual atau kolketif. 
168
 Tokoh pemikifan ini antara lain Juhaya S. Praja. 
Menurutnya, walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara penuh dan 
menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti  besar bagi kehidupan para 
pemeluknya. Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam 
masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa. Pertama, hukum Islam telah 
turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal 
dengan menetapkan apa yang harus danggap baik dan buruk; apa yang menjadi 
perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama. Kedua, banyak putusan hukum 
dan jurisprudensi Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. 
Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokrasi di kalangan umat 
Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih 
menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appleal cukup besar.
169
   
Topo Santoso, penggiat hukum pidana Islam pernah menyatakan bahwa 
wacana hukum pidana Islam masih ’’melangit’’. Dalam arti hanya sebatas 
pemikiran dan belum dipikiran konsep ’’pembumianya'’.  Menurutnya, dalam 
tataran konsep, hukum Islam akan terlihat kelebihan-kelebihannya apabila 
dibandingkan dengan sistem hukum yang lainya. 
170
  
Saat ini, tidak sedikit yang memberikan respons terhadap konsep hukum 
pidana Islam, termasuk yang memberikan penilaian positif. Dengan tidak 
bermaksud meniadakan semangat beberapa pihak yang terus mewacanakan hukum 
pidana Islam, pertanyaan yang seharusnya  mengiringi wacana  tersebut adalah , 
mungkinkah hukum pidana Islam itu dapat diberlakukan di Indonesia? Apabila 
Jawabanya ia, bagian manakah yang dapat diberlakukan dan mengapa bagian yang 
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lain tidak dapat diberlakukan? Apabila  jawabanya tidak,  apa yang menjadi 
alasanya? Mungkinkah pemberlakuan hukum pidana Islam, tidak hanya 
menggunakan pendekatan teks/redaksional, tetapi melihat dari konteks dengan 
tetap  mengacu pada    tujuan dan manfaat pemberlakuan hukum pidana Islam? 
dan pertanyaan-pertanyaan  lain yang sejenis dengan itu.  Jawaban atas 
pertanyaan-pertanyan tersebut menjadi penting untuk diketengahkan, mengingat 
hukum pidana Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT bersifat universal.  
Alquran diturunkan dan diperuntukan bagi seluruh umat  manusia. 
Indonesia bukan  negara Islam meskipun  mayoritas penduduknya beragama 
Islam. Fakta bahwa Indonesia bukan negara Islam merupakan sebuah keniscayaan. 
Sungguhpun demikian, pernyataan bahwa hukum Islam tidak dapat diberlakukan 
di Indonesia, merupakan pernyataan yang harus dipertanyakan kembali. Alasannya 
meskipun Indonesia bukan negara Islam, tidak ada norma (perintah dan larangan) 
dalam bentuk Undang-Undang yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak boleh 
berlaku. Justru sebaliknya, Indonesia sudah waktunya untuk mencoba 
memberlakukan hukum pidana Islam secara bertahap. Komitmen ini, sejalan 
dengan komitmen pendiri negeri ini, yaitu ’’Negara Indonesia berdasarkan 
’’Ketuhanan Yang Maha Esa’’.  
Kalimat ’’Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’, akan 
membawa konsekuensi hukum Islam yang bersumber pada Tuhan (Allah SWT), 
sudah terlegalisasi pemberlakuannya di Indonesia. Pemahaman yang demikian, 
setidak-tidaknya menjadi alasan pembenar untuk  membenarkan pernyataan bahwa 
meskipun Indonesia bukan negara Islam, dapat diberlakukan hukum Islam.  
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan:’’ 
Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’. Pasal 29 ayat  1  UUD 1945 ini 
ditafsirkan oleh Hazairin antara lain bahwa  ’’ Negara Republik Indonesia wajib 
menjalankan syariah Islam bagi orang Islam, syariah Nasrani, dan syariah Hindu-
71 
 
 
 
Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariah tersebut memerlukan kekuasaan 
negara’’. 171 
Makna  atas  tafsir Hazairin tentang Pasal 29 ayat (10 UUD 1945 adalah 
Hukum Islam yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan negara tidak  
mungkin dapat dilakukan secara individu, termasuk oleh masyakat dan  hanya 
mungkin dapat dilakukan apabila ada kekuasaan negara.  
Mengacu pada makna tafsir Hazairin tentang Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 
sebagaimana hal di atas, dapat diketahui bahwa terlaksana atau tidaknya hukum 
(pidana) Islam yang dalam pelaksanaanya memerlukan bantuan negara, dalam 
perwujudannya menjadi domein politik hukum  
172
  negara.   
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    Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tintamas, Jakarta,1973,hlm. 18-19 sebagaimana dikutip oleh 
Muhammad  Tahir Azhary, Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi 
Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada, Cetakan 
ke-2, Jakarta,September, 2004, hlm.196-197. Secara lengkap tafsiran Hazairin tentang Pasal 29 
ayat (1) UUD 1945 adalah: (1) Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku 
sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang  bertentangan 
dengan agama Nasrani, kaidah agama Hindu- Bali bagi orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan 
dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha. (2) Negara Republik Indonesia wajib 
menjalankan syariah Islam bagi orang Islam, syariah Nasrani,dan syariah Hindu-Bali bagi orang 
 ali, sekedar menjalankan syari’at tersebut memerlukan kekuasaan negara.  3  Syariah yang tidak 
memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankanya  dan karena itu dapat sendiri 
dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan,menjadi kewajiban pribadi dengan 
Allah bagi setiap orang itu,yang dijalankan sendiri  menurut agamanya masing-masing. (4) Jika 
karena salah tafsir atau oleh karena dalam kitab-kitab agama, mungkin secara menyelip dijumpai 
sesuatu peraturan yang  bertentangan dengan sila-sila ketiga, keempat dan kelima Pancasila, 
maka peraturan agama yang demikian itu, setelah dirembukan dengan pemuka-pemuka agama 
yang bersangkutan wajib dinon-aktifkan. (5) Hubungan sesuatu agama denga sila kedua Pancasila 
dibiarkan kepada norma-norma agama itu sendiri atau kepada kebijaksanaan pemeluk-pemeluk 
agama itu. Maksudnya: sesuatu norma dalam sila kedua itu yang betentangan dengan norma 
sesuatu agama dengan paham umum pemeluk-pemeluknya berdasarkan corak agamanya, tidak 
berlaku bagi mereka.  6  Rakyat Indonesia yag belum termasuk ke dalam ’’agama-agama yang  
empat’’ yang dimaksud  tadi, yaitu rakyat yang masih memuja roh nenek moyang dan mahluk 
rendah seperti binatang  dan pohon-pohon dan ciptaan khayal seperti mambang dan peri, 
ditundukan kepada sila-sila ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam menjalankan kebudayaan yang 
normatif yang ditimbulkan oleh pergaulan hidup yang lazimnya disebut adat mereka (hukum 
adat, kesusilaan kemasyarakatan dan kesenian tadisional), yaitu dalam menunggu berhasilnya 
usaha-usaha peningkatan hidup kerohanian mereka ke taraf hidup keagamaan yang ber-
Ketuhanan Yang Maha Esa 
172
   Menurut Bellefroid, politik hukum pada dasarnya adalah menyangkut  dan termasuk serta harus 
dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum. Ilmu hukum dengan masing-masing objeknya menurut  
Bellefroid mencakup di dalamnya dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ajaran 
hukum dan politik hukum. Politik hukum oleh Bellefroid diartikan sebagai bagian dari ilmu 
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Secara spesifik, pelaksanaan hukum pidana Islam yang bersumber  pada 
Alquran yang bersifat pidana, menjadi tanggung jawab negara. Karena negaralah 
yang memiliki kekuasaan (dalam bentuk penegak hukum), kekuatan dan sarana 
untuk itu, di samping kehendak (budaya hukum) masyarakat secara umum. 
173
 
Tentang implementasi hukum pidana Islam di Indonesia, beberapa tokoh 
menyebutkan. 
’’Pemberlakuan hukum Islam  termasuk hukum pidana  merupakan hak pemeluk 
agama, dan itu menjadi bagian dari pelaksanaan syariah pemeluk agama (Islam). 
Pelaksanaan syariah bagi pemeluk agama (Islam) eksistensinya dilindungi oleh 
UUD tahun 1945. Dalam pelaksanaan syariah (Islam) di Indonesia, untuk sebagian 
sudah difasilitasi oleh negara. Dalam hukum perdata, misalnya diterbitkanya 
Kompilasi Hukum Islam. Untuk hukum pidana, hanya sebagian dan itupun bersifat 
parsial. Contohnya , larangan minuman melalui Perda. Untuk dapat melaksanakan 
hukum Islam yang  bersifat hudud, maka negara harus memfasilitasinya. Apabila  
negara belum  menfasilitasinya, hal tersebut menjadi rukhsah (keriganan untuk 
tidak melaksanakan). Sebab, apabila pelaksanaan hukuman Islam (penjatuhan 
hukum pidana Islam),maka yang terjadi adalah anarkisme. Pemberlakuan hukum 
pidana Islam di Indonesia, oleh karena Indonesia bukan negara Islam, maka  perlu 
ijtihad bersama supaya sejalan dengan karaktristik Indonesia yang berbasis nilai-
                                                                                                                                                                     
hukum yang menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang 
ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari kehidupan kemasyarakatan. Ia 
melanjutkan perkembangan tertib hukum. F.Sugeng Istanto, membagi pengertian politik hukum 
menjadi tiga baigan. Pertama, politik hukum sebagai terjemahan dari rechtspolitiek. 
Kedua,politik hukum bukan terjemahan dari   rechtspolitiek. Ketiga politik hukum yang 
membahas public policy. Lemaire berpendapat bahwa politik hukum merupakan bagian dari 
kebijakan legislatif. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya. Politik 
hukum mengkaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya (ius constituendum). Kajian 
hukum positif tidak berhenti pada kajian hukum yang  berlaku. Kajian hukum positip selalu akan 
menimbulkan pertanyaan tentang hukum yang seharusnya,atau hukum yang diharapkan. Menurut 
Utrecht politik hukum menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum  berusaha membuat 
kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum 
menyelediki perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan/diadakan dalam hukum yang 
sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyaataan sosial (sociale werkelijkheid). 
Machmud MD mengartikan politik hukum sebagai kebijaksanaan (legal policy) yang 
dilaksanakan pemerintah secara nasional. Politik hukum akan membahas mengapa politik 
mengintervensi hukum, bagaimana politik menpengaruhi hukum, sistem politik yang bagaimana 
melahirkan hukum yang bagaimana. (Simak Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, ctk. 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, November,2010, hlm. 4-7)                         
173
    Menurut Soerjono Soekanto, dalam batas minimal bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor 
masyarakat dan budaya (Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, cet.ke-10, Jakarta, 2011, hlm. 8).    
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niliai Alquran. Dalam Alquran tidak menyebut negara Islam, yang dikenal adalah 
Baldatun Toyibatun Warabuun Ghoffur, yaitu negara yang suci damai dan penuh 
ampunan. Untuk negara yang bukan Islam dimungkinkan untuk tidak 
melaksanakan hukum pidana Islam, sepanjang belum ada kemampuan. 
Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia perlu diargumentasikan, karena 
pemberlakuan hukum Islam ada strategi/metoda.
174
 
 Menurut  Moh. Amin,  Alquran bukan Kitab Undang-Undang dan bukan 
pula Undang-Undang Dasar. Alquran adalah kitab hidayah dan mujizat  yang 
diberlakukan untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, menurut Amin, sangat 
mudah dimengerti apabila di dalamnya hanya memuat norma-norma dasar bentuk 
garis besar sebagai instruksi uilil amri (Pemerintah) dan pihak lain yang 
berkompeten untuk merealisasikanya dalam kehidupan bermasyarakat. 
175
  
Moh.Amin menggunakan kata instruksi ulil amri (Pemerintah) dan pihak 
pihak lain yang berkompeten dalam konteks realisasi Alquran dalam kehidupan 
bermasyarakat. Konsep yang  demikian dapat dipahami, bahwa untuk dapat 
menerapkan Alquran yang berkaitan dengan hukum pidana, misalnya hukum 
potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam bagi pezina, tentunya tidak mungkin 
dapat dilakukan secara pribadi. Artinya,  penerapan hukum-hukum Alquran yang 
oleh masyarakat secara individu tidak dapat diterapkan, maka dalam 
pelaksanaanya harus melalui kebijakan negara. 
Untuk mewujudkan partisipasi negara dalam bentuk kebijakan tentang 
pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakat, maka berbicara tentang negara di satu 
sisi dan berbicara  Islam serta  umat Islam di sisi lain, keduanya merupakan satu 
kesatuan yang saling menopang. Kebijakan negara untuk memfasilitasi berlakunya 
hukum pidana Islam yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dan tidak mungkin 
dapat dilaksanaan secara individu, keikutsertaan negara di dalamnya menjadi 
sangat urgen. Dalam konteks ini, Ibn Kaldun sebagaimana dikuti oleh Muhammad 
Natsir, bahwa hubungan antara keduanya (negara dan agama: baca agama Islam),  
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    Sumber:  Amran Jaenudin, 3 Februari 2014, Ahmad Rofik, 7 Februari 2014, Mahmuhtarom, 8 
Februari 2014, Mu’inudillah, 7 Februari 2004,  urhanudin Harahap, 7 Februari 2014. 
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 Moh. Amin Suma,Pengantar Tafsir Ahkam, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hlm. 100 
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seperti  hubungan antara benda dengan bentuknya; yang satu bergantung pada 
yang lain. Menurut Muhamad Natsir, negara sebagai kekuatan dunia merupakan 
sesuatu yang mutlak bagi Alquran, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan 
ajaran-ajaranya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Bagi Natsir yang oleh 
beberapa sumber disebut sebagai tokoh yang modernis dan pendukung  prinsip 
persatuan agama dan negara, negara adalah alat bagi Islam untuk melaksanakan 
hukum-hukum Allah demi kemaskhatan dan kesentosaan manusia.  
176
   
Untuk memberlakukan hukum pidana Islam berdasarkan teks  Alquran, 
digantungkan pada status negara. Terhadap negara-negara yang bukan Islam,  
dapat dikecualikan. 
177
 Dengan tidak diberlakukanya hukum pidana Islam di 
Indonesia, bukan berarti hukum di Indonesia tidak Islami. Bukankah larangan 
mencuri itu Islami, apabila menyebut al-maqashid as-syariah al-khamsah (5 
tujuan hukum islam), secara prinsip dan asas tidak ada perbedaan antara hukum 
Islam dengan hukum nasional. 
178
   
Menurut  Muhammad Asad,  suatu negara dapat menjadi benar-benar 
Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam 
terhadap kehidupan bangsa dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam 
Undang-Undang negara. Konsep pemikiran Muhammad Asad ini dipahami oleh 
Safii Maarif, bahwa suatu negara yang dihuni oleh mayoritas Muslim seperti 
Indonesia tidak otomatis menjadi suatu negara Islam kecuali bila ajaran Islam 
tentang sosiopolitik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi. 
Menurut Muhammad Asad,  menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang munkar  
umumnya hanyalah akan tinggal sebagai teori belaka selama tidak ada kekuasaan 
duniawi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dalam bentuk hukum Islam. 
Kekuasaan duniawi itu, menurutnya, adalah negara yang keberadaannya menjadi 
syarat mutlak bagi kehidupan Islam. Bagi Asad, menurut Safii Maarif, sekalipun 
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  Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sbagai Dasar Negara (Studi tentang Prdebatan dalam 
Konstituante), LP3ES Jakata, Edisi Revisi, ctk. Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 129-130 
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   Sumber: Oding Djunaedi, 4 Februari 2014 
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   Sumber: Edi Setiadi, 4 Februari 2014 
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tidak disebut secara eskplisit, fungsi suatu negara Islam hanyalah sebagai sarana 
untuk memaksakan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sosial politik ummat. 
Pendapat  ini menurut Safii Maarif, sebenarya tidak berbeda dengan pandangan  
Ibn Taimiyah, Fazrul Rahman, atau Muhammad Natsir. 
179
    
 Berlainan dengan tokoh sebelumnya, Muhammad Hasby berpandangan 
lain, pemberlakuan hukum Islam tidak harus dihubungkan dengan status negara, 
tetapi mendasarkan pada ukuran kemanfatan yang tampak oleh mata. Menurut  
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, unsur kemaslahatan harus menjadi tolok 
ukur/parameter dalam pelaksanaan hukum Al-Qur’an. Menurutnya, prinsip 
mashlahat mursalah  merupakan prinsip yang harus di kedepankan dalam 
menetapkan suatu hukum. Inilah sebabnya menurut Hasbi, nash baru diamalkan 
selama tidak berlawanan dengan kemaslahatan dan tidak mendatangkan 
kemudaratan. Bila terjadi pertentangan antara nash dengan kemaslahatan, 
pelaksanaan nash ditangguhkan oleh syara’ sendiri sampai kemudaratan itu hilang. 
180
  
Hasbi Ash-Shiddieqy selanjutnya menyatakan  bahwa fatwa dalam Islam 
akan berubah-ubah sesuai dengan suasana/kondisi, tempat, keadaan, niat dan ‘uruf. 
Sedikit  ulama yang menurut penilaian Hasbi memperhatikan prinsip ini  sehingga 
dalam melaksanakan hukum Islam timbul kesukaran. Padahal syara’  syariah 
Islam) itu bersendikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, syariah 
Islam itu adil semuanya, membawa rakhmat semuanya, membawa maslahat 
semuanya dan membawa hikmah semuanya. 
181
  
Tiap-tiap masalah yang di luar dari keadilan,  masuk golongan 
kecurangan. Tiap-tiap yang di luar dari rahmat, masuk golongan kesengsaraan. 
Tiap-tiap yang di luar dari kemaslahatan,  masuk golongan kemafsadatan. Tiap-
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  Ahmad Syafii Maarif, op.cit., hlm. 142-143 
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    Muhammad  Hasbhi Ash Shiddieqy dalam Naorouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia, Penggagas 
dan Gagasanya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993, hlm. 68 sebagaimana telah telah  dikutip: 
Waluyadi, Ijtihad  sebagai Upaya Memahami Hukum Tuhan, Syariah Fakultas Hukum, 
Unswagati, Cirebon, 2007, hlm. 102-103.  
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     Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm. 410.  
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tiap yang di luar dari hikmah, masuk golongan sia-sia, tiadalah dipandang syariah 
walaupun telah dimasukan orang ke  dalamnya
182
 
Contoh  penerapan prinsip-prinisp di atas, sebagai bentuk fleksibilitas 
hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dapat dipahami oleh manusia 
pada saat tertentu, misalnya: 
183
 
1.  Nabi Muhammad SAW  tidak menerapkan pidana potong tangan para prajurit 
yang sedang dalam peperangan. Pertimbanganya adalah apabila hukum potong 
tangan itu dilaksanakan terhadap para prajurit yang sedang perang, ada 
kemungkinan para prajurit/tentara akan melarikan diri ke pihak musuh. Apabila 
hal ini terjadi,  akan merugikan.                         
2. Nabi Muhammad SAW mencegah/melarang  orang yang sedang haid/datang 
bulan mentawafi/mengelilingi/melewati Ka’bah, sebelum suci. Namun 
demikian, apabila karena suatu hal perempuan itu belum suci, sementara karena 
suatu sebab yang tidak dapat dihindari/karena sesuatu sebab yang mendesak, 
misalnya perlu segera berangkat,   mentawafi/mengelilingi/melewatu  Ka’bah, 
boleh dilakukan. 
3. Umar Bin Khatab tidak  melaksanakan hukuman potong tangan bagi para 
pencuri terhadap pencuri yang pada saat itu  negara dalam kondisi krisis 
(kelaparan). 
Dengan melihat contoh-contoh penundaan hukuman potong tangan pada 
masa Rasululah SAW dan Khalifah Umar bin Khatab, hal ini memunculkan 
pertanyaan:’’ apakah hukum potong tangan bagi para pencuri itu, hukuman 
minimum ataukah maksimum, yang dijatuhkan kepada pencuri yang berulang-
ulang melakukan pencurian? Menurut Hasbi Ashiddieqi, hukuman potong tangan 
adalah hukuman maksimum.    
 Pada dasarnya hukum Islam berlaku secara universal. Namun dalam   
kenyataan praktisnya, hukum Islam bersifat regional karena hanya diterapkan di 
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negara Islam.  
184
 Apabila pemberlakuan hukum pidana Islam, mensyaratkan 
adanya  negara Islam, yang  berarti  negara islamnyalah  yang dapat diberlakukan 
hukum pidana Islam, hukum pidana Islam akan kehilangan esksitensinya. 
Sungguhpun demikian penulis sependapat, bahwa dalam hal-hal tertentu 
pelaksanaan hukum pidana Islam harus berawal  dari sebuah kebijakan negara. 
Menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi anggota Ulama Al-Azhar, 
pelaksanaan hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan kecuali adanya kedaulatan 
yang sah dari suatu negara Islam dan dukungan yang kuat dari rakyatnya. Pada 
negara-negara yang nonIslam, tidak mungkin dapat diterapkan hukum Islam, 
karena memang di dalamnya tidak ada kekuatan politik dan kewenangan yang 
mengaturnya. 
185
   
Syeh Ali Ahmad  Al-Jarjawi ini  kelihatanya akan membuat garis yang 
tegas antara status negara dengan kewajiban menerapkan hukum pidana Islam. 
Maknanya adalah bahwa untuk memberlakukan hukum pidana Islam, sebuah 
negara harus terlebih dahulu menjadi negara Islam. Pendapat   Al-Jarjawi ini dapat  
juga dimaknai sebagai bentuk toleransi pelakasanaan hukum pidana Islam. 
Artinya,  status negara menjadi alasan rukhsah untuk tidak dilaksanakannya 
hukum pidana Islam secara keseluruhan. Untuk terlaksananya hukum pidana 
secara keseluruhan, diperlukan kemauan dari negara tempat warga negara tersebut 
tinggal. Makna yang lain dari pendapat Al-Jarjawi adalah bahwa  hukum pidana 
Islam dapat diberlakukan bagi negara yang bukan Islam, sepanjang kebijakan 
dalam negara tersebut terdapat kebijakan untuk itu. 
Prinsip umum hukum Islam menetapkan bahwa hukum Islam berlaku atas 
semua tindak pidana yang terjadi di negara Islam, siapa pun pelakunya, dan 
terhadap tindak pidana yang dilakukan penduduk penduduk negara Islam yang 
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    Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i  al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, (Ensiklopedi 
Hukum Pidana Islam I), Muassasah Ar-Risalah, Kharisma Ilmu, Bogor, Agustus, 2007, hlm.304.    
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    Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah at-Tasyri’wa Falsafatuhu, Darut El-Fikri Beirut, cet. Ke-5-
1997M/1418 H, Indahnya Syariat Islam, (Faisal Saleh, dkk: penerjemah), Gema Insani, Cet-ke-1, 
Jakarta, 2006, hlm. 571.    
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terjadi di negara-negara  non-Islam. Dasar prinsip tesebut sesuai dengan sifat 
hukum Islam itu sendiri dan keadaan yang nyata. Karena hukum Islam bersifat 
internasional universal, ia harus ditetapkan atas setiap tindak pidana yang terjadi di 
belahan dunia mana pun.Walaupun demikian, karena penerapan  hukum Islam 
hanya mungkin diterapkan di negara-negara Islam dan pada penduduknya, 
penerapan hukum Islam hanya mungkin dilakukan pada setiap pelaku pelanggaran 
di negara Islam. 
186
  
Para fuqaha tidak berbeda pendapat mengenai prinsip umum hukum Islam 
tersebut. Akan tetapi mereka berbeda pendapat. Pendapat-pendapat tersebut 
terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.  Pertama, 
187
 dikemukakan oleh 
Abu Hanifah, bahwa hukum Islam diterapan atas setiap tindak pidana yang 
dilakukan di negara Islam, yakni daerah teritorial negara Islam, bagaimana pun  
jenis pidana itu dan siapa pun pelakunya.  Alasan Abu Hanifah adalah bahwa 
penerapan hukum Islam bukan ketundukan seseorang terhadap hukum di mana 
pun  ia berada, melainkan kewajiban penguasa untuk menerapkannya Padahal, 
penguasa negara Islam tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-
hukum Islam di daerah  terjadinya tindak pidana (negara nonmuslim). Oleh karena 
itu, apabila imam tidak memiliki kekuasaan, tidak wajib ada hukuman. Simpulan 
pendapat Abu Hanifah adalah untuk dapat menjatuhi hukuman atas suatu tindak 
pidana, terlebih dahulu harus ada kekuasaan atas tempat terjadinya suatu pidana 
pada waktu  terjadinya tindak pidana tersebut, sedangkan  negara Islam tidak 
mempunyai kekuasaan atas tempat tersebut.   
Kedua,  
188
 menurut Abu Yusuf, ahli fikih  mazhab Hanafi, hukum Islam 
berlaku untuk semua orang yang  berada di negara Islam, baik penduduk yang  
menetap (Muslim  atau Zimmi) maupun orang yang menetap untuk sementara 
waktu, seperti musta’man. Alasan atas ketetapan ini yaitu bagi setiap muslim 
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wajib diterapkan hukum Islam berdasarkan Keislamanya, sedangkan orang zimi 
dan orang must’man juga wajib diterapkan hukum Islam karena adanya perjanjian 
keamanan yang memberikan hak kepadanya untuk  bertempat tinggal. 
Ketiga, 
189
 menurut Imam Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad bin Hambal, 
hukum Islam  diterapkan terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan di negara 
Islam, baik pelakunya itu orang muslim, zimi, maupun musta’man. Alasan mereka 
tidak berbeda dengan alasan-alasan para fukaha sebelumnya.  
Dengan mengacu pada keuniversalan hukum Islam (hukum pidana Islam),  
pemberlakuan hukum  pidana Islam tidak digantungkan pada status negara (Islam 
atau tidak Islam).
190
  Allah telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku. Berpedoman pada keberagaman bangsa ini  menjadikan semua 
negara di dunia sebagai negara Islam oleh manusia, menjadi sebuah 
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   Ibid, hlm.  309.    
190
 Alaiddin Koto (et.al), Sejarah Peradilan Islam, ctk. Pertama, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 
Maret, 2011, hlm. 184-187 mecatat:’’Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas 
ruang dan waktu. Al-Qur’an berlaku bagi seluruh umat manusia. Islam seharusnya dapat diterima 
oleh setiap manusia tanpa harus dikaitkan dengan situasi dan tempat ia berada. Ajaran Islam 
dibedakan menjadi dua.Pertama ajaran yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak 
berubah dan tidak dapat diubah. Kedua ajaran yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak 
permanen dan dapat berubah dan diubah. Pemberlakuan hukum Islam di kawasan Timur Tengah, 
khususnya Mesir, tidak ada keseragaman dalam praktik hukum, aturan hukum dan perundang-
undangan yang dianut oleh setiap negara yang mayoritas atau negara yang menyatakan diri sebagai 
negara Islam. Penyebabnya adalah adanya perbedaan sistem pemerintahan yang dianut, situasi dan 
kondisi serta kultur masyarakat setiap negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Mesir 
merupakan negara yang pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan, mulai dari Fir’aun, Yunani, 
Romawi, Khulafa al-Rasyidin, Umayah, Abbasiyah, Usmaniyah, Perancis dan Inggris. Dengan 
demikian, produk hukumnya sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh negara yang pernah 
menguasainya dan pembentukan pengadilan di pengaruhi oleh Undang-Undang yang dihasilkan 
pada saat itu serta pergulatan politik yang ada pada saat itu. Menurut JND. Anderson dalam 
bukunya Islamic Law in the Modern World, New York:New York University: 1957: 82 
sebagainana dikutip oleh Alaiddin Koto et.al, Sistem hukum Islam di dunia Islam dibagi menjadi 
dua kelompok. Pertama, sistem yang masih mengakui dan menggunakan syariah Islam secara utuh 
dan selurtuh aspek kehidupan. Contoh yang menggunakan sistem ini adalah Arab Saudi. Pada masa 
Abdul Aziz bin Su’ud, semua hukum harus mengacu pada hukum Islam. Kedua, sistem yang 
meninggalkan syariah dan menggantikanya dengan hukum sekuler. Contoh negara ini adalah Turki. 
Turki  merupakan negara yang penduduknya mayoritas Muslim, tetapi hampir seluruhnya 
menggunakan produk hukum Eropa dan pada tahun 1926 hukum Swiss oleh Turki ditetapkan 
sebagai pengganti syari’ah. Dikalangan penguasa Turki berpendangan,bahwa agama adalah 
masalah pribadi yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan,bukan sistem hukum yang harus 
dilaksanakan oleh negara.      
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ketidakmungkinan. Dalam konteks pelaksanaan hukum pidana Islam, perbedaan 
bangsa dan suku akan menunjukkan pada keberagaman penaatan terhadap 
pelaksanaannya dan pelaksanaan tersebut akan berhubungan dengan kebijakan 
negara tempat orang (warga negara) berdiam/tinggal. Dalam situasi keberagaman 
inilah, dimungkinkan adanya rukhsah yang bersifat sementara dalam palaksanaan 
hukum pidana Islam. Allah tidak pernah memberikan beban (termasuk 
menerapkan hukum)  kepada hamba-Nya,  melainkan sesuai dengan 
kemampuannya. Baik pelaksanaan hukum pidana Islam sebagaimana seharusnya 
maupun keberagaman dalam pelaksanan hukum  pidana Islam sebagai akibat 
belum adanya kebijakan negara untuk itu, keduanya merupakan pelaksanan 
Alquran sebagai sumber kebenaran.  
Alquran menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dan 
sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Indonesia bukan negara Islam. Sampai 
saat ini, kebijakan hukum pidananya secara normatif  redaksional belum 
sepenuhnya  mengacu pada hukum Islam. Akibat dari belum adanya kebijakan 
tersebut, pelaksanaan hukum pidana Islam (misalnya hukuman rajam bagi pelaku 
perzinahan dan potong tangan bagi pencuri) akan mengalami kesulitan. 
Sungguhpun demikian, tentunya tidaklah selamanya benar hanya karena Indonesia 
belum melaksanakan hukum pidana Islam secara keseluruhan, keseluruhan hukum 
pidana dan pelaksanaan hukuman yang bersifat pidana dianggap bertentangan 
dengan Islam atau tidak Islami.   
Menilai hukum dan penegakan hukum di Indonesia dengan cara 
mempersamakannya dengan hukum pidana Islam dengan hanya menggunakan 
persamaan redaksional, seyogyanya tidak menjadi satu-satunya cara dan berharga 
mati. Islami atau tidaknya hukum pidana di Indonesia, dapat ditinjau dengan 
menggunakan persamaan karakter/ciri 
191
 dan asas 
192
 pada keduanya. Apabila 
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  Menurut Mohamad Daud Ali, Ciri-ciri Hukum Islam: (1) Hukum tersebut merupakan  bagian dan 
bersumber dari agama Islam; (2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari 
iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam; (3) Mempunyai dua istilah kunci yakni: (a). 
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Syariah dan (b) Fikih. Syariah  terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad dan Fikih 
adalah pemahaman manusia atas syariah; (4) Terdiri dari dua bidang utama yakni: (a) Ibadat dan 
(b) Muamalah dalam arti luas.Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalat dalam 
arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa 
ke masa; (5) Strukturnya berlapis, terdiri dari: (a) nash atau teks Al-Qur’an, b  Sunnah Nabi 
Muhammad (untuk syariah), (c) hasil ijtihad manusia yahg memenuhi syarat tentang Al-Qur’an dan 
As-Sunnah,  (d) pelaksanaanya dalam praktik baik berupa putusan hakim maupun berupa amalan-
amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fkih); (6) Mendahulukan kewajiban dari pada hak, 
amal dari pahala; (7) Dapat dibagi menjadi: (a) hukum taklifi yaitu al-akhkam al-khamsah yaitu 
lima kaidah, lima jenis hukum, lima katagori hukum,lima penggolongan hukum,yakni jaiz, sunnat, 
makruh, wajib dan haram,dan  b  hukum wadhi’ yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi 
atau terwujudnya hubungan  hukum. Ciri-ciri yang menurut T.M. Hasbi Ash Shieddieqy adalah (8) 
Berwatak  universal, berlaku abadi untuk ummat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbaas 
pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suau masa saja; (9) Menghormati matabat 
manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia 
dan kemanusiaan secara keseluruhan; dan (10) Pelaksanaanya dalam praktik digerakan oleh iman 
dan akhlak ummat Islam (Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, cet.ketiga, Jakarta,  1993, hlm. 52-53).              
192
  Zaenudin Ali, membagi asas hukum Islam menjadi:  a. Asas keadilan,  Asas keadilan merupakan 
asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Allah menyebutkan kata 
adil  dalam Alquran lebih dari 1.000 kali setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Dalam Alquran 
asas ini ditemukan dalan Alquran Surat Shad: 26, Surat An-Nisaa” 135 dan sebagainya; b.  Asas 
kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum 
kecuali atas kekuatan perundang-undangan yag ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini 
dapat ditemukan dalam Alquran Surat Al-Isra’: 15; c.  Asas kemanfaatan adalah asas yang 
menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan 
asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan.  Contoh konkret misalnya, dalam 
menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat 
mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa  sendiri dan masyarakat. 
Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka hukuman mati itulah yang 
dijatuhkan. Asas ini terdapat dalam Alquran, Surat Al-Baqarah: 178     ; d. Asas legalitas adalah 
asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum Undang-
Undang yang mengaturnya. Asas ini terdapat dalam Alquran, Surat Al-Isra’: 15, Al-An-am: 19; e. 
Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain, Asas ini mengandung arti bahwa 
setiap perbuatan  manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan 
mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat Alquran, Surat An-am: 164, Al-Fathir: 18, 
Az-Zumar:7, An-Najm: 38, Al-Muddatsir: 38; f. Asas praduga tidak bersalah, asas ini menegaskan 
bahwa yang mendasari seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah 
sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahanya; g. 
Asas kekeluargaan, Asas ini menegaskan bahwa pada hubungan perdata (termasuk hubungan 
pidana: penulis) disandarkan pada hormat menghornmati, kasih mengasihi, serta tolomg menolong 
dalam mencapai kebaikan (Alquran, Al-Maidah:2);  h. Asas kebolehan atau mubah, Asas ini 
membolehkan melakukan semua kegiatan keperdataan sepanjang tidak ada larangan , baik di dalam 
Alquran maupun di dalam hadis.Asas ini berdasarkan Alquran Surat Al-Baqarah: ayat 185 dan 286; 
i. Asas kebaikan, Asas kebajikan asas ini mengandung pengertian bahwa setiap hubungan 
keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan kepada kedua belah pihak dan pihak lain 
masyarakat. Asas ini terdapat dalam Al-Maidah: 90; j. Asas kemaslakhatan hidup, Asas ini  
mendasari segala sesuatu pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, berguna, bermanfaat kepada 
kehidupan pribadi manusia dan kehidupan sosial; k. Asas tidak memperbanyak beban, Hukum 
Islam tidak mempunyai banyak tuntutan atas manusia. Hukum Islam datang demi kepentingan 
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pada keduanya terdapat persamaan, dapat dikatakan bahwa  hukum dan penegakan 
hukum di Indonesia sudah Islami.  
Dalam perspektif kenegaraan, secara formal  pembicaraan tentang 
keberadaan sistem hukum pidana Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode, 
yaitu periode penjajahan Belanda dan zaman  kemerdekaan.   
Untuk periode penjajahan Belanda terbagi menjadi 2 periode. Pertama, 
periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya yang dikenal dengan teori receptio 
in complexu, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam 
karena mereka memeluk agama Islam. Kedua, periode penerimaan hukum Islam 
oleh hukum adat yang kemudian disebut teori receptie. Menurut teori  ini,  hukum 
Islam itu berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat.
193
 
Usaha untuk memasukkan  hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia, 
terbuka luas setelah dibentuk BPUPKI pada zaman Jepang. Menjelang 
kemerdekaan Indonesia, terdapat dua kelompok yang disebut ’’Nasional Islami’’ 
dan ‘’Nasionalis Sekuler’’. Untuk kelompok pertama berjuang  berlandaskan Islam 
dan berpandangan, negara dan masyarakat harus diatur  oleh Islam sebagai agama 
dalam arti luas. Kelompok yang kedua merupakan pribadi-pribadi dan 
beranggapan  agama dan negara itu terpisah secara tegas. Kompromi kedua 
kelompok ini melahirkan rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta yang di 
tandatangani oleh sembilan tokoh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945.  
194
   
                                                                                                                                                                     
manusia, bukan untuk mengekploitasi mereka. Oleh larena itu, tuntutan hukum Islam tidak lebih 
dari batas kewajaran  yang menurut kadarnya  akan  member manfaat bagi kemaslakhatan. Dengan 
demikian, hukum Islam tidak akan memberi perintah dan larangan yang dapat merugikan atau 
membahayakan manusia; l. Asas Tadruij, Asas Tadruij (bertahap) erat kaitanya dengan asas 
pertama dan kedua. Penerapan hukum Islam berlaku secara bertahap, tidak secara drastis dan 
sekaligus. Alquran juga diturunkan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk memermantap 
bacaan dan mempermudah hafalkan Rasulullah dan sahabatnya. Selain itu, dimaksudkan agar 
kendungan Alquran mudah dihayati dan diamalkan oleh umat Islam secara bertahap pula sampai 
kepuncak kesempurnaanya (Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar 
Grafika, Cetakan pertama, Jakarta, Agustus, 2006, hlm: 45-53) .     
193
   Juhana S Praja (Pengantar), Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek), PT. Remaja 
Rosdakarya, Bandung, hlm. x. 
194
   Ibid,  hlm. xi. 
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Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati dua periode. Pertama, 
periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif; kedua periode 
penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoritatif. Sumber persuasif (persuasive 
source) dalam hukum konstitusi ialah sumber hukum yang baru diterima orang 
apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai 
salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan persuasive source bagi grondwet-
interpretatie dari UUD 1945 selama empat belas tahun, yaitu sejak tanggal 22 Juni 
1945 ketika ditandatangani gentlement agreement antara pemimpin nasional Islami 
dan nasional sekuler sampai 5 Juli 1959- sebelum Dekrit Presiden RI diundangkan. 
195
         
Sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta adalah:’’Ketuhanan dengan 
menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya’’. Menurut Juhaya S. Praja, 
pencantuman kata ‘’dengan menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 
di belakang kata’’Ketuhanan’’ merupakan bukti yuridis yang outentik, pada saat 
itu hukum Islam diposisikan sebagai sumber hukum yang autoritatif dalam sistem 
ketatanegaraa Indonesia. 
196
    
Juhaya juga berpendapat bahwa hukum Islam baru menjadi autoritative  
dalam hukum tata negara pada saat ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit 
Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Dalam Dekrit Presiden tersebut dinyatakan antara 
lain:’’Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai 
Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah  merupakan suatu rangkaian kesatuan 
dalam Konstitusi tersebut’’.  197   
Ichtijanto merumuskan enam teori berlakunya hukum Islam di 
Indonesia,yaitu: (1) teori ajaran Islam tentang penataan kepada hukum Islam; (2) 
teori penerimaan autoritas hukum; (3) teori receptio in complexu; (4) Teori 
Receptie; (5) teori receptie exit; dan (6) teori receptio in contrario. Teori penaatan 
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   Ibid,  hlm. xi. 
196
   Ibid,  hlm. xi. 
197
   Ibid,  hlm. xi. 
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pada hukum Islam  bagi orang Islam terkandung dalam ajaran  dan sumber hukum, 
yaitu Alquran dan Sunnah. Teori penerimaan autoritas hukum adalah teori yang 
dianut oleh semua imam mazhab hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun 
yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan dua 
kaimat syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam. 
Teori recepti exit diintroduksi oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa teorie 
receptie harus keluar dari teori hukum Nasonal Indonesia karena bertentangan 
dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. 
Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori receptio a 
contrario yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum 
agamanya. Hal ini berarti bahwa hukum adat hanya berlaku kalau tidak 
bertentangan dengan hukum agama.Teori ini sejiwa dengan teori para pakar 
hukum Islam (fuqaha) tentang al’urf dan al-adah.  198  
Dalam praktik hukum pidana dan teori-teorinya dalam kerangka aplikasi 
hukum Islam dalam sistem hukum pidana Nasional, Juhaya. S.Praja memberikan 
catatan sebagai berikut.  
199
 
a. Perlu perluasan penafsiran atas nash yang semula hanya secara literal. 
Misalnya, dalam mengartikan memotong tangan  pencuri dalam ayat al-sariq 
wa al-sariqah faqta’u aidiyahuma. Kata faqta’u diartikan ‘’memotong’’ 
bukan dalam pengertian harfiah, melainkan makna ’’memotong’’ itu sendiri 
yang berarti berdaya upaya  dan kemampuan si pelaku pidana agar tidak 
memungkinkan melakukan pencurian ulang. Praktik ini bisa dalam bentuk-
bentuk seperti yang berkembang dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
b. Dalam kasus pembunuhan, hukum Islam mengenal asas permaafan 
sebagaimana disebutkan dalam Alquran-Al-Baqarah: 178. Asas ini tidak 
diberlakukan  begitu saja tanpa diimbangi dengan pembinaan keselarasan 
sosial, terutama pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa pembunuhan, 
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   Ibid,  hlm. xiv 
199
   Ibid,  hlm. xx-xxv. 
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khususnya pihak-pihak keluarga yang terbunuh dan pembunuh sehingga  tidak 
terjadi dendam  kesumat serta terjaminnya rasa keadilan dan ketenteraman 
masyarakat. 
c. Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tindak pidana  yang sanksi 
hukumnya dinyatakan secara tegas batas-batasanya dan jenis-jenisnya disebut 
jarimah hudud. Jarimah hudud  hanya mencakup pembunuhan/al-qatl, 
pencurian/al-sariqah, perzinahan/zina, minuman keras/khamr, dan 
pemberontakan/al-baqy atau al-buqat. 
200
  Dalam kasus perzinahan misalnya, 
pelakunya akan dihukum rajam sampai mati, syaratnya apabila terdapat empat 
orang saksi yang melihat langsung, laksana masuknya ember ke dalam sumur. 
Apabila saksi ini terpenuhi, sangat amoralnya pelaku sehingga pantaslah 
apabila dihukum berat. Apabila saksi-saksi tidak dipenuhi, secara otomatis 
jarimah hudud beralih ke jarimah ta’zir, yaitu suatu tindak pidana  yang  kadar 
sanksi hukumnya  ditetapkan oleh hakim sesuai dengan pertimbangan-
pertimbanganya yang dapat menjamin kemaslahatan individu dan masyarakat.  
                                                          
200
   M. Ibnu Rochman mengartikan Jinayat sebagai aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan 
yang diancam dengan aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman 
baik dalam jarimah hudud maupun  ta’zir. Jarimah adalah tindak pidana. Jarimah hudud adalah 
perbuatan pidana yang telah ditentukan betuk batas  hukumanya dalam Alquran dan Sunnah Nabi 
Muhamad SAW  hudud jamak dari hadd yang   berarti batas . Jarimah Ta’zir adalah perbuatan 
pidana yang bentuk dan ancaman hukumanya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi 
pelakuya   ta’zir berarti ajaran atau pengajaran .    M. Ibnu Rochman, Hukum Islam Dalam 
Perspektif Filsafat, ctk. Pertama, Philosphy Press-Badan Kerjasama Fakultas Filsafat, Yogyakarta, 
2001, hlm. 84  Kata hudud merupakan bentuk jamak dari kata had. Hudud adalah ketentuan-
ketentuan syari’at dan hukum Allah  yang berisi perintah, larangan,hak dan kewajiban, baik lahir 
maupun batin, bagi hamba-hamba-Nya. Dengan demikian memelilihara hudud adalah 
melaksanakan  kewajiban- kewajiban  atau menjauhi larangan–larangan Allah, baik bersifat  lahir 
maupun batin (yang konkret dan yang abtrak). Masyarakat yang awam  sering keliru dalam 
memahami kata ’’hudud’’. Kata hudud hanya dialamatkan pada hukuman-hukuman yang bersifat 
pidana, seperti hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurut syara’, pengertian  hudud 
yang dilamatkan pada hukum pidana baru sebagian dari pengertian yang ditunjuk oleh hudud, 
karena kata hudud menunjuk pada semua batasan yang ditetapkan oleh Allah, baik dalam 
kewajiban  maupun larangan, baik masalah perdata maupun pidana, baik masalah privat maupun 
masalah publik. (Adl. Rahman Dahlan, Kaidah-Kaidah Tafsir, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 
Oktober, 2010, hlm. 112)  
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b. Dalam kasus pidana yang dikategorikan sebagai jarimah hudud, apabila 
persyaratan keabsahan jarimah hudud tidak terpenuhi atau diragukan 
keabsahnya, ia akan otomatis beralih kepada katagori jarimah takzir. Sanksi 
hukum ini minimal dalam bentuk nasihat dan maksimal dalam bentuk 
hukuman mati. Bahkan, sebagian jurist hukum Islam hanya menoleransi 
sanksi jarimah takzir itu tidak menyamai  sanksi yang diberlakukan atas 
jarimah hudud, apalagi melampaui.  
c. Dalam kajian Islam dikenal teori qat’iyy dan zanni, dan teori ‘illat hukum. 
Teori qat’iyy ialah suatu teori yang menyatakan bahwa nas (Al-Qur’an dan 
Sunnah) itu sudah pasti kebenaranya  yang kemudian disebut qat’iyyul wurud. 
Sungguhpun demikian,  tidak semua ayat Alquran mempunyai keterangan dan 
petunjuk teknis pelaksanaanya  secara tegas ; ayat Alquran dan hadis ini  
mengandung kemungkinan atau alternatif penafsiran dan teknis 
pelaksanaannya bervariasi  karena terdapat indikasi-indikasi kuat akan adanya 
alternati-alernatif itu yang demikian itu disebut zannyy al-dialah.  Ayat atau 
Hadis yang hanya mempunyai  satu pengertian dan tidak mungkin menerima 
pengertian lain disebut qat’iyy al-dialah. Jarimah hudud, diyakini oleh fuqaha 
sebagai yang nas hukumnya qat’iyy al-dialah sehingga tidak ada pengertian 
lain  sementara di luar  itu semuanya memungkinkan alternatif penafsiran dan 
teknis pelaksanaannya  sehingga disebut jarimah takzir. Dalam praktik agar 
hukum Islam bisa diterapkan, teori ‘illat hukum mempunyai peran yang amat 
penting. Indikasi yang  mengisyaratkan adanya alternatif penafsiran terhadap 
suatu ayat atau hadis erat kaitanya  dengan kemampuan sang ahli hukum 
dalam menggali dan menganalisis ada atau tidaknya ‘illat  hukum (alasan 
hukum) yang memungkinkan adanya ketentuan hukum tertentu. Dasar teori 
ini ialah asumsi bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah melalui 
wahyu itu memiliki  alasan logis dan hikmah  yang hendak dicapainya. Allah 
tidak menurunkan hukum secara sia-sia atau tanpa tujuan. Tujuan itu mestilah 
untuk kemaslahatan manusia.   
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Pembahasan posisi hukum Islam di tengah-tengah hukum Nasional, sudah 
bukan zamannya lagi mencari legitimasi dengan mempertentangkan teori resepsi 
dengan hukum atau dengan teori receptio in complexu. Pembahasan posisi hukum 
Islam tidak sekadar mencari legitimasi formal. Namun, harus diarahkan pada 
seberapa banyak hukum Islam mampu menyumbangkan  nilai-nilainya dalam 
rangka kemajuan, keteraturan, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
201
   Memosisikan hukum Islam dalam pembangunan 
Nasional  dalam pengertian yang outoritatif   bukan dalam  prespektif legal formal, 
sesungguhnya  sama artinya dengan memosisikan hukum Islam (dalam pengertian 
asas-asas, niai-nilai dan prinsip) sebagai bahan hukum positif. Meskipun, mungkin 
saja pengambilalihan tersebut mencakup pula dalam pengertian harfiah. Atau 
mungkin juga pengambilalihan (transformatif) hukum Islam dimasukkan dalam 
peraturan perundang-undangan secara substantif, tetapi tidak secara ekplisit 
dinyatakan sebagai hukum Islam atau dimasukkan ke dalam peraturan perundang-
undangan  yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam.  
202
                       
Alquran yang diturunkan oleh Allah SWT membawa kebenaran  yang di 
dalamnya membenarkan  kitab-kitab yang sebelumnya. Alquran (sebagai hukum) 
wajib menjadi pedoman bagi manusia dalam memutuskan setiap perkara. Allah 
memerintahkan kepada manusia untuk tidak mengikuti nafsu yang hendak 
meninggalkan Alquran sebagai sumber kebenaran. Pada setiap umat, Allah telah 
menetapkan hukum bagi mereka. Bagi Allah menjadikan semua manusia (menjadi 
satu umat) untuk mengikuti kebenaran bukan sesuatu yang sulit. Perbedaan-
perbedaan itu, diciptakan oleh Allah agar setiap manusia berlomba untuk 
melakukan kebaikan. 
203
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    Yusdiani, Trabsfigurasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum-Ilmu 
Sosial, Universitas Islam Indonesia,UNISIA No. 48/XXVI/II/2003, hlm. 143-144   
202
   Jaih Mubarok, Dinamika Pemikira Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 
Universitas Islam Indonesia, UNISIANo.48/XXVI/II/2003, hlm. 116.  
203
  Allah SWT berfirman:’’...Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran  dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab (kitab-kitab yang 
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu,maka putuskanlah 
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5. Ishlah dalam Hukum Pidana Islam  
a. Landasan, Urgensi, dan Lingkup Ishlah. 
Menurut Abdul  Qodir Audah, secara normatif, perdamaian hanya berlaku 
pada tindak pidana qishash  dan diat. Perdamaian tidak berpengaruh pada selain 
keduanya. 
204
 Dalil perdamaian ini berdasarkan Khadis Amru Ibnu Syu’aib yang 
meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, Rasululah SAW bersabda: 
’’ arangsiapa membunuh dengan sengaja maka ia diserahkan kepada keluarga 
korban. Jika menghendaki, mereka (keluarga terbunuh) bisa membunuhnya; jika 
menghendaki, mereka bisa   nengambil diat; dan apa yang diperdamaikan  maka 
menjadi milik mereka  wali korban ’’.  
 
                                                                                                                                                                     
perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tap-tiap umat diantara 
kamu,Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya lamu 
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap peberian-Nya 
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu  
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (Alquran, Al-
Maa’idah: 48 .    Jalaladin Rakhmat sebagaimana dikutip oleh Amirullloh Syarbini dkk, Alquran 
dan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Refleksi Cebdekiawan Muslim Muda untuk Perdamaian 
Bangsa), PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. xi, menafsirkan Alquran, Al-
Maa’idah: 48: satu diantaraya adalah bahwa agama itu berbeda-beda dari segi aturan (syariah) 
dan pandangan hidupnya (akidah). Karena itu, pluralitas agama merupakan sebuah kenyataan 
yang tidak bisa dihindari. Allah SWT juga berfiman: ’’Hai manusia, sesungguhnya Kami telah 
jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berkelompok-kelompok 
dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhya orang yang paling mulia disisi 
Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Teliti (Alquran,  Al-Hujurat: 13). Zaiyuddin Baidhawy menafsirkan ayat ini: Pertama, 
prinsip plural is usual, yakni kepercayaan dan praktik kehidupan  bersama yang menandaskan 
kemajemukan sebagai suatu yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipertentangkan. 
Kedua, prinsip equel is usual. Ayat tesebut merupakan normatitas bagi kesadaran baru umat 
manusia mengenai realitas dunia yang plural.Kesadaran ini bukan hanya karena manusia telah 
mampu melihat jumlah etnis dan bangsa yang sangat beragam di dunia ini, namun kesadaran itu 
telah mengalami perkembangan sesuai dengan episteme zamanya. Ketiga, prinsip sahaja dalam 
keragaman (modesty in diversity). Bersikap dewasa dalam merespon keragaman menghendaki 
kebersahajaan, yakni sikap moderat yang menjamin karifan berfikir (open mind) dan bertindak; 
jauh dari fanatisme yang sering melegitimasi penggunan instrumen kekerasan dan membenarkan 
dirty hands  (tangan berlumuran darah dan air mata orang yang tidak berdosa) untuk mencapai 
tujuan apa pun; mendialogkan berbagaipandangan keagamaan dan kulturak tanpa kekerasan    
(Ibid: hlm. Xii-xiii).                     
204
   Abdul Qadir Audah,  At-Tasyri’ al-Jina i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy/Ensiklopedi 
Hukum Pidana Islam III, Muassasah-Ar-Risalah, Penerjemah: Tim Tsalisah, PT. Kharisma Ilmu, 
Cetakan Pertama, Bogor, 2008, hlm. 168. 
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Menurut Masruhin, Islam adalah agama cinta damai dan sangat 
menganjurkan perdamaian. Dalam hukum Islam, perdamaian sering diungkapkan 
dengan istilah ishlah atau shulh. Shulh adalah sebuah akad yang ditentukan untuk 
menyelesaikan sengketa. Bertolak dari pemahaman ini, beliau menegaskan   
bahwa Islam sangat menganjurkan adanya mediasi penal.
205
 Selanjutnya 
ditegaskan, bahwa mediasi penal dalam hukum Islam dapat dilakukan untuk 
seluruh jarima (tindak Pidana), baik hudud, qishash maupun takzir. Pada jarimah 
hudud, mediasi penal dapat dilakukan sebelum kasus ditangani oleh pihak yang 
berwenang. Pada jarimah qishash terbuka peluang yang luas untuk dilakukan 
mediasi penal sampai menjelang eksekusi.  Pada jarimah takzir, khususnya yang 
mengandung aspek perdata, pejabat yang berwenang dapat memberikan peluang  
mediasi sampai pada tahap eksekusi. Untuk mengakomodasi ajaran Islam dan 
juga pandangan dalam pertemuan-pertemuan internasional perlu 
dipertimbangkan untuk  mengatur mediasi penal dalam peraturan perundang-
undangan. 
206
  
Ishlah diartikan sebagai perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan 
persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. 
Hasan Sadily mengemukakan, ishlah merupakan bentuk persoalan diantara para 
pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaian  dengan jalan baik. 
Sayid Sabiq menegaskan bahwa ishlah merupakan jenis akad  untuk mengakhiri 
permusuhan. 
207
  
Menurut  Arif Hamzah, kata ishlah dan shuhl merupakan sinonim.  Kata 
ishlah lebih menekankan arti sebuah proses perdamaian antara dua pihak. Kata 
shul lebih menekankan pada arti hasil dari proses ishlah, yaitu berupa shulh 
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  Masruhin, sebagaimana disampaikan pada Diskusi Hukum Pidana Mediasi Penal dalam Perspektif 
Islam, tanggal 22 Mesi 2014, Auditorium Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum, Universitas 
Brawijaya, Malang, Publish on 23 Mei 2014. 
206
   Ibid,  
207
   Arif Hamzah, Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas 
Islam Negeri, Jakarta, 2008, hlm. 16   
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(perdamaian/kedamaian). Dalam ishlah mengisyaratkan diperlukanya pihak 
ketiga sebagai perantara dalam penyelesaian konflik tersebut.
208
  
Para ulama fikih mengartikan ishlah dengan perdamaian kaum muslimin 
dengan ahl al-harb, antara ahlal-‘adl  yang berdiri tegak kebenaran  dengan ahl 
bagy (penyelewengan yang keluar hukum), juga antara suami dan istri ketika 
dikhawatirkan terjadi perpecahan. Ibnu Qoyim membagi ishlah/ berdasarkan 
pihak-pihak yang bersengketa menjadi empat macam, yaitu (1) ishlah antara ahl 
al-‘adl dan ahl al-bagy; (2) ishlah antara  suami istri; (3) ishlah antara sesama 
muslim; dan (4) ishlah antara muslim dengan ahl al-harb. 
209
   
Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, para   fikih membahas kata 
ishlah dan menjadikanya sebagai salah satu metoda menemukan hukum dalam 
bentuk maslahat. Al-Qhozali mengemukakan,menurut asalnya, maslahat itu 
berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan 
mudarat. Al-Syatibi mendefinisikan bahwa maslahat sebagai sesuatu yang 
melindungi kepentingan-kepentingan manusia dan pencapaian apa yang dituntut 
oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang 
mutlak. 
210
    
Menurut Asep Usman Ismail, Ishlah secara tata bahasa berasal dari kata 
ash-laha, yush-lihu, islahan yang berarti perbaikan atau perdamaian. Dalam 
istilah Islam, islah berarti  mendamaikan dua orang atau dua pihak  yang 
berselisih atau memperbaiki yang rusak.  
211
  
Ibnu Mazdar dalam Lisan Al-Arabnya mengartikan ishlah sebagai 
antonim dari kata kerusakan. Sementara itu, Ibrahim Madkour dalam Al-Muj’an 
Al-Wajiz mengartikan bahwa kata  Al-Islah mengandung dua makna: manfaat 
dan keserasian serta terhindar dari kerusakan. Jika kata tersebut berbentuk 
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   Ibid, hlm. 16 
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   Ibid, hlm 17-18. 
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   Ibid,hlm. 18 
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   Asep Usman Ismail, Islampedia, http://www.lazuardibirru.org/duniaislam/islah/hlm. 2, diakses 
tanggal 7 Februari 2013.  
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imbuhan, berarti menghilangkan segala sifat dan pertikaian antara kedua belah 
pihak. 
212
   
Menurut T.M. Hasbi as Shiddiqy, ishlah adalah mengulurkan tali yang 
kuat dan kukuh antara manusia, teristimewa antara mereka yang timbul diantara 
persengketaan, baik mengenai urusan harta, dan kehormatan ataupun urusan 
politik dan taktik perjuangan. Allah SWT memberikan petunjuk pelaksnaan 
ishlah melalui firman-Nya:’’Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 
beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau 
yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu .....kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, maka 
damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Alquran Al-
Hujurat: 9): 
213
   
Al-Ishlah dalam bahasa Arab berarti ’memperbaiki, mendamaikan dan 
menghilangkan sengketa kerusakan’.  erusaha menciptakan  perdamaian, 
membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan 
lainya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci (baik) adalah 
bentuk-bentuk ishlah. 
214
   
Ishlah merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara personal 
maupun sosial. Penekanan ishlah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama 
umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Ruang 
lingkup ishlah sangat luas, mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik 
pribadi mauoun sosial. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan 
Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah,Al-Hakim dan Ibnu Hibban dijelaskan 
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   Nabil Abdurahman, Konsep Islah dalam perspektif Al-Qur’an, 
htt://curatcoretnabil.blogspot.com/2012/03/konsep-islah-dalam-perspektif-al-qur’an.html, hlm.  1, 
diakses pada tanggal 15 Februari 2013.  
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bahwa ishlah yang dilarang adalah menghalalkan yang diharankan Allah SWT 
atau mengharamkan yang dihalalkan-Nya’’. 215   
Dalam  Alquran perkataan yang berasal dari kata dasar (so-la-ha) diulangi 
sebanyak 169 kali. Hal ini membuktikan betapa pentingnya pendekatan ishlah 
dalam perjuangan para Ambiya. Jika mengamati sirah Rasulullah SAW, kita 
dapati pendekatan ishlah secara menyeluruh telah dilaksanakan dalam proses 
pembentukan negara Islam pertama di Madinah. Sebaik- baik tiba di Yasrib,  
langkah awal yang diambil oleh Rusulullah ialah menukar nama tempat itu 
kepada Madinah. Langkah ini diambil karena Yathrib mencerminkan corak 
kehidupan lama yang mengikuti sistem kabilah dan memiliki tamadun tinggi. 
Yastrib berbeda dengan Madinah (Bandar) yang menjadi azas kepada pembinaan 
dan perkembangan semua tamadu. Nama baru itu begitu penting  di sisi 
Rasuullah SAW sehingga mereka yang masih menyebut nama Yathrib diminta 
beristighfar, seperti yang tersebut dalam Hadis riwayat Imam Ahmad:’’Siapa 
yang menyebut nama Madinah sebagia yathrib maka hendaklah ia beristigfar 
kepada Allah; ia adalah nama yang baik.
216
  
Selain dari pada aspek kerohanian –akidah, ibadah yang menjadi ruh 
kepada kehidupan umat. Pembangunan dalam aspek kehidupan dunia juga diberi 
perhatian yang seimbang. Hal ini bukan saja terjelma dalam tindakan, melainkan 
juga juga dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW :’’Ya Allah, 
ishlahkankah urusan agamaku yang menjadi penyelamat  segala urusanku, dan 
islahkankah urusan dunia  yang aku hidup di dalamnya’’.  Riwayat Muslim .  
Bidang yang diberi keutamaan oleh Rasulullah SAW dalam program ishlah di 
negara Islam yang pertama ini adalah aspek ekonomi. Hal ini memandangkan 
ekonomi bukan saja menjadi nadi bagi kehidupan harian umat, melainkan 
penting juga dalam pelaksanaan jihad bagi mempertahankan negara dan dakwah, 
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   Ibid, hlm. 1 
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   Datuk Wan Zahdi Wan Teh, Al-Islah asas perjuangan para 
Ambiya,http://www.utusan.com.my/utusan/Rencana/20121019/re_06/Al-Islah-a, hlm.  2-3, diakses  
pada tanggal 7 Februari 2013. 
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dan juga dalam urusan-urusan ibadah. Ekonomi madinah pada saat itu seperti 
perdagangan dan perusahaan, dikuasai oleh  orang Yahudi. Untuk  memecahkan 
monopoli Yahudi ini, Rasuullah SAW membuka pasar baru bagi orang Islam. 
Baginda menyamakan penjaga-penjaga yang berniaga di pasar ini sebagai 
seorang mujahid  di jalan Allah. 
217
 .  
Dalam ajaran dan tradisi pemerintahan Islam, penyelesaian perkara yang 
terjadi di antara pihak yang bersengketa itu bukan hanya monopoli lembaga 
peradilan karena lembaga selain peradilan (wilayat al-qadha’) sebagai lembaga 
resmi pemerintah, diakui pula adanya lembaga sukarela, di luar lembaga formal; 
peradilan. Lembaga seperti ini merupakan perwujudan lembaga ishlah yang 
diprakasai dan dibentuk untuk  masyarakat yang memerlukan. 
218
                        
Secara terminologi Ishlah didefinisikan dalam beberapa pengertian, yaitu 
di bawah ini. 
219
 
1. Suatu perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian. 
2. Suatu upayaantar pihak manusia dengan maksud perbaikan. 
3. Suatu upaya  untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan 
antara pihak manusia. 
4. Suatu upaya dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan 
antarpihak yang bertikai melalui cara konsensus  dan rekonsialiasi sebagai 
pencegahan terjadinya permusuhan dan tumbuhnya rasa iri dengki.            
Menurut Uthman El-Muhammady sebagaimana dikutip oleh 
Mohammad Fazril Bin Moh. Saleh, dalam pengertian yang luas, ishlah diartikan 
’’menjadi sesuatu itu baik, betul, munasabah dengan kedudukan yang wajar, 
tersusun dengan baik, soleh, bertakwa, sehat, berkembang maju, berguna, 
pengembalian yang wajar, membetulkan, mengelokan, membuat pembaharuan 
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   Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin di Jaziarah Arab ke Peradilan 
Agama di Indonesia, Ghalia Indonesia Cetakan I, Bogor, Mei, 2011, hlm. 1.7 
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   Nabil Abdurahman,  Konsep Islah Dalam Perspektif Alquran, http://curatcoretnabil.blogspot.com, 
hlm. 2, diakses  tanggal 15 Maret 2013. 
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yang diperlukan, memperbaiki, menjadikan berjaya, mendamaikan dua pihak, 
demikian seterusnya. 
220
   
Hakikat kemunculan ishlah bertujuan membangun diri dan melaksanakan 
Islam berlandaskan iman dan amal menurut ajarannya yang murni. Ia dapat 
memberi keyakinan kepada umat Islam tentang kesesuaian Islam untuk 
dilaksanakan pada setiap masa dan dalam sembarang situasi. Konsep Islam yang 
disokong gerakan ini memfokuskan kepada pemurnian ajaran agama dan 
penyatuan umat. Apabila setiap individu muslim  menyadari tanggung jawabnya 
sebagai seorang hamba dan khalifah, perpaduan umat pasti tercapai dan cita-cita 
besar umat bagi mengembalikan tamadun khayra ummah adalah tidak mustahik 
menjadi kenyataan. 
221
     
  Tidak ada perbedaan pendapat di antara fukaha mengenai hukuman 
qishash yang menjadi gugur karena perdamaian dengan mendapat ganti rugi 
berupa diat, baik itu diat lebih banyak, lebih sedikit,  maupun sebanding dengan 
diat biasa. 
222
   
Dasar adanya pedamaian dalam tindak  pidana qishash diat adalah hadis 
dan ijma para ulama, sebagaimana hadis Amru Ibn Syueb yang diriwayatkan dari 
ayahnya dan dari kakeknya bahwa Rasulullah  SAW, bersabda:’’ arang siapa 
membunuh dengan sengaja maka ia diserahkan kepada kelurga korban. Jika 
menghendaki, mereka (keluarga terbunuh) bisa membunuhnya; jika 
menghendaki, mereka bisa mengambil diat; dan apa yang diperdamaikan maka 
menjadi milik mereka (wali korban).
223
  
Pada masa pemerintahan Mu’awiyah, Hadbah bin Khasyram membunuh  
seseorang. Sa’id Ibnul Ash, Hasan dan Husain pun berupaya  menjadi juru damai 
dengan)  membayar tujuh diat kepada anak  (keluarga) korban agar mereka 
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2013. 
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mengampuni Hadah bin Khasyram. Namun,  keluaga korban  tidak menerima 
diat tersebut. Mereka pun mengqishash  Hadbah.
224
                  
Pembicaraan Ishlah sebagai penghapus pidana, tentunya tidak dapat 
dipisahkan dengan pembicaraan tentang pemberitaan maaf oleh keluarga korban 
pembunuhan kepada pelaku, baik dengan atau tanpa persyaratan tertentu yang 
menyebabkan hilangnya sifat melawan hukumnya perbuatan yang berarti pula 
pelaku tidak dipidana. Allah SWT berfirman : 
225
  
 
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) 
qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang yang merdeka dengan 
orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan 
perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh  maaf dari saudarnya, hendaklah dia 
mengikutinya  dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik 
(pula). Yang demikian itu adalah kerimganan dan rahmat dari Tuhan-mu. 
Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang 
sanbat pedih. (Alquran, Al-Baqarah 178)  
 
  Kalimat: ” Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ... Tetapi 
barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti 
dengan cara yang baik dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik 
(pula).....sebagaimana tersebut dalam Alquran, Al-Baqarah: 178, memungkinkan 
untuk ditafsirkan : 
1. Seseorang yang membunuh dengan sengaja tidak diberlakukan qishash, 
apabila mendapat maaf dari korban (keluarga) yang berarti pula, pelaku 
pembunuhan yang tidak disengaja pun diberlakukan ketentuan ini : 
2. Kejahatan yang paling besar dan terkait dengan manusia adalah pembunuhan 
dan pelakunya dapat dimaafkan. Maka kejahatan yang lainpun 
memungkinkan untuk dimaafkan; 
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  Abdul Qadir Audah ii, op.cit., hlm. 168.  
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 Departemen Agama Republik Indonesia, op., cit., hlm. 23.   
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3. Kata maaf dipersyaratkan oleh Allah untuk menghukum atau tidaknya 
seseorang yang telah melakukan kejahatan, yang berarti pula menunjukan 
bahwa diberlakukannya atau tidaknya hukuman Allah bagi orang-orang yang 
melakukan kejahatan digantungkan pada tangan manusia (memberi atau 
tidak memberi maaf). 
Kalimat .....barangsiapa memperoleh  maaf dari saudarnya, hendaklah dia 
mengikutinya  dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik 
(pula).... memungkinkan untuk di tafsirkan bahwa baik yang memaafkan maupun 
yang di beri maaf harus melandasi kata ”maaf memaafkan ” tadi dengan niat 
yang tulus. Apabila setiap pihak sudah mengikhlaskan untuk tidak saling 
menuntut, mengapa manusia atau hukum yang dibuat oleh manusia tetap 
memaksakan diri untuk saling menuntut. 
Dalam hubunganya dengan perbuatan pidana pembunuhan (QS: 2:178-
179), Alquran juga melakukan pembaruan di bidang hukum, yaitu dengan 
mengurangi pengaruh negatif dari adanya kewajiban koletif anggota suku. Kasus 
seperti pembunuhan atau pertumpahan darah dalam adat kesukuan merupakan 
tanggung jawab bersama. Dengan perombakan struktur kesukuan, pembalasan 
hanya dapat dilakukan terhadap  pelaku sendiri atau membayar ganti rugi. 
Pertanggungjawaban kolektif diganti dengan pertanggungjawaban individual. 
226
 
Dalam masalah qishash, Alquran menekankan   pada pembalasan yang seimbang, 
bukan pembalasan dendam.
227
   
Alquran melegimitasi keberlakuan hukum qishash -diat, dan 
menggariskan prinsip pembalasan yang seimbang (Alquran, An-Nahl: 126). 
Artinya, satu nyawa hanya boleh dibalas dengan satu nyawa. Pembalasan 
dendam yang berlaku di masyarakat jahiliyah dianulir oleh Al-quran. 
228
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Secara lengkap, dikutipkan terjemahan Alquran, An-Nahl: 126, sebagai 
berikut: 
 
Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan 
siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya 
itulah yang lebih baik bagi yang sabar (Alquran,  An-Nahl: 126). 
229
 
 
Keluarga korban tetap memiliki wewenang untuk menuntut balas, tetapi 
tidak boleh melampui batas (Al-Isra: 33). Mereka berhak menentukan apakah 
balasannya berupa qishash  atau dengan sejumlah uang tebusan. Ketentuan ini 
mengubah praktik sebelumnya, yang memberikan wewenang penuntutan kepada 
kepala suku. Di samping itu, Alquran membatasi hukum qishash -diat hanya 
untuk kasus pembunuhan sengaja. Jika pembunuhan tersebut dilaksanakan 
dengan tidak sengaja, sanksinya adalah memerdekakan budak atau puasa dua 
bulan berturut-turut dan membayar diyat kepada keluaga korban. (Al-Nisaa”: 92-
93). Pembatasan ini juga berarti Alquran memperbahrui hukum qishash -diat 
Arab Jahiiyah. Dengan demikian, sikap Alquran terhadap tradisi qishash-diat 
bukanlah mengubah secara total pranatanya, tetapi memodifikasinya  dengan 
memberikan inovasi yang lebih manusiawi. Alquran tetap mengadopsi lembaga 
hukum qishash -diat, tetapi mengubah sistem dan prosedur berlakunya. Secara 
simbolik, pranata hukum ini tetap diakui, tetapi secara substansi diubah 
pelaksanaanya. 
230
   
Secara lengkap, dikutipkan terjemahan Alquran, Al-Isra’: 33, An-Nisaa’: 
92-93, sebagai berikut:  
 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), 
melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara 
zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, 
tetapi janganlah walinyu itu melampaui batas dalam membunuhan. 
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Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan (Alquran, Al-Isra’: 
33).
231
 
 
 
Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh 
seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakakn seorang 
hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
membebaskan pembayaranya. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang 
memusuhimu,padahal dia orang yang beriman,maka (hendaklah si pembunuh) 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari 
kaum(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekaan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa 
tidakmendapatkan (hanba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa 
dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha 
Menhetahui,Maha Bijaksana. (Alquran, An-Nisaa’: 92 . 232  
 
Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka 
balasanya ialah neraka jahanaman, dia kekal di dalamnya. Allah Murka 
kepadanya, dan Melaknat serta Menyediakan azab yang besar. (Alquran, An-
Nisaa’: 93 .  233 
 
        
 Syeh Mahmud Syaltut dalam kaitannya dengan ancaman qishash   
terhadap kejahatan pembunuhan, memberikan tanggapan : 
234
 ” iarpun Islam 
menetapkan hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan, tetapi bukanlah 
memandang qishash itu wajib, dengan arti pasti dan tidak boleh tidak. Bukan 
begitu! Islam menyuruh pilih antara qishas dan ma’afkan dan disuruh pula di 
sekitar maaf sama sekali (tiada pembayaran apa-apa). Islam menyarankan 
perasaan suka mema’afkan ke dalam jiwa manusia dan mengobar-obarkan 
semangat persaudaraan dalam kalbu mereka. Itulah sumber kasih sayang dan 
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kelapangan dada. Anas bin Malik berkata : ’’Setiap perkara qishash  yang dibawa 
kepada Rasullah, Beliau menyuruh dimaafkan”.  
Islam membolehkan untuk melakukan pembalasan. Sungguhpun 
demikian, Islam juga menetapkan bahwa memaafkan jauh lebih baik dan lebih 
mulia daripada melakukan pembalasan. Allah SWT berfirman :
235
 ”dan  bagi  
orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela 
diri (Alquran, As-Syura:39. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang 
setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang 
berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-
orang yang zalimi (Alquran, Asy-Syura’: 40 . Tetapi orang-orang yang 
membalas diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. 
(Alquran, Asy-Syuara:41). Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang 
yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa 
(mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih (Alquran, 
Asy-Suraa: 42). Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang 
demikian itu termasuk perbuatan yang mulia (Alquran, As-Suraa:43). Dan 
tiadalah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara 
yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia 
akan seperti teman yang setia (Alquran, Al-Fusilat:34). 
Secara lengkap, dikutipkan terjemahan Alquran, Asy-Syura’: 39, 40, 41 
42, 43 dan Al-Fusilat: 34, sebagai berikut:  
dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka 
membela (Alquran, Asy-Syura’: 39 . Dan balasan suatu kejahatan adalah 
kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada 
orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah.Sungguh, Dia tidak 
menyukai orang-orang (Alquran, Asy-Syura’: 40 . Tetapi orang-orang membela 
diri setelah dizalimi,tidak ada alasan untuk menyalahkan (Alquran, Asy-Syuru”: 
41). Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang  yang berbuat zalim 
kepada manusia dan melampaui batas dibumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. 
Mereka itu mendapat siksaan yang pedih (Alquran, Asy-Syuru’”42 . Tetapi 
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barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termausk 
perbuatan yang mulai. (Alquran, Asy-Syuru’: 43 . 236 
 
Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan.Tolaklah (kejahatan itu) dengan 
cara yang lebih baik, sehingga orabg yang ada rasa permusuhan antara kamu dan 
dia akan seperti teman yang setia (Alquran, Al-Fusilat: 34). 
237
 
 
Dengan tidak menutup satu kemungkinan dari beberapa kemungkinan 
yang ada dengan tetap memohon maghfirah kepada Allah SWT atas kelemahan 
penulis, dari Firman Allah SWT  dalam surat Al-Asy-Syur” ayat 39, 40,41, dan 
42 serta Al-Fusilat: 34) dapat ditafsirkan hal-hal ini. 
1. Seseorang yang diperlakukan tidak adil, dilegalkan untuk membela diri.   
2. Balasan bagi seseorang yang melakukan kejahatan adalah setimpal dengan 
kejahatan itu sendiri tetapi,  yang memaafkan jauh lebih baik. 
3. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim dan orang yang di 
zalimi, apabila mereka membalas maka tidak boleh disalahkan. 
4. Allah SWT bukan hanya menggolongkan orang-orang yang berbuat zalim 
(melakukan kesalahan) sebagai yang bersalah, melainkan juga yang 
melampui batas (membalas dengan tidak sepantasnya atau semestinya) 
sebagai pihak yang bersalah pula.  
5. Allah SWT menempatkan orang-orang yang memaafkan orang lain dan 
orang-orang yang sabar dalam kedudukannya yang mulia; 
6. Membela kejahatan dengan kata maaf dan dengan berbuat baik, akan 
mengubah seorang musuh menjadi teman sejati. 
 
Memaafkan adalah bukti ketauhidan seseorang kepada Allah SWT. 
Beberapa alasan yang membenarkan argumen tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut. 
238
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1. Memaafkan merupakan bukti ketulusan terhadap perilaku orang yang 
menyakiti. Keinginan hati untuk diperlakukan dengan baik merupakan 
tingkatan yang lebih baik dan lebih tinggi serta yang paling tinggi adalah 
pada saat dapat membalas dengan kebaikan terhadap perilaku yang tidak 
baik.  
2. Memaafkan merupakan keyakinan terhadap qadha’. Artinya, seorang hamba 
sebenarnya hanya satu dari sekian sebab yang ada dan bahwa penentu takdir 
yang sebenaranya adalah Allah SWT. 
3. Memaafkan merupakan penghapus dosa. Kejahatan yang dilakukan oleh 
orang lain, dalam pandangan Allah SWT menjadi sebab hapusnya dosa, 
leburnya keburukan, dimaafkanya kesalahan dan ditingkatkanya derajat 
seseorang. 
4. Memaafkan merupakan bukti kesadaran terhadap kekurangan. 
5. Memaafkan merupakan bukti keramahan.  
b. Hak Allah, Korban, Pelaku dan Penguasa dalam Ishlah  
Muinudinillah memberikan penjelasan secara garis besar tentang hak 
Allah dan hak manusia.   
239
 (1) Hak Allah, yaitu hak yang bertujuan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan syiar agama atau melakukan 
sesuatu yang bermashlahat. Untuk contoh yang pertama, tercermin pada 
pelaksanaan rukun Islam dan contoh yang kedua tercermin pada upaya untuk 
mencegah sesuatu yang mengandung dosa; (2) Hak manusia, yaitu hak yang 
bertujuan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik yang bersifat umum 
seperti menjaga keamanan maupun bersifat khusus seperti hak istri atas nafkah 
dari suaminya. (3) Hak Allah dan hak manusia/Mustarok, yaitu terkumpulnya 
hak Allah dan hak manusia. Contoh hak ini adalah hak menjaga nashab.  (4) Hak 
qishash, yang mencakup hak bagi wali yang dibunuh dan hak Allah yaitu 
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  Al-Qarni, ’Aidh, La Tahzan, (Penerjemah: Samson Rahman, Qitsthi Press, ctk. Keempat Puluh 
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menyesuaikan pada manusia dalam menyelesaikan kasus pembunuhan. Hak 
qishash tersebut seperti tercermin dalam Al-Qur’an, Al-Baqarah:178 dan Al-
Isra’: 33.   4  hak yang bisa gugur dan hak yang tidak bisa. Qishash merupakan 
hak yang bisa gugur, sebagai akibat dari pengganti/diat. Untuk hak yang tidak 
bisa gugur, mencakup: a. hak yang tidak tetap setelahnya, seperti gugurnya hak 
pembeli dalam khiyar ruqyah; b. hak yang berdasarkan syariah, misalnya 
gugurnya bapak dan kakek dalam kewalian atasa anak; c.hak yang menjadi 
keberuntutanya perubahan atas gugurnya hak tersebut bagi hukum syariah, 
misalnya hak seorang suami merujuk istrinya. (5) Hak diwarisi dan tidak 
diwarisi; (6) Hak maliyah dan hak ghoiru amalyiah. Contoh hak maliyah/harta 
adalah hak yang berkaitan dengan harta benda dann manfaatnya, seperti hak 
menjual dan menentukan harga. Contoh hak ghoiru maliyah/bukan harta, seperti 
hak  yang berkaitan dengan qishash dan thalaq.  (7) Hak yang berkaitan dengan 
benda, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan syariah tentang hubungan manusia 
dengan yang lainya dalam kebendaan, seperti hutang piutang; dan (8) Hak istri 
dan keluarganya dalam nafkah.                        
Penentuan tentang perbuatan jahat dan hak untuk menghukum atau 
sering disebut hak Allah dan hak manusia, diuraikan sebagai berikut.   
240
 
1) Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, yang 
meliputi kejahatan  terhadap kehormatan agama, kejahatan terhadap 
keturunan, dan kejahatan terhadap keamanan/ketertiban umum. 
2) Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, dan juga 
hak manusia, tetapi pelanggaran terhadap hak manusia lebih tampak. Contoh 
hak ini adalah kejahatan terhadap kehormatan diri (jiwa)  manusia dan 
anggota badannya. 
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Jakarta, 1985, hlm. 14-15.  
103 
 
 
 
3) Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hak Allah dan juga 
hak manusia, tetapi pelanggaran terhadap hak Allah lebih tampak. Contoh hak 
ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan.        
 Perbedaan antara  kedua hak tersebut (hak Allah dan hak manusia) 
adalah, bahwa hak Allah menyangkut hal-hal yang menyangkut kepentingan 
umum dan kemaslahatan  bersama. Penentuan hal yang demikian, dialamatkan 
untuk menjamin hak itu di mata manusia dan menyatakan pentingnya hak itu bagi 
masyarakat. Penentuan hak manusia akan berhubungan dengan kepentingan 
pribadi seseorang. Artinya, hak tersebut akan berkaitan dengan kepentingan 
khusus untuk seseorang secara pribadi. Dalam tataran fikih, hukuman terhadap 
pelanggaran hak Allah sering disebut had (hukuman) dan hukuman terhadap 
pelanggaran hak manusia sering disebut qishash (pembalasan).  
Secara garis besar korban terdiri dari dua, yaitu korban yang secara 
langsung menderita secara fisik akibat terjadinya jarimah dan korban yang secara 
kolektif dirugikan akibat terjadinya tindak pidana. Untuk korban yang pertama, 
mencakup yang meninggal dunia dan korban yang mengalami cedera fisik. Untuk 
jenis korban yang pertama ini, antara pelaku dan korban berlaku hak dan 
kewajiban secara personal, dan penyelesainya tidak digantungkan pada negara. 
Apabila korban pembunuhan pada saat meninggalnya tidak memberikan pesan apa 
pun pada keluarganya, hak proses hukumnya berpindah ke kelurganya. Pada 
korban golongan ini, hak proses hukum tidak berpindah pada negara, karena 
korbanlah yang merasakan langsung akibat tindak pidana. Untuk korban yang 
kedua tidak bersifat perseorangan dan bersifat nonfisik (pelanggaran terhadap nilai 
akhlakulkarimah. Maka proses hukum terhadap kejahatan ini bukan menjadi 
urusan manusia secara individu, melainkan menjadi hak Allah sehingga 
penyelesaian hukumnnya dikuasakan kepada penguasa/negara. Contoh kejahatan 
ini adalah kejahatan terhadap harta (pencurian, perampokan dan penipuan, 
kejahatan terhadap ketertiban umum (pemberontakan, keluar dari agama Islam dan 
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penyamun), kejahatan terhadap  akhlakul-karinah (zina, menuduh berzina, 
minuman khamer).
241
    
Islam telah mengatur hak Allah (Kekuasaan), hak manusia/hak 
adam/korban kejahatan, hak pelaku dan hak penguasa sehubungan telah terjadinya 
tindak pidana. Berikut tentang hak-hak tersebut. 
242
 
a.  Hak Allah (Kekuasaan) 
Hak Allah (Kekuasaan) sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana 
meliputi: (1) menuntut dilaksanakan hukuman yang telah ditetapkan dalam nash di 
dunia yang diwakilkan kepada penguasa; (2) memberi keadilan di akhirat bila 
hukuman di dunia belum dilaksanakan; dan (3) memberi ampunan kepada orang 
yang berbuat dosa atau kejahatan apabila pelaku benar-benar bertaubat. 
b. Hak Manusia/Hak Adam/Korban Kejahatan              
Hak manusia/hak adam/korban kejahatan sehubungan dengan telah 
terjadinya tindak pidana meliputi: (1) hak untuk  qishash  atau menuntut tindakan 
yang seimbang; (2) hak memberi maaf kepada pelaku pembunuhan atau 
penganiayaan yang  dilakukan dengan sengaja tetapi tidak  dilakukan dengan 
direncanakan; (3) hak meminta atau melepaskan diat karena melepaskan kisas 
pada pembunhan yang disengaja; (4) hak menuntut atau melepaskan diat kepada 
pelaku sebagai penyebab meninggalnya anggota keluarga akibat perbuatan yang 
semi sengaja atau tersalah/khoto’;  5  hak menuntut atau melepaskan diat karena 
menderita luka-luka akibat perbuatan  pelaku yang segaja atau tidak sengaja; (6) 
Hak untuk menyelesaikan secara damai  sebelum  perkara dilaporkan kepada 
penguasa untuk tindak pidana had yang bukan pembunuhan; (7) hak melakukan 
tuntutan diat kepada penguasa atas pembunuhan yang tidak diketahui 
pembunuhnya; (8) hak untuk membela diri, apabila di perlakukan tidak adil; (9) 
hak untuk menuntut kepada orang tua, apabila nilai diat kurang dari 2/3. 
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Meskipun pelaku berhak menuntut qishash, dalam pelaksanaanya hak 
tersebut  gugur.  Penyebab gugurnya hak tersebut adalah karena hilangnya objek 
qishash, pengampunan dan adanya shulh/perdamaian. 
243
  Untuk gugurnya hak 
qishash karena hilangnya objek,  apakah kewajiban membayar diat juga gugur. 
Atas pertanyaan tersebut, terdapat tiga pendapat.   Pertama, apabila pelaku 
meninggal dunia, diat juga hapus karena qishash atau  diat merupakan fardhu a’in. 
Pendapat ini dianut oleh Hanafiah  dan malikiyah. Kedua, diat merupakan 
pengganti qishash sehingga apabila qishash gugur karena pengampunan atau sebab 
lain seperti meningalnya pelaku, ahli warisnya tetap harus membayar diat. 
Pendapat ini dianut oleh Syafi’iyah.   
  Gugurnya hak  qishash karena pengampunan, landasan normatifnya 
terdapat dalam Alquran  Al-Baqarah: 178,  
244
 dan Al-Maaidah: 45 
245
 dan Hadis. 
246
 Pembebasan qishash akibat pengampunan menurut Imam Maliki dan Imam 
Abu Hanifah sebagaimana  dikutip oleh Abduk Qadir Audah, tidak menghapuskan 
diat. Diat dapat dihapus dengan cara perdamaian. Penggantian hukuman qishash 
dengan diat, tidak dapat diterapkan secara sepihak, tetapi harus dengan persetujuan 
kedua belah pihak, yaitu wali korban dan pelaku. 
247
  
Setelah adanya pengampunan dari wali korban, baik yang menggugurkan 
kisas dan diat maupun  hanya menghapuskan kisas tanpa diat, apakah negara wajib 
menghukum pelaku? Menanggapi hal yang demikian terdapat dua pendapat. 
Pertama dalam  kisas terkandung hak Allah dan hak manusia. Maka, penguasa 
tetap dapat menjatuhkan hukuman takzir. Pendapat ini dikemukakan oleh 
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     Konsep Hukum Pidana Islam:Hal-Hal yang menggugurkan hukuman qishash, 
http://ngobrolislami.wordpress.com/2011/05/05, hlm.1,  diakses pada tanggal 19/9/2013. 
244
  ’’Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah   yang 
memaafkan) mengikuti  dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diat  kepada yang meberi  maaf dengan cara yang baik  pula ’’.   
245
   ’’ arangsiapa yang melepaskan  hak qishash  nya, maka melepaskan hak itu  menjadi  penebus 
dosa baginya’’. 
246
  ’’Dalam Hadis Rasulullah melalui Anas bin Malik:’’Setiap perkara yang dilaporkan kepada 
Rasulullah yang berkaitan dengan qishas, Rasulullah selalu  memerintahkan 
pemaafan’’. HR.Ahmad dan Ashabus Sunan kecuali Turmudzi .  
247
   Ibid,  hlm. 2. 
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Hanafiyah dan Malikiyah. Kedua, penguasa tidak perlu menjatuhkan hukuman 
takzir. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah,Ishak dan Abu Tsaur.248  
Alasan gugurnya yang ketiga hak qishash  adalah perdamaian (Shulh). 
Secara tata bahasa, shulh adalah ’’qoth’ul munaaza’ah’’ yang artinya memutuskan 
perselisihan. Dalam istilah syara’ sebagainana dikemukakan oleh Sayid Sabig 
adalah suatu akad (perjanjian) yang menyelesaikan persengketaan antara dua 
orang yang bersengketa (berperkara). Apabila pengertian shuls dihubungkan 
dengan qishash, berarti perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak 
pembunuh untuk membebaskan hukuman qishash dengan imbalan. 
249
  
Shuls dan pemaafan memiliki status yang sama, yaitu sama-sama 
menggugurkan qishash. Perbedaannya, dalam pembebasan membebaskan kisas 
tanpa imbalan, sementara dalam shuls pembebasan qishash dengan imbalan. 
250
  
Bererapa dalil (Alquran dan Al-Hadis) yang memerintahkan perdamaian 
antara lain dapat dikutip sebagai berikut.  
251
 
1. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali 
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau 
berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. 
Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak 
Kami akan memberinya pahalanya yang (Alquran, An-Nisaa’: 114 . 252 
2. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rakhmat (Alquran, Al-Hujurat: 10). 
253
 
3. Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu  sebagai 
penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di 
antara manusia. Allah Maha Mendengar, maha Mengetahui. (Alquran, Al-
Baqarah: 224). 
254
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  Ibid, hlm. 3.  
251
   Sukpandiar, Bisakah Kasus Pidana Tanpa KUHP, https//id-id.facebook.com/media/set/? , hlm. 2-
3, dikakses tanggal 23 September 2013.  
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   Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 77 
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   Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 412 
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   Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 27 
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4. ’’Dari  ara’’ bin Azib ra katanya: setelah Rasulullah saw mengadakan 
perdamaian dengan ahli Hudaibiah, Ali menulis sebuah perjanjian. Maka 
ditulisnya:’’Muhammad Rasul Allah’’. Orang musyrik  berkata:’’jangan  
engkau tuliskan: ‘Muhammad Rasul Allah!’kalau kami percaya engkau 
Rasulullah, tiadalah kami akan memerangi engkau’’.  eliau bersabda pada Ali: 
’’hapus tulisan itu’’ jawab Ali: ’’Saya tidak akan menghapusnya’’.  Maka  
dihapus oleh Rasulullah ‘alaihi wasalam  dengan tangan beliau sendiri. Beliau 
bersama-sama sahabat-sahabat  mengadakan perdamaian dengan mereka untuk 
masuk Mekkah selama tiga hari dan boleh masuk dengan senjata tidak 
terhunus. Mereka bertanya,’’Apakah artinya senjata tidak terhunus ’’ 
jawabanya: ’’senjata dengan sarungnya  HR.Imam Al-Bukhari:Kitab Shahihul 
Bukhari, Terjemah, III, hal 76, No. 1251). 
5. ’’Ummi Kulstum binti uqbah bahwasanya saya  telah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda:’’ ukan dusta, seorang yang berusaha mendamaikan antara 
sesama manusia, untuk mencari kebaikan dan  berkata baik’’.  HR.Imam 
Bukhari,Kitab Shahihul Bukhari, Terjemah, III, hal 76, no. 1247). 
6. Perdamaian itu diperkenankan di antara orang-orang muslim’’  HR.Abu 
Dawud; Kitab Sunanu Abi Dawud, hal 168 no. 3594. 
7. ’’Dari Darda, berkata, Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam bersabda:’’Ingat 
ketika dikabarkan pada kalian dengan keutamaan dari derajat puasa, shalat dan 
shadaqah. Berkata para sahabat: Ya Wahai Nabi. Rasulullah Shalalkahu alaihi 
wasalam  bersabda:’’Damaikanlah permusuhan antara kalian, maka 
sesungguhya  rusaknya permusuhan  adalah menghancurkan agama (HR.Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi; Kitab Islahlah Wa’dah din, hal 78 .                                          
c. Hak Pelaku              
Hak pelaku sehubungan dengan adanya tindak pidana meliputi: (1) hak 
memperoleh perlakukan yang adil; (2) hak menerima pelaksanaan hukuman yang 
manusiawi; (3) hak meminta maaf kepada korban; dan (4) hak untuk bertaubat dan 
memohon ampun kepada Allah dengan melaksanakan syarat dan rukunnya.   
d. Hak Penguasa.   
Hak penguasa sehubungan dengan adanya tindak pidana meliputi: (1) hak 
melaksanakan hukuman secara benar dan adil; (2) hak mewakili dan melaksanakan 
hak Allah di dunia; dan  (3) hak untuk melaksanakan hukuman takzir dalam 
rangka melindungi masyarakat dari perbuatan jahat.    
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Sebelum dilaporkan kepada pihak penguasa, korban berhak 
menyelesaikan delik had berupa pencurian dengan pelaku. 
255
 Apabila sudah 
dilaporkan kepada penguasa, hak tersebut menjadi hilang. Secara umum deskripsi 
hak korban dalam penyelesaian melalui pengadilan dijelaskan beriku. (1) Orientasi 
penyelesaian kasus pidana berdasarkan hukum Islam bertujuan untuk 
menyelesaikan konflik  dan menghapus dosa. (2) Islam menempatkan permaafan 
dan perdamaian sebagai alternatif pertama  dan utama untuk kejahatan yang 
menimbulkan kerugian dan korban. Untuk perkara yang bersifat had,  
menghukunnya menjadi hak Allah. Maka maka jalan taubat  diindikasikan dengan 
adanya kesadaran pelaku. (3) Korban berhak untuk menentukan sikap dalam 
penyelesaian kasus yang menimbulkan korban  dan penderitaan orang lain. (4) 
Pelaku bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak korban. Akan tetapi dalam 
pelaksanaanya diwakilkan pada negara. 
256
  
6. Pembaharuan Hukum Pidana  
Dalam literatur Hukum Islam yang kontemporer, kata ’’pembaruan’’ silih 
berganti dipergunakan  dengan kata reformasi, modernnisasi, dekonstruksi, 
rekonstruksi, Ishlah dan tajdid. Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak 
digunakan adalah kata reformasi, ishlah dan tajdid. 
257
  Kata’’Tajdid’’ dianggap 
yang paling tepat apabila berbicara tentang pembaruan hukum Islam. Bustami 
Muhammad Saad, mengemukakan bahwa kata ’’Tajdid’’lebih tepat digunakan  
untuk membahas tentang pembaruan hukum sebab ’’tajdid’’ mempunyi  arti 
pembaruan . 
258
  
Kata tajdid dalam pembaruan hukum Islam  mempunyai dua makna, 
Pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak 
berubah-ubah, pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada 
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   Kapten Kaboes, op.cit., hlm. 8. 
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   Kapten Kaboes, op.cit., hlm.  8. 
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    Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, ctk. Ketiga, Kencana Prenada Group, Jakarta, 
Maret, 2009, hlm. 218.  
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aslinya. Kedua, pembaruan bermakna moderenisasi apabila sasaran tajdid itu 
mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber 
yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknis, strategi untuk disesuaikan  
dengan kondisi, ruang, dan waktu. 
Menurut Masjfuk Zuhdi, kata tajdid lebih komprehenshif pengertiannya 
sebab dalam tajdid  terdapat tiga unsur yang saling berhubungan.  Pertama, al-
I’adah, artinya mengembalikan  masalah-masalah  agama yang  bersifat khilafiah 
kepada sumber ajaran Islam,  yaitu Alquran dan Al-Hadis. Kedua, Al-Ibanah, 
artinya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari segala macam bentuk  bid’ah 
dan khufara serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik 
mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 
Ketiga,  al-Ihya, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan,  memajukan, dan 
memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. 
259
    
Dalam teori hukum manusia, terbentuknya norma hukum (yang meliputi 
perintah dan larangan ) tersusun dari ide, konsep, dan cara pandang yang untuk 
setiap bangsa berbeda. Apabila ide, konsep, dan cara pandangnya adalah 
individualistis, hukum yang dibentuknya bersifat individualistis. Ekistensi hukum 
pidana Belanda yang nota benenya warisan kolonial, menurut Rende David 
menonjolkan sifat individualisme, liberalisme,  dan individual right,
260
  jelas tidak 
tepat diberlakukan di Indonesia yang berpandangan Pancasila dan  mengutamakan 
keseimbangan. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab munculnya 
ketidakadilan hukum di Indonesia sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum 
pidana (Penal Reform). 
Berbicara tentang pembaharuan hukum, sesungguhya merupakan  bagian 
dari pembangunan hukum. Adi Sulistiyono memberikan penegasan bahwa 
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   Ibid,  hlm. 221 
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  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 100. 
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pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar 
dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. 
Menurut Adi juga ’’pembinaan hukum’’ lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti 
meningkatkan efisiensi hukum. ’’Pembaharuan hukum’’ menurut dia, 
mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan  dengan 
perubahan masyarakat. Pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan 
atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada 
budaya hukum masyarakat.   
261
   
Untuk mewujudkan hukum yang lebih baik di masa datang (ius 
constitundum) sebagai bagian tujuan pembaharuan hukum, dalam perwujudannya 
harus didukung dengan politik hukum nasional 
262
 yang baik. Abdul Hakim 
Garuda Nusantara mengartikan, politik hukum nasional sebagai kebijakan hukum 
(legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu 
pemerintahan negara tertentu.
263
 
Politik hukum nasional mencakup: (1) pelaksanaan hukum yang telah ada 
secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan 
terhadap ketentuan ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, serta 
menciptakan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegakan fungsi lembaga 
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 Adi Sulistiyono, Reformasi Hukum Ekononi Indonesia, (editor: Rustamadji, Kundharu Saddhono 
dan Sri Anitah), ctk. Kedua, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan 
dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta, Mei, 2008, hlm. 69.  
262
   Beberapa definisi politik hukum dikutipkan: 1. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah 
aktivitas dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam 
masyarakat. 2. Mochtar Kusumuatmadja memberikan batasan bahwa politik hukum adalah 
kebijakan hukum dan perundang-undangan, dalam rangka pembaruan hukum. Menurut Teuku 
Mohammad Radhie, politik hukum diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara 
mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang di 
bangun.3. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan 
negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan 
digunakan untuk mengekpersikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa 
yang di cita-citakan (Abdul  Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, ctk. Pertama, Sinar Grafika, 
Jakarta, November, 2010, hlm. 22-26).         
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   Ibid, hlm, 27. 
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penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit 
pengambil kebijakan. 
264
    
Ada keterkaitan antara politik dan pembaharuan hukum. Apabila politik 
pada suatu negara baik, kemungkinan akan berakibat pada hukum yang baik. 
Demikian juga sebaliknya, apabila iklim politik suatu negara tidak baik, undang-
undang yang dibuatnya menjadi tidak baik. Hukum adalah produk politik sehingga 
jika politiknya tidak baik, hukumnya pun tidak akan baik. Menurut Moh. Mahfud, 
MD, berdasarkan asumsi, hukum adalah produk politik. Apabila politik berubah, 
hukum akan berubah. Perubahan hukum itu menurut Mahfud, akan sejalan dengan 
perubahan sistem politik. 
265
    
Pada masa orde baru, reformasi hukum diawali dengan reformasi politik 
tahun 1998. Menurut Mahfud juga, kondisi bidang hukum yang memerlukan 
penataan ulang, antara lain berikut ini.  
266
 Pertama, Hukum Indonesia/Undang-
Undang bersifat elitis, bersumber dari lembaga eksekutif yang secara politik 
dipaksakan agar menjadi hukum. Di samping itu, pada masa orde baru, 
hukum/Undang-Undang bersifat positivistik-instrumentalistik. Artinya, banyak 
hukum yang dijadikan alat pembenar atas kehendak penguasa, baik yang terlanjur 
dilakukan  maupun yang akan dilakukan. Kedua, pengadilan pada waktu itu 
berwatak koruptif sehingga muncul istilah yang cukup populer ’’mafia peradilan’’. 
Istilah ini menurut Mahfud tidak tepat. Yang tepat adalah korupsi peradilan 
(judicial corruption). Penyebab korupsi di lingkungan peradilan, di antaranya 
ketidakjujuran aparat penegak hukum, tekanan, dan intervensi eksekutif terhadap 
lembaga peradilan serta kolusi sesama  penegak hukum. Ketiga, produk hukum 
pada saat itu harus diterima sebagai kebenaran yang final  sehingga tidak ada satu 
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lembaga pun kecuali lembaga legalislatif itu sendiri (legislative review) untuk 
mencabutnya). Keempat, pada masa lalu telah terjadi pelanggaran hak-hak politik 
rakyat karena negara banyak melakukan kekerasan politik, misalnya dalam bentuk 
pembatasan jumlah partai politik (Parpol).  
Dalam prespektif  hukum pidana, menurut  Barda Nawawi Arief, makna 
dan hakikat pembaharuan hukum pidana, yaitu sebagai berikut.
267
  
a. Dilihat dari sudut pendekatan –kebijakan: 
1) Sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya 
merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial 
(termasuk masalah kemanusiaan ) dalam rangka mencapai atau 
menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). 
2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada 
hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat 
(khususnya upaya penanggulangan kejahatan). 
3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum 
pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui 
substansi hukum (legal substance) dalam mengefektifkan penegakan 
hukum. 
b.  Dilihat dari Sudut Pendekatan Nilai 
Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya 
melakukan peninjauan kembali dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi 
) nilai-nilai sosial –politik, sosial filosofik, dan sosial kultural yang melandasi serta  
memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-
citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai 
dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan 
orientasi nilai hukum lama warisan penjajahan (KUHP lama atau WvS). 
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Berbijak pada hakikat pembaharuan hukum pidana dilihat dari 
pendekatan nilai sebagaimana di atas, persoalan yang terpenting dalam 
penbaharuan hukum pidana, bukan terletak pada upaya kriminalisasi dan 
dekriminalisasi 
268
  terhadap suatu perbuatan. Persoalan pembaharuan hukum 
pidana, bukanlah sama pengertianya dengan bongkar pasang pasal yang terdapat 
dalam KUHP Kolonial (WvS). Pembaharuan hukum pidana berarti penggantian 
atas konsep individualism, liberalism dan individual right sebagaimana yang 
dianut oleh KUHP kolonial dengan nilai soio-politik, sosiofilofofik dan sosio 
kultur yang berdasarkan Pancasila dan mengutamakan keseimbangan.  
Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi Hukum Pidana yang ber-
Pancasila, tidak lain adalah hukum pidana yang di dalamnya tercermin nilai 
keagamaan (religius), nilai kemanusiaan, nilai  persatuan, nilai demokrasi dan nilai 
keadilan sosial. Konsepi yang demikian harus ada pada setiap tahapan, baik 
formulais, aplikasi maupun eksekusi.  
Menurut Muladi, ada 4 (empat) alasan tentang pembaharuan hukum 
pidana yaitu alasan politis, sosiologis, praktis,  dan alasan adaptif.
269
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Dekriminalisasi berarti sebuah proses menjadikan perbuatan yang dipidana  menjadi perbuatan 
yang tidak dipidana. Dekriminalisasi ini, bukan hanya terjadi pada saat perbuatan tersebut  sudah 
dicabut oleh UU, akan tetapi belum dicabutpun apabila masyarakat tidak mentaati dan kemudian 
tidak ada sanksi hukum, dapat diartikan dekriminalisasi.     
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 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil di Indonesia dimasa datang. Pidato Pengukuhan Sebagai 
Guru Besar, Fakultas Hukum UNDIP, 24 Pebruari 1990, hlm. 3. 
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1. Alasan politis, bahwa memiliki Hukum Pidana sendiri, merupakan 
kebanggaan Nasional. 
2. Alasan sosiologis, bahwa memiliki KUHP sendiri, merupakan sebuah tuntutan 
sosial untuk memiliki KUHP yang bersendikan sistem hukum Nasional. 
3. Alasan praktis, dengan adanya KUHP yang asli Indonesia berbahasa 
Indonesia akan memudahkan semua pihak untuk dapat memahaminya oleh 
karena KUHP yang sekarang ada (merupakan terjemahan). 
4. Alasan adaptif, bahwa KUHP Nasional masa-masa mendatang harus 
menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya 
perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat-
masyarakat yang beradab.
270
   
Harus diakui, para ahli hukum untuk sementara ini belum berfokus pada 
kajian globalisasi dan hukum internasional, sebagaimana dinyatakan oleh Shirley 
V.Scott: 
’’Ofcourse, it may be well be that international law has not been a significant 
aspect of Ofcourse, the political process of globalization but i would suggest 
that we do need to have some explicit theoretical conceptualization  of the 
rekationship of international law to eksplisit globalization as it has taken  
place to date before we can enter into any meaningful discussion about the 
impact of globaliztion on international’’..271 
 
Dari pemaparan di atas dapat diketahui mungkin juga hukum internasional belum 
menjadi aspek penting dari politik globalisasi tapi saya akan menyarankan bahwa 
kita perlu memiliki beberapa konsep teoretis hubungan hukum internasional 
dengan globalisasi. Kenyataan menunjukkan yang terjadi sampai saat ini kita 
melakukan diskusi yang memberi makna terhadap dampak globalisasi pada 
hukum internasional.’’    
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Memang berbicara tentang globalisasi itu sangat menjemukan. 
Pembicaraan itu, sekilas tidak menarik dan menjadi pepesan kosong. Akan tetapi  
di balik itu semua, pada akhirnya semua akan berbalik arah bahwa berbicara 
globalisasi itu penting.  Paulk Schiff  Berman menggambarkan pembicaraan 
tentang globalisasi, seperti topi yang sangat lusuh. Walaupun demikian, bagi 
Sarjana Hukum globalisasi akan memiliki makna lain. Selanjutnya Paulk Schiff 
Berman mengatakan: 
’’To some, the very mention of globalization will seem old hat. After all, 
theorizing about globalization has been a cottage industry  bothin academiaand 
in the popular mediafor many years now. Yet although globalization has been 
an ovject of study for quite some  time, most of this has taken place in fielsds 
other law. Parhaps because legal scholars are so focused on the official organs 
of legal power-nation –state government-they have less likely to embrace ideas 
about norm-development in non-state  arenas. Thus an emphasis on law and 
globalization may ancourage legal scholars to  draw upon insights from other 
academic disciplines. In  addition, even solely within teh legal academy, the 
idea of law and globalization may be a useful rubric for conceptualizing areas 
of commonality among a variet of fields, thereby drwaing traditional 
interational law sholars into greater dialoque wuth scholars focusing on 
conflict of law, civil procedure, cyberlaw, cultural analysis of law, cyberaw 
international business transactions, trade finance,and oher legal tipict.’’  272    
 
Dari uraian di atas  setidak-tidaknya dapat di ketahui:  
’’ Penyebutan-penyebutan globalisasi digambarkan seperti topi tua. Pembicaraan 
tentang  globalisasi telah menjadi industri rumahan, baik dalam dunia akademis  
dan media populer selama bertahun-tahun sampai sekarang. Globaisasi telah 
menjadi  objek studi ilmu lain selain hukum. Mungkin karena sarjana hukum yang 
lebih fokus pada organ resmi hukum kekuasaan negara-bangsa-pemerintah, 
mereka berkomitmen menempatkan globalisasi sebagai norma kajian 
pembangunan di arena non-negara. Dengan demikian, sebuah penekanan pada 
hukum dan gobalisasi dapat mendorong para sarjana hukum untuk memanfaatkan 
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wawasan dari disiplin akademis lainya sebagai bahan kajianya. Selain itu, 
mungkin hanya bagi akademisi hukum, ide hukum globalisasi menjadi berguna 
untuk mengkonsepkan kesamaan ilmu antara disiplin sehingga menggambar 
sarjana hukum yang menguasai arena tradisional dan internasional dan ini 
menjadi pembuka bagi pemnicaraan yang lebih besar dengan berfokus pada 
konflik, hukum, prosedur sipil, cyberlaw, analisis budaya hukum, legal transaksi 
bisnis inernasional, pembiayan perdagangan dan hukum lainya’’.  
Globalisasi akan berpengaruh terhadap hubungan yang saling 
menguntungkan  antarnegara. Setiap negara tidak mungkin berdiri sendiri, 
sebagaimana diutarakan oleh Armin von Bogdandy: 
’’The term globalization indicates developments which might undermne this 
symbiosis. The common ground among the different understandings of 
globalization is the obsvationof  a massive global increase of interaction between 
the same speres of differentnations,especially since the beginning of the 1990s
273
   
Dari uraian Armin Von Bogdandy, setidak-tidaknya dapat diketahui 
bahwa ’’  
Indikasi perkembangan globalisasi  dapat merusak hubungan simbiosis. 
Perbedaan dalam memahami globalisasi masing-masing negara dan interaksi 
antara negara terjadi terutama sejak awal tahun 1990-an. Globalisasi  melampaui 
fenomena saling ketergantungan antarnegara’’. 
Dalam dunia global, para pengusaha/pelaku pasar selalu mendominasi  
penentuan agenda politik pemerintah. Dominasi ini dapat berpengaruh terhadap 
kewibawaan negara yang pada giliranya para kaum kapitalis dapat menentukan 
arah kebijakan negara.  Dalam kaitan ini Andreas L Paulus menyatakan: 
 ’’Debates on the impact of gloablization on international law provide futher  
illustration of this point. Is an international law based upon the ’sovereign 
equality’ of states viable in a globalization world in which markets seem to 
                                                          
273
   Armin von Bogdandy, Globalization and Europe, Squqre Democracy and International law, 
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escape the regulatory power of the state and in whichnon-governmental actors 
all too often set the polituical agenda.’’274   
 
Dari pemaparan : Andreas L Paulus tersebut memberikan informsi kepada 
kita bahwa : 
’’Perdebatan tentang dampak globalisasi  terhadap hukum internasional dalam 
pembicaran ini adalah  hukum internasional  yang didasarkan  pada kesetaran 
kedaulatan dan  sejajar dari negara-negara dalam dunia global. Di sini  pasar tidak 
tunduk pada peraturan yang dibuat oleh negara dan pelaku-pelaku pasar swasta 
sering mengatur agenda politik pemerintah (dominasi para pengusaha atas 
pemenerintah ’’. Globalisasi 275 juga merambah ke ranah hukum. Hukum di suatu 
negara menjadi rapuh dan tidak berlaku apabila nilai-nilainya tidak seiring dengan 
politik  hukum internasional. 
7. Penegakan Hukum Pidana  
Berbicara tentang penegakan hukum, pertanyaan pertama yang mesti 
dikemukakan adalah:’’apa yang mesti ditegakkan ’’. Menurut Satjipto Rahardjo, 
pada hakikatnya hukum di dalamnya mengandung ide atau konsep-konsep yang 
dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dengan meminjam istilah 
Radbruch, sesuatu yang abstrak tersebut menurut Satjipto Rahardjo, termasuk ide 
tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Selanjutnya menurut 
beliau, berbicara tentang penegakan hukum pada hekakatnya  berbicara tentang 
ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Merujuk 
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   Andreas L Paulus, Law and Politic in the Age of Globalization,  Europen Journal Of International 
Law, Vol. 11 No. 2  EJIL 2000.hlm.  4.  
275
  ’’Dalam perspektif Islam berbicara tentang globalisasi, sesungguhnya bukan merupakan 
pembicaraan yang asing. Nash-nash Alquran, bukan saja telah memeritahkan bersikap kesatuan 
(unity) dengan sesaman manusia tanpa batas ruang dam waktu, tetapi juga memerintahkan kepada 
manusia untuk  menyatu dengan alam. Perintah Allah untuk mencari karunia-Nya ke seluruh 
penjuru dunia setelah melakukan shalat Jum’at misalnya, dapat di pahami bahwa dalam mencari 
penghidupan manusia harus berfikir mendunia. Perintah Allah kepada manusia untuk saling 
bekerjasa sama dalam kebaikan, dipahami sebagai tuntutan untuk berfikir mendunia dan tidak 
bersifat sektoral keagamaan.  
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pada pemahman ini, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan 
usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.
276
 
Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide, dibutuhkan suatu organisasi 
yang cukup komplek. Negara harus ikut campur tangan  dalam mewujudkan 
hukum yang abstrak  dengan mengadakan berbagai macam badan untuk 
keperluan tersebut. Badan-badan tersebut, seperti pengadilan, kejaksaan, 
kepolisian, pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-Undangan. 
Badan-badan tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, tampak berdiri sendiri dan 
terpisah antara satu dengan yang lainya. Akan tetapi, pada hakikatnya 
mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakan hukum 
dalam masyarakat. 
277
  
Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum telah dimulai sejak hukumnya 
dibuat (proses legislasi: penulis). Penegakan hukum merupakan proses untuk 
mewujudkan  keinginan-keinginan hukum dalam pikiran-pikiran  Badan Pembuat 
Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan 
pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut 
menentukan bagaimana hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, proses 
penegakan hukum akan memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat 
penegak hukum.
278
  Dalam kontkes sosial menurut Satjipto Rahardjo, proses 
penegakan hukum akan mencakup di dalamnya beberapa faktor, seperti pembuat 
hukum, birokrasi penegak hukum sebagai pemegang peran dan kekuatan-
kekuatan sosial, politik dan seterusnya.  
279
   
Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan 
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan 
di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak 
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sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaukan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar 
filosofis tersebut, memerlulkan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan nampak 
lebih konkret. 
280
 
Apabila disimak, baik Satjipto Rahardjo  maupun Soerjono Soekanto, 
dalam membicarakan tentang penegakan hukum terdapat persamaan, yaitu 
keduanya menghendaki bahwa ide, nilai, konsep tentang hukum harus 
dikonkretkan. Ide, nilai, konsep, pemikiran tentang hukum tidak akan 
memberikan manfaat apa pun  apabila tidak diwujudkan.   
Menurut Barda Nawawi Arief, yang mengacu pada laporan Seminar 
Hukum Nasional Ke IV Tahun 1979, penegakan hukum adalah keseluruhan 
kegiatan dari para pelaksana penegak hukum  ke arah tegaknya hukum, keadilan 
dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, 
ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dasar Tahun 
1945. 
281
   
Dengan mengacu pada pembatasan di atas, tugas menegakan hukum yang 
berkeadilan dan melindungi harkat serta martabat manusia, juga menjadi tugas 
Polri sebagai penyidik. Menurut Barda Nawawi Arief, salah satu sasaran tugas 
yuridis Polri dalam bidang penegakan hukum adalah memberikan perlindungan 
keamanan dari kejahatan. Dalam hubunganya dengan sasaran ’’perlindungan 
masyarakat’’dalam hubunganya dengan tugas Polri, beliau menegaskan 
Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana ’’penal’’ mempunyai 
kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Sepatutnya, diimbangi dengan upaya-
upaya nonpenal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalian 
dan pengembangan upaya non-penal lewat program kegiatan polisi yang 
berorientasi pada pelayanan masyarakat, merupakan hak yang wajar. Bahkan  
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upaya ini  merupakan keharusan  karena hal ini pun merupakan tugas atau 
amanat yuridis. 
Berbicatara tentang  penegakan hukum, tentunya tidak mungkin 
dipisahkan dengan pembicaran tentang sistem hukum.  
Menurut Friedman, terdapat tiga sistem hukum (There Elements of Legal 
System), yang menjadi prasyarat hitam putihnya penegakan hukum. Ketiga 
sistem hukum tersebut adalah struktur/structure, substansi/sustance dan budaya 
hukum/legal culture atau kultur hukum 
Ketiga sistem hukum tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh Achmad Ali 
sebagai berikut:   
282
 
a. Struktur/structure    
Menurur Frieman, the structure of a system its skeletal framework; it is 
the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones 
that keep the process flowing within bounds....’’. Jadi, struktur adalah kerangka 
atau rangkanya, bagian yang tetap betahan, bagian yang  memberi  semacam 
bentuk batasan terhadap keseluruhan. Apabila diadopsi di Indonesia, maka 
struktur  sistem hukum Indonesia akan mencakup struktur institusi penegak 
hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Apabila berbicara tentang 
hirarki, berarti berbicara tentang tingkatan pengadilan dari yang paling rendah 
sampai ke mahkamah Agung. Jelasnya, struktur bagaikan foto diam yang 
menghentikan gerak (a kind of still photograph, whice freezes the action).   
b. Substansi/sustance 
Menurut Firedman, the subtance is composed of substantive rule and 
rules absolut how institutions should be have. Jadi yang dimaksud dengan 
substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 
manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang 
dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup 
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keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga 
mencakup living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam 
kitab undang-undang  atau law books.   
c. Budaya hukum/legal culture atau kultur hukum 
Menurut Fredman, legal culture adalah the legal culture, system-their 
beliefs, values, ideas, and expectations. Jadi kultur hukum, menurut Freidmen 
adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 
pemikiran, serta harapanya.’’Legal culture refers, opinions, ways of doing and 
thinking-that bend social force to ward or away from the law and in particular 
ways. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalan proses 
hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan 
kekuatan sosial yang menentukan  bagaimana hukum digunakan, dihindari atau 
disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya , 
seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang 
berenang di laut.  
Melengkapi pendapat  Friedman yang membatasi sistem hukum hanya 
mencakup Struktu/structure, substansi/substance dan budaya hukum/legal 
culture, Soerjono Soekanto menambahkan faktor sarana dan masyarakat  juga 
menjadi faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum yang  meliputi faktor 
hukum. 
Menurut   Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang menpengaruhi 
penegakan hukum meliputi: (a) Faktor hukumnya sendiri; (b) Faktor Penegak 
hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; (c) faktor 
sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat, 
yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku  atau diterapkan; dan (e) faktor 
kebuadayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 
manusia di dalam pergaulan hidup.
283
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Kelima faktor yang memengaruhi penegakan  hukum  tersebut, 
selanjutnya dijelaskan secara singkat sebagai berikut.  
a. Faktor Hukumnya   284  
Faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum yang berasal dari 
Undang-Undang menurut Soerjon Soekanto: (1) tidak diikutinya asas-asas  
berlakunya undang-undang; (2) belum adanya peraturan pelaksanaan yang 
yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan (3) 
ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan 
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 
b. Faktor Penegak Hukum.  285 
Penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan  sekaligus. Antara 
kedudukan dan peranan tersebut, mungkin saja timbul konflik (status 
conflict dan conflic of roles). Apabila terjadi kesenjangan antara peranan 
yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan 
aktual, akan terjadi kesenjangan peranan (role-disctance). Pembahasan 
tentang penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. 
Dalam konteks ini, diskresi sangat penting karena: (1) tidak ada perundang-
undangan yang sedimikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua 
perilaku manusia; (2) adaya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan 
perundanng–undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam 
masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian; (3) Kurangnya biaya 
untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh 
pembentuk undang-undang; dan (4) adanya kasus-kasus individual yang 
memerlukan penanganan secara khusus.   
c. Faktor Ssarana atau Fasilitas.286 
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Sarana atau fasilitas memegang peran penting dalam penegakan 
hukum.Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin dapat dilakukan 
penegakan hukum. Untuk mengantisipasi keterbatasan ini, menurut Soerjono 
Soekanto: (1) yang tidak ada-diadakan yang baru;(2) yang rusak atau salah-
diperbaiki atau dibetulkan; (3) Yang kurang-ditambah; (4) yang macet-
dilancarkan; dan (5) yang mundur atau merosot-dimajukan atau 
ditingkatkan.   
d. Faktor Masyarakat 287 
Faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum yang bersumber dari 
masyarakat, disebabkan oleh berbedaan masyarakat dalam mendefinisikan 
hukum. Beberapa pendapat masyarakat tentang hukum: (1) hukum diartikan 
sebagai Ilmu Pengetahuan; (2) hukum diartikan sebagai disiplin, yakni 
ajaran tentang kenyaatan; (3) hukum diartikan sebagai norma atau 
kaidah,yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan; (4) hukum diartikan 
sebagai tata hukum, yakni hukum positip  yang tertulis;(5) hukum diartikan 
sebagai petugas atau pejabat; (6) hukum diartikan sebagai keputusan pejabat 
atau penguasa; (7) hukum diartikan sebagai proses pemerintahah ; (8) 
Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik; (9) Hukum diartikan 
sebagai jalinan nilai; (1) Hukum diartikan sebagai seni.  
e. Faktor Budaya Hukum  288 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum berlaku;  nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 
abstrak mengenai apa yang dianggap baik(sehingga dianuti) dan apa yang 
dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan-pasanga nilai yang mencerminkan dua keadaan 
ekstrem yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum: 
(1) nilai ketertiban dan nilai ketenteraman; (2) nilai jasmaniah/kebendaan 
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dan nilai rohaniah/keakhlakan; (3) nilai kelanggengan/konservatisme dan 
nilai kebaruan/inovatif.     
Menurut Otje Salman, berbicara tentang hukum, pada saat ini tidak 
lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran serta 
penerapam pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara  semestinya, 
tetapi juga akan bergerak  ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk 
turut membentuk tatanan kehidupan yang baru tersebut atau sesuai dengan 
kondisi saat itu.  
289
   
B. Landasan Teori 
1. Pertanggungjawaban Pidana 
a. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam  
1). Tindak Pidana dalam  Hukum Islam.  
  Menurut Abdul Kadir Audah, istilah ’’Jarimah’’ adalah perbuatan 
buruk, jelek atau dosa, sementara menurut Rakhmat Hakim, ’’Jarimah’’ diartikan 
larangan-larangan syara’  yang apabila dikerjakan  diancam oleh Allah SWT 
dengan hukuman had atau takzir. 
290
 Menurut HA Djazuli istilah jinayah mengacu 
kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada 
perbuatan yang dilarang oleh syara’. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha 
menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam 
keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, 
terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang 
diancam  dengan hukuman hudud dan qishas tidak termasuk perbuatan-perbuatan 
yang diancam dengan takzir. Istilah lain yang sepadan dengan Jinayah adalah 
Jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam dengan had dan takzir. 291 
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Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku 
manusia agar berbuat baik yang lazim dikenal sehari-hari dengan sebutan pidana. 
Istilah dalam hukum Islam dinamakan Jinayah. Secara etimologi kata Jinayah 
berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sementara itu,  
menurut agama, kata jinayah berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang 
atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak 
makhuk lainya, yang atas perbuatanya dikehendaki  ada pembalasan seimbang 
dunia dan akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah. 
292
               
Tindak pidana dalam Islam dibagi menjadi hudud, qishash /diat dan 
takzir. Tindak pidana hudud adalah setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan 
oleh Alquran dan khadis Nabi. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling 
serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait dengan kepentingan 
publik, tidak berarti kejahatan hudud tidak memengaruhi kepentingan pribadi. 
Kejahatan hudud ini terkait dengan hak Allah. Tindak pidana ini diancam dengan  
dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan langsung oleh Allah. Hal 
ini berarti baik kuantitas maupun kualitas, ditentukan dan Allah tidak megenal 
tingkatan serta harus dilaksanakan.  
293
 Kata hudud berbentuk jamak, mufradnya 
adalah had, menurut arti bahasa ialah mencegah. Disebut demikian karena had 
atau hukuman mencegah perilaku keji, dan  kejahatan. 
294
   
Menurut Abdullah Alu Bassam, hudud adalah jamak dari hadd, artinya  
larangan atau sesuatu yang menghalangi dua hal sehingga mencegah keduanya  
agar tidak bercampur. Menurut terminologi, hudud diartikan sebagai hukuman 
yang ditentukan secara syar’i sebagai pencegahan agar kemaksiatan-kemaksiatan 
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tidak diterjang. 
295
 Hudud berlaku berdasarkan Alquran, sunnah, ijma’ 
(kesepakatan), ulama secara garis besar, dan sesuai dengan qishash. 
296
 Hudud 
adalah nikmat besar Allah agar berkah dan maslahat tercapai. Hudud adalah 
nikmat besar Allah bagi manusia. Hudud bagi terhukum adalah pembersih dari 
dosa maksiat dan penebus hukuman akhirat. Hudud sebagai  pencegah  bagi 
pelaku dan juga yang lain agar tidak melakukan kemaksiatan. Hudud adalah 
jaminan aman atas darah, harga diri,  dan harta benda semua orang. Tegaknya 
hudud menjamin kebaikan dunia, kemakmuran bumi, tenang dan tenteram akan 
menyebar serta kenikmatan terasa sempurna karena orang-orang jahat dan para 
perusak dikekang.
297
   
Meskipun hudud ditegakan, tetapi rahmat Allah mendahului hukuman. 
Allah akan memaafkan kesalahan anak kecil, orang yang hilang akal, dan orang 
yang melakukan perbuatan salah. Akan tetapi, ia tidak mengetahui bahwa 
perbuatanya salah. Allah telah mempersulit pembuktian  dalam masalah hudud. 
Misalnya dalam masalah perzinahan, harus menghadirkan empat orang saksi yang 
adil atau pelaku secara suka rela mengakui perbuatannya dan tetap dalam 
pengakuan tersebut. Contoh lain dalam pencurian, hukuman potong tangan harus 
didasarkan pada pembuktian yang sempurna dan tidak ada syubkhat di dalamnya.  
298
     
Sebagai wujud kasih sayang-Nya, dalam menentukan jenis hukuman, 
selalu ada hikmah di dalamnya, demikian juga tentang hukuman had. Allah akan 
memberikan hukuman yang sangat adil bagi mereka yang melakukan dosa dan 
aniaya di akhirat kelak. Akan tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, 
mungkin akan berkaitan dengan mashlahah/hak-hak masyarakat selama di dunia. 
Di samping itu, terdapat juga adanya manusia-manusia yang memiliki kekuatan 
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dan kekuasaan yang tidak terjamah oleh mereka yang lemah dan teraniaya dalam 
memenuhi hak-haknya. Akibatnya mereka kehilangan hak-haknya dan 
menyebabkan kerusakan semakin marajalela. Atas dasar kenyataan ini, Allah 
menetapkan hak sebagai penyelaras kehidupan manusia di setiap masa dam setiap 
tempat, untuk mencegah orang-orang melakukan kejahatan dan membuat 
kerusakan di muka bumi. Problema ini hanya dapat diperbaki melalui hukuman. 
299
             
2)  Jenis Pidana dalam Hukum Islam             
Dalam hukum Islam, tindak pidana dibagi menjadi Jarimah/Jinayah 
Hudud (perzinaan, menuduh berzina, minuman keras/khamar, pemberontakan), 
Jarimah/Jinayah Qishash (diat) dan jarimah/jinayah takzir.   
Para fuqaha membagi beberapa jenis pelanggaran hudud, jinayah dan 
takzir. Hudud merupakan pelanggaran  yang hukumannya secara khusus 
diterapkan dengan keras tanpa memberikan peluang bagi lembaga, badan dan  jiwa 
seseorang. Jinayah mencakup pelanggaran, baik dengan qishash (pembalasan yang 
setimpal) maupun membayar diat (denda dengan uang/senilai) bagi korban atau 
diberikan kepada anggota keluarganya. Takzir merupakan pelanggaran yang   
merujuk pada kekuasaan kebijaksanaan yang tersisa bagi penguasa yang  bertujuan 
memperbaharui dan mendisiplinkan warga negaranya. Dalam hudud  yang tampak 
adalah keseragaman (invariabilitas) hukuman. Hukuman hudud harus dijatuhkan 
apabila kejahatan tersebut diketahui oleh penguasa dan terbukti menurut syariah. 
Dalam tindak pidana hudud, korban dan pihak lain tidak memiliki kewenangan apa 
pun setelah kejahatan tersebut diadukan ke penguasa. Hal inilah yang 
membedakan antara hudud, jinayah dan takzir, Untuk  jinayat di luar hudud, 
terdapat alternatif dalam menentukan hukuman, yaitu antara menuntut balasan  
(qishas) atau menuntut ganti rugi. Sebagian besar fukaha menetakan hudud, yaitu 
terbatas pada pelanggaran yang ancaman pidananya telah ditetapkan dalam 
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Alquran dan sunnah  yang meliputi sariqah/mencuri, 
harabah/pemberontakan/perampokan besar di jalan, zina, qadzaf/menuduh 
berzina, sukr/mabuk dan riddah/keluar dari agama Islam. Di samping itu, dalam 
hukum pidana Islam juga mengenal al-baghy yaitu pemberontakan untuk 
menentang  negara Islam.  Untuk kejahatan ini, Alquran tidak menetapkan 
hukuman individu. Maka atas pertimbangan ini keberadaan hadd al-baghy yang 
independen diragukan.  Dari perspektif tingkat kekejaman hukuman ditentukan 
secara ekstrem dan konsekuensi-konsekuensi politik  negatif pelaksanaannya. 
Maka, menurut Abdullahi Ahmed An-Na’im, kriteria hudud hendaknya dibatasi 
pada empat pelanggaran,yaitu sariqah, harabah, zina, dan qadzaf  karena hanya 
itulah pelanggaran-pelanggaran yang hukumanya diatur secara rinci dalam 
Alquran. Kemudian, berkaitan dengan sukr/mabuk, baik Alquran, maupun sunnah,  
tidak menyebutkan hukuman secara khusus.  
a)  Jarimah/Jinayah Hudud 
(1)  Perzinaan 
Pengaturan tentang hukuman bagi pelaku perzinahan, dapat ditemukan  
dalam Alquran, An-Nuur: 2: 
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 
seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan 
hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sebagian orang-orang yang (Alquran, An-Nuur: 2). 
300
 
 
Menurut Ahmad Basyir, yang dimaksud zina adalah hubungan kelamin 
antara laki-laki dan perempuan yang tidak dihalalkan oleh syara’. 301 Zina adalah 
perbuatan memasukan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan 
perempuan yang diinginkan. Pengertian zina sebagai perbuatan hubungan seks 
antara pria dan wanita ini mempunyai batas-batas tertentu dan tidak sama dengan 
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hubungan seks yang disyahkan oleh hukum  (suami istri). Syarat-syarat agar 
hubungan seks dinamakan zina, ialah: 1. ada keinginan dari kedua belah pihak; 2. 
di wujudkan dalam persetubuhan; 3. memasukan kemaluan pria ke kemaluan 
wanita sampai batas optimal; 4. kedua-duanya  bukan suami istri (pria wanita yang 
diharamkan). 
302
    
Dilihat dari pelakunya perzinaan dibagi menjadi dua, yaitu:  (1) Zina 
Mukhson, yaitu perzinaan yang masing-masing pelaku atau salah satunya pernah 
melakukan perkawinan; (2) Zina ghoiru mukhson, yaitu perzinaan yang dilakukan 
oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Untuk Zina mukhson, 
ancaman pidananya adalah dirajam (dilempari batu sampai mati). Sementara itu, 
untuk zina ghoiru mukhson, ancaman pidananya adalah dijilid (dicambuk atau 
dipukul) 100 kali dan dibuang selama satu tahun ke daerah lain. Ibnu Mundzir 
berpendapat bahwa orang yang pernah menikah berzina, dihukum dijilid kemudian 
keduanya dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu). Hukuman tersebut 
dikenakan pada laki-laki dan perempuan. 
303
   
Had terhadap muhshon atau muhshonah 
304
 yang melakukan zina  
berdasarkan  Alquran, An-Nisaa: 15 adalah disekap di dalam rumah atau dipenjara 
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sampai mati atau berdasarkan  hadist  riwayat Abu Hurairah dan riwayat Ibnu 
Abbas dari Umar Bin Khatab, bahwa riwayat had untuk zina yang 
muhshan/muhshanah adalah rajam yaitu dilempari batu sampai mati. Adapun 
terhadap ghair muhsnah/ ghairu muhshanah, berdasarkan  Surat An-Nuur: 2 adalah 
didera  100 kali,di hadapan orang ramai. Menurut  pendapat Syafi’i dan Ahmad 
Ibnu Hambal, di samping itu ia harus diasingkan selama 1 tahun. 
305
    
Agar tuduhan zina itu diterima oleh hakim, harus ada saksi paling sedikit 
4 orang yang’’berakhlak’’.  ila tidak, penuduh dapat terperangkap dalam tindak 
pidana memfitnah zina (qadzaf).  Hal ini menunjukkan bahwa agama melindungi 
kehormatan dan nama baik seseorang. Zina yang disaksikan oleh 4 orang 
menunjukan betapa pelakunya tidak punya rasa malu. 
306
   
Pada zaman Rasulullah, hukuman rajam kepada pelaku perzinaan pernah 
dilaksanakan. Contoh kasus tentang hukuman rajam, dijelaskan sebagai berikut: 
307
 
1. Kasus Posisi Ma’iz Al-Aslami 
’’Ma’iz Al-Aslami ialah orang budak dibawah pengawasan Nazal bin Nuaim. 
Ia berzina dengan seorang perempuan dari suku Hayyu. Nazzal menyuruhnya 
menghadap Rasul Allah SWT. Atas dasar permintaan untuk mensucikan 
diri,maka Rasulullah menjatuhkan pidana rajam pada laki-laki tersebut. Di 
saat Ma’iz merasakan sakitnya lemparan batu, dia berteriak :’’Wahai kaumku 
kembalikanlah aku kepada rasul Allah, Beliau tidak menghukumku, tetapi 
kamulah yang menghukumku. Orang-orang  terus saja melempari sampai 
mati. Kemudian Rasulullah berkata:’’Sebaiknya kamu tinggalkan saja dia. 
Biarlah dia bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima 
taubatnya.’’ Rasul Allah amat murka ketika beliau mendengar bahwa mereka 
melempari Ma’iz seperti melempari anjing. Kemudian Rasulullah menyatakan 
bahwa:’’Ma’iz telah bertaubat,dan sekiranya pahalanya dibagikan kepada 
tujuh puluh orang, niscaya pahalanya masih lebih  Muttafaq ‘alaih . 
 
Pada sumber lain disebutkan, Ma’iz bin Malik Al-Aslami datang kepada 
Rasulullah, saat beliau  berada di Masjid. Dihadapan Rasul, Ma’iz mengaku 
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telah berzina. Nabi berpalimg dan berharap Ma’iz kembali dan bertaubat 
antara dirinya dengan Allah SWT. Namun Ma’iz  datang  kembali ke Nabi, 
karena marah terhadap dirinya dan bertekad kuat untuk membersihkannya 
dengan hak. Ma’iz kembali menghadap Rasul dan kembali mengaku telah 
berzina. Nabi-pun berpaling, hingga ia bersaksi empat kaki terhadap dirinya 
bahwa ia telah berzina. Saat itulah, Rasul memastikan kondisinya. Beliau 
bertanya kepada Ma’iz, apakah  ia gila, ia pun menjawab tidak. Kemudian 
Rasul bertanya kepada keluarga Mu’iz perihal kesehatan akalnya, mereka 
semua memuji Ma’iz. Rasulpun mempertanyakan kepada Mu’iz, jangan-
jangan hanya mencium sehingga tidak mewajibkan had, Mu’iz pun menjawab 
bahwa dirinya telah berzina. Setelah Rasul memastikan semuanya dan 
kewajiban untuk menegakan had sudah terpenuhi, beliau perintahkan  para 
sahabat nabi untuk membawa dan merajamnya.  Para sahabat kemudian 
membawa Mu’iz ke  aqi Charqad-tempat shalat jenazah-lalu mereka 
merajamnya. Saat ia merasakan sakitnya lemparan batu, jiwa manusiawi 
Mu’iz mencari keselamatan dan ingin melarikan  diri dari kematian, ia 
akhirnya melarikan diri, para sahabat berhasil mengejarnya, lalu mereka 
melempari  batu hingga mati. Semoga Allah mengampuni dan meridainya. 
308
            
2. Kasus posisi Al Ghomidiyah 
’’Seorang yang bernama Al-Ghomidiyah menghadap Rasul Allah SAW,  Ia 
berkata:’’Ya Rasul Allah, aku telah berbuat zina, maka sucikanlah aku, tetapi 
Rasul Allah menolaknya.’’ Pada hari berikutnya ia datang lagi dan 
mengatakan ia sebagaimana yang ia katakan sebelumnya, tetapi Rasul Allah 
menolaknya. Al-Ghomidiyah kemudian berkata kepada Rasul Allah:’’Apakah 
Tuan menolakku sebagaimana Tuan menolak Ma’iz  Sungguh aku hamil.     
Setelah melahirkan, ia kembali menghadap Rasulullah sambil membawa 
seorang bayi yang dibungkus dengan secarik kain dan berkata:’’Inilah aku 
telah melahirkan’’. Rasulullah menyuruhnya ia pergi lagi, hingga anak 
tersebut disapihnya. Setelah ia menyapih anaknya, iapun kembali menghaap 
Rasulullah seraya membawa anaknya yang menggenggam sekeret roti, iapun 
bekata:’’Ya Rasulullah, ini anakku telah kusapih, dan dia telah makan selain 
dari pada susu’’. Kemudian Rasulullah menyerahkan bayi itu kepada sahabat 
dan beliau menyuruh wanita tersebut dirajam. Kholid bin Walid mencaci 
wanita itu, namun Rasullah mencegahnya dan menjelasan bahwa dia telah 
bertaubat. Setelah ia mati Rasulullah pun menyalatinya (H.R Muslim).   
 
Dengan tidak bermaksud menutup satu kemunginan dari beberapa 
kemungkinan yang lain, baik dalam kasus Ma’iz Al-Aslami maupun kasus Al 
Ghomidiyah, sikap Rasul (berpaling dan dialog-dialog antara Rasul dengan Ma’iz 
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Al-Aslami dan Al-Ghomidiyah), meskipun pada akhirnya mereka dirajam juga 
atas permintaan sendiri (sebagai wujud pensician diri), sesungguhya mengandung 
makna agar keduanya mencabut pengakuannya  yang dengan pencabutan tersebut 
hukuman rajam tidak dijatuhkan.  
Makna yang demikian (memberi waktu dan peluang bagi pelaku untuk 
mencabut pengakuanya), tentunya tidak berlaku bagi kasus-kasus perzinahan, baik 
mukhson maupun ghoiru mukhson, yang dalam peristiwa tersebut disaksikan oleh 
empat orang saksi (ada empat orang) dan keempat-empatnya melihat perbuatan 
itu, seperti melihat masuknya ember ke dalam sumur. Tentunya dapat dipahami 
betapa bejadnya moral manusia (pelaku) apabila dia melakukan  perzinahan yang 
terlihat atau dapat dilihat oleh empat orang dan keempat-empatnya melihat 
perbuatan tersebut, seperti melihat masukya ember ke dalam sumur. 
Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengampuni pelaku kejahatan 
(perzinaan) yang diancam dengan hukuman rajam setelah bertaubat, tidak 
bertentangan dengan syari’at. Pandangan Ibnu Qayyim tersebut mengacu pada 
pendapat yang sahih, bahwa barang siapa yang bertaubat dari perbuatan yang 
bersifat had sebelum hukuman had itu dijatuhkan kepadanya, gugurlah hukunan 
had terhadapnya. Selanjutnya dikisahkan, ketika seorang pengembala mengakui 
berbuat zina di depan Nabi SAW, namun setelah Nabi memutuskan hukuman 
rajam terhadapnya, pengembala itu menghindar, dan para sahabat berusaha hendak 
mengejarnya. Maka, Nabi SAW  melarang mereka dilarang mengejarnya. Beliau 
bersabda:’’Mengapa kamu sekalian tidak membiarkannya pergi, kemudian Allah 
SWT menerima taubatnya’’.309     
Masih menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikisahkan Al-Harani telah 
bercerita kepadaku Umar bin Hammad bin Thalha, telah becerita kepadaku Asbath 
nin Nashar, dari Samak, dari Alqamah bin Wali, dari ayahnya, yang pada intinya: 
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310
  ’’Seorang perempuan yang hendak ke Masjid, tiba-tiba dihadang oleh laki-laki 
dan hendak  memperkosanya. Perempuan tersebut kemudian meminta tolong dan 
seorang laki-laki  datang untuk menolong wanita tersebut. Bersamaan dengan itu, 
datang serombongan orang dan wanita tersebut lari ke kerumunan orang banyak 
dan meminta tolong kalau dirinya telah diperkosa oleh laki-laki. Orang-orang 
berusaha menolong wanita tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang 
sebetulnya mau menolong wanita tersebut. Laki-laki tersebut ditangkap dan 
dihadapkan kepada Rasul  bahwa ia telah memperkosa wanita tersebut dan wanita 
itu pun mengatakan bahwa laki-laki-laki itulah yang telah memperkosanya. Pada 
saat hukuman rajam akan dijatuhkan, tiba-tiba muncul laki-laki yang mengaku 
telah memperkosanya. Kini dihadapan Rasul ada tiga orang, yaitu: Pertama,  
Perempuan yang menjadi korban perkosaan. Kedua, Laki-laki yang  hendak 
menolong wanita korban perkosaan. dan Ketiga, Laki-laki yang sebenarnya 
menjadi pelaku perkosaan terhadap wanita. Selanjutnya,  Rasulullah bersabda 
kepada pemerkosa: ’’Karena kamu bertaubat dengan memberikan pengakuan yang 
jujur, maka kamu diberi pengampunan’’. Sementara itu kepada laki-laki yang 
bermaksud memberikan pertolongan, Rasulullah memberikan pujian terhadapnya. 
Ketika itu, Umar mengusulkan agar pelakunya diberi hukuman rajam, tetapi 
Rasulullah menolaknya, dan bersabda:’’Dia benar-benar telah bertaubat’’.    
Masih menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,  Al-Bukhari menyitir hadis Al-
Qamah bin Wail, dari ayahnya, dari Muhammad bin Yahya Al-Naisaburi, dari Al-
farabi, dari Simak, yang pada intinya:’’ ahwa pada zaman rasul, ada seorang 
perempuan  yang hendak menunaikan shalat, tiba-tiba dikejar oleh laki-laki dan 
memperkosanya. Setelah peristiwa itu, tiba-tiba lelaki itu lari menghilang. Pada 
saat itu, terdapat seorang laki-laki yang mendengar jeritan perempuan  tersebut 
kemudian mendekati perempuan tersebut untuk menolongnya. Bersamaan dengan 
itu, datang  sahabat muhajirin dan menangkap  laki-laki itu yang disangka sebagai 
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pelakunya. Perempuan itu pun mengakui  bahwa laki-laki itulah yang telah 
memperkosanya. Laki-laki tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Pada 
saat hukuman rajam akan dijatuhkan tiba-tiba, datang seorang laki-laki dan 
berkata:’’Wahai Rasulullah, sesungguhnya akulah yang melakukanya’’. Setelah 
mendengar pengakuan laki-laki tersebut, Rasulullah tidak merajamnya. Rasulullah 
bersabda’’Dia benar-benar telah bertaubat, dan kalau saja penduduk madinah 
bertaubat seperti taubatnya, niscaya taubat mereka diterima oleh Allah SWT.  
311
            
(2) Menuduh Berzian 
Pengaturan tentang Hukuman  bagi orang-orang yang menuduh berzina di 
temukan dalam Alquran, An-Nuur: 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 berikut ini. 
 
Syarat hukuman bagi yang menuduh wanita baik-baik berzina: 
312
  
1. Penuduh adalah orang dewasa, berakal sehat, dan melemparkan tuduhan atas 
inisiatif dan bukan atas tekanan orang atau pihak lain.  
2. Orang yang dituduh  adalah orang  yang berakal  sehat, dewasa, beragama 
Islanm, merdeka, dan tidak pernah  berbuat zina atau bukan pelacur.  
3. Kalimat tuduhan, baik kata-kata maupun tulisan, menunjukan bahwa orang 
yang dituduhnya telah berbuat zina, baik menggunakan kalimat lugas maupun 
kalimat sampingan,  seperti bukankah Anda pezina. 
4. Terdakwa,  dalam hal ini,  penuduh dikatakan  bertanggung jawab atas tuduhan 
yang dilontarkan dengan pernyataan sendiri atau diajukan oleh seseorang 
dengan dukungan dua orang saksi, kedua laki-laki yang adil. 
Pertanggunggjawaban atas tuduhan yang dilontarkan dinyatakan benar 
jika penuduh mampu menghadirkan saksi empat orang laki-laki adil yang 
mendukung tuduhan yang dilontarkan  sehingga dapat dinyatakan benar. Jika 
terdakwa, yakni penuduh dinyatakan menang, maka pihak tertuduh dikenal 
hukuman menuduh zina.    
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(3) Minuman Keras/Khamar 
Khamar secara harfiah artinya tertutup. Kata khamar dipahami sebagai 
minuman  yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada 
zaman klasik, cara mengonsumsi  benda yang memabukan ada yang diolah dalam 
bentuk minuman  sehingga para pelakunya  disebut peminum. Pada era modern, 
benda yang memabukkan dapat dikemas  menjadi aneka kemasan berupa  benda 
padat, cair, dan gas, bahkan ada yang dikemas menjadi bentuk makanan, 
minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan  dan kondisi 
pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam khamar adalah seluruh tindakan 
untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalaui pencernaan  atau jaringan 
tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakaianya mengalami 
gangguan kesadaran.   
313
    
Dasar  hukum meminum minuman yang memabukkan dapat  ditemukan 
dalam Alquran, Surat Al-Maidah: 90: 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah  
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan 
) itu agar kamu beruntung. (Alquran, Al-Maidah: 90). 
314
 
 
Para ulama sepakat bahwa setiap konsumen khamar ditetapkan  sanksi 
hukum berupa had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana  
pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana. Terhadap pelaku pidana yang 
mengonsumsi minuman atau obat –obatan yang membahayakan, sampai batas 
yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafiah dan Malik,  
hukumannya dera 80 kali. Menurut  Syafi’i  hukumanya hanya 40 kali. Namun ada 
riwayat  yang menegaskan  bahwa jika pemakai setelah dikenai hukuman masih 
terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumanya adalah hukuman mati. 
315
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Mengenai  kemaslahatan dan kemudaratan meminum khamar, dapat 
ditemukan penjelasanya dalam Alquran, Al-Baqarah: 219:  
 
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan 
judi.Katakanlah, ’’Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya’’. Dan menanyakan 
kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan.Katakanlah, ’’Kelebihan 
 dari yang diperlukan ’’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu agar kamu memikirkan (Alquran, Al-Baqarah: 219). 
316
 
 
Pada suatu waktu dikisahkan, ketika Quddamah bin Maz’hun dituduh 
meminum minuman  khamar, maka setelah terbukti, Umar Bin Khatab (Khalifah 
kala itu) memutuskan hukum dera. Akan tetapi Quddamah menolak dengan 
alasan: Demi Allah, sekiranya aku minum khamar seperti yang mereka katakan, 
anda tidak berhak menderaku, karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah: 93 
’’Tidaklah berdosa orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap 
memakannya sesuatu apabila mereka bertakwa dan beriman serta beramal sahleh, 
kemudian bertakwa dan beriman kemudian bertakwa dan berbuat ikhsan. Dan 
Allah menyenangi orang-orang yang berbuat ikhsan’’, Saya termasuk golongan  
mereka’’. Mendengar itu, Umar bertanya kepada majelis: ’’Apakah kalian tidak 
menolak alasan Quddamah ini  Abdullah bin Abas berbicara:’’Sesungguhnya 
mereka yang disebutkan dalam ayat itu adalah orang terdahulu  dan ayat 
diturunkan untuk menyatakan keuzuran mereka disebabkan mereka bertakwa 
kepada Allah sebelum diharamkannya minum khamar. Akan tetapi ayat itu 
menjadi ancaman terhadap orang yang tinggal sekarang karena Allah berfirman 
dalam Surat Al-Maidah: 90:’’Maka jika termasuk orang beriman dan beramal 
shaleh dam berbuat ikhsan, maka sesungguhnya Allah telah melarangnya 
meminum khamar.’’ Umar mengakui dengan mengatakan :’’Engkau benar’’.   317   
(4) Pencurian 
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Pengaturan tentang ancaman pidana bagi pelaku pencurian, dapat 
ditemukan dalam Alquran, Al-Maidah: 38-39: 
 
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang  mereka lakukan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (Alquran, Al-
Maidah:38). Tetapi barangsiapa bertobat  setelah melakukan kejahatan itu dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Peyanyang (Alquran, Al-Maidah: 39) 
318
     
 
Al-Qadhi Iyadah menyatakan: ’’Allah melindungi harta dengan 
mewajibkan potong tangan bagi para pencuri. Hukuman ini hanya berlaku bagi 
pencurian dan bukan yang lain, seperti pencopetan, perampasan, perampokan dan 
lain-lain. Kasus-kasus tersebut dikatagorikan sebagai kejahatan yang 
pembuktianya mudah, berbeda dengan pencurian yang pembuktiannya sulit.    
319
  
Hukuman potong tangan bukanlah hukuman yang asal dilakukan tanpa 
adanya kriteria tertentu. Namun, hal ini adalah hukuman yang adil yang harus 
dipenuhi kriterianya sehingga pelakunya benar-benar berhak untuk dipotong 
tangannya supaya menghasilkan  efek jera  baginya dan bagi orang lain, tanpa 
mengabaikan hak si pelakunya. Untuk dapat dipotong tangan, harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut. 
320
    
a. Ia seorang yang mukallaf, berniat untuk mencuri, tidak terpaksa dalam 
mencuri, tidak didapati adanya hubungan antara pencuri dengan yang dicuri, 
tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian.  
b. Tidak terpaksa, bukan orang yang dipaksa orang lain untuk melaksanakan 
pencurian  dengan ancaman yang membahayakan nyawanya. 
c. Tidak didapati adanya hubungan kekerabatan.  
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d. Tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya adalah tidak 
dalam kondisi terpaksa saat melakukannya, misalnya ia lapar, sangat 
membutuhkan harta dan sebagainya. Ibnu Qayyim Rahimahullah 
berkara:’’adalah syubhat  yang kuat dapat memalingkan hukum had karena ia 
sangat membutuhkanya. Ini adalah (alasan) yang lebih kuat dibandingkan 
dengan syubhat yang sebutkan oleh banyak para ulama.  
e. Kriteria pencurian hukuman potong tangan yang berkaitan dengan barang 
yang dicuri antara lain (1) Pencurian dilakukan dari tempat/penyimpaan yang 
terjaga. Ibnu Mundz Rahimakumullah berkata:’’Mereka sepakat bahwa 
potong tangan diberlakukan kepada orang  yang mencuri  dari tempat 
penyimpanan. Tempat penyimpanan/yang terjaga di sini adalah tempat 
penunjang yang dapat menjaga harta yang dimaksudkan dengan aman; 
misalnya rumah yang terkunci, lemari, atau toko yang ditutup dan semisalnya. 
(2) Harta yang dicuri adalah harta yang terhormat, punya pemiliknya atau 
wakilnya. (3) Barang yang dicuri mencapai nishab/batasan minimal dalam 
masalah pencurian, yaitu tiga dinar atau senilai  dengan salah satu atau 
kedunya. Dalam hadis Aisah disebutkan bahwa Nabi Shallalahu’alihi 
wasallama bersabda:’’Tidak dipotong tangan (pencuri) terkecuali pada 
seperempat dinar atau lebih’’.  ila dinilai dengan uang rupiah, bisa dilihat 
dengan harga emas yang sekarang berlaku. Syekh Utsaimin berkata:’’Jumlah 
seperempat dinar yang dimaksudkan pada zaman sekarang, sedikit sekali, 
yakni sebesar mitsqal-dinar Islam, kemudian ia menanyakan orang pemilik 
emas, berapa ukuran mitsqa/berat dari dinar emas? Sedikit sekali yakni sekitar 
dua puluh riyal (satu riyal sekitar dua ribu sampai tiga ribu rupiah). (4) 
Terbuktinya pencurian oleh si pelaku baik dengan cara bukti dua orang saksi 
yang menyatakan bahwa pelakulah yang mengambil maupun  dengan cara 
pengakuan dari si pelaku. Tidak diperbolehkan adanya saksi wanita, walaupun 
bersaksi terhadap dua orang wanita atau lebih dengan seorang laki-laki. Dalam 
hudud, saksi wanita tidak dapat digunakan. 
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f. Para ulama sepakat seorang pencuri pada pencurian yang pertama dipotong 
tangan sebelah kananya. Bila ia mencuri kedua kalinya, maka dipotong 
kakinya. Kemudian, mereka berbeda pendapat. Bila ia mencuri yang ketiga 
kalinya. Setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, mayoritas mereka 
berpendapat dipotong tangan kirinya. Bila ia mencuri lagi dan seterusnya, kaki 
kanannya dipotong. Kemudian,  bila ia mencuri  lagi, ia dihukum takzir dan 
dikurung   
g. Seorang yang dimaafkan oleh orang yang dicurinya dan belum sempat 
diangkat perkara/diajukan ke hakim, maka hal ini dapat menghindarkan si 
pencuri dari hukuman potong tangan.    
Dalam pada itu, terhadap pengertian memotong tangan atas pencuri dalam 
ayat al-Sariq wa al-sariqah faqta’ uaidiyahuma, kata faqta’u diartikan memotong.  
Para ulama juga ada yang mengartikan memotong tidak dalam pengertian harfiah, 
tetapi sebagai memutuskan daya dan kemampuan si pencuri agar tidak 
memungkinkan melakukan pencurian ulang.  
321
   
Menurut Abdul Khan, hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan 
hukuman maksimal yang dijatuhkan dalam kondisi tertentu di samping potong 
tangan ada hukuman penjara. 
322
   
Alquran sudah final;  wahyu telah berhenti; dan Nabi Muhammad SAW 
telah berpulang ke pangkuan-Nya. Akan tetapi, zaman terus berputar dan 
persoalan yang dihadapi umat manusia semakin kompleks dan hukum Islam harus 
tetap eksis sepanjang zaman. Faktor sosiologis inilah yang disadari oleh Umar 
Ibnu Khatab sehingga dalam kasus pencuri yang dibebaskan  dari hukuman potong 
tangan. Umar tidak bermaksud melawan nash Alquran, tidak juga menafikan 
syarat-syarat potong tangan sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Akan tetapi, 
Umar lebih memperhatikan aspek psikososial si pencuri yang terpaksa melakukan 
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pencurian. 
323
  Di Arab Saudi yang notabenenya adalah negara Islam, Mahkamah 
Syari’ah Arab Saudi  baru menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri pada 
tahun 1960-an, setelah 70 tahun Mahkamah Syariah di  negeri itu berdiri. 
Hukuman itu pun akan dilaksanakan apabila seseorang diketahui mencuri untuk 
yang kedua kalinya. 
324
   Menurut Draft Rancangan Qanun Pencurian Pemerintah 
Nanggro Aceh Darussalam, disebutkan hukuman potong tangan baru akan 
dijatuhkan apabila seseorang mencuri milik orang lain dari tempat penyimpanan 
yang layak senilai 94 gram emas atau lebih (Pasal 4). Sementara itu yang 
mengambil harta senilai 64 gram emas sampai 94 gram emas,  akan dicambuk 
paling tinggi 45 kali dan paling  rendah 15 kali atau memilih denda  senilai Rp. 
45.000.000,0 (Empat Puluh Juta Rupiah) atau paling rendah Rp. 15.000.000,- 
(Lima belas juta rupiah), atau dipidana penjara paling lama 7 tahun enam bulan 
atau paling rendah enam bulan (Pasal 5). 
325
   
Menurut Mahmuhtarom, memahami ide-ide di balik teks  penting  untuk  
diperhatikan. Salah satu contohnya adalah dalam memahami prinsip tentang 
hukuman potong tangan bagi pencuri, tentunya tidak relevan lagi  untuk diterapkan 
secara harfiah dalam kehidupan sosial dewasa ini. Dalam pemaknaan ide di balik 
teks, yang semestinya dipotong di sini bukan tangan atau anggota tubuh yang 
melakukan kejahatan itu, melainkan faktor-faktor penyebabnyalah yang harus 
dipotong atau dihilangkan. Hal ini disebabkan ide dasar dari hukuman potong 
tangan itu sesungguhnya adalah terletak pada upaya untuk menghilangkan sebab 
terjadinya perbuatan jahat seperti pencurian. 
326
   
Menurut Muhammad Ahmad Rofiq, dalam penerapan hukum, penegak 
hukum perlu  mempertimbangkan psiko-sosial masyarakat sebagai pelaku hukum. 
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Menurut Muhhamad  Rawas Qal’ah, dalam hukum Islam dikenal konsep Azimah, 
artinya hukum yang berlaku dalam situasi normal, berbeda halnya dengan situasi 
tidak normal. ’’Umar Ibu Khatab,  misalnya pernah tidak menjatuhkan hukuman 
potong tangan kepada Ubaid pembantu Hathib Ibnu  Abi  alta’ah yang mencuri 
unta bersama  seorang laki-laki dari Mazinah, mereka bersama-sama 
menyembelih. Maka dilaporkan kasus ini kepada Umar Bin Khatab. 
Kemudian,Umar memerintahkan kepada Katsir ibnu al-shalat agar memotong  
tangan mereka. Akan tetapi setelah diinformasikan  bahwa mereka melakukan 
pencurian itu karena kelaparan  Maja’ah , Umar ibnu Khatab tidak jadi 
melaksanakannya.
327
   
Dalam Khadis Bukhari dan Muslim, dari Aisyah, kaum Quraisy dibuat 
sedih oleh kasus wanita Makhzum yang mencuri. Mereka berkata:’’Siapa yang 
bisa berbicara  dengan Rasulullah terkait hal ini  Mereka bilang, ’’Tidak ada yang 
berani selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasululah? Usamah kemudian 
berbicara kepada Rasulullah, lalu beliau berkata, ’’Apakah kau menjadi perantara 
(untuk membatalkan) salah satu hukum Allah? Setelah itu beliau menyampaikan 
khutbah.  eliau berkata, ’’Sungguh, orang-orang sebelum kalian binasa tidak lain 
karena jika ada orang terhormat di antara mereka mencuri, mereka 
membiarkannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka 
menegakkan had kepadanya.
328
    
Abdullah Alu  assam mengisahkan:  ’’Seorang wanita  ani Makhzum 
meminjam barang orang lain dan kemudian mengingkari barang tersebut. Suatu 
ketika ia meminjam perhiasan lalu mengingkarinya, lalu kemudian ditemukan 
perhiasan itu ditempatnya. Kasus tersebut terdengar oleh Rasulullah dan beliau 
bertekad untuk menerapkan hukum Allah dengan memotong tangan wanita 
tersebut. Wanita tersebut termasuk orang yang terhormat  sehingga merasa sedih 
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kepadanya apabila hukum akan diterapkan kepadanya. Selanjutnya, mereka 
bermusyawarah dan mengutus Usamah bin Zaid untuk melobi Rasul agar wanita 
tersebut terhindar dari hukuman. Atas permohonan Usamah bain Zaid, Rasulullah 
berkata pada Usamah bin Zaid, apakah kau akan menjadi perantara  agar wanita 
tersebut terlepas dari hukuman.
329
 
Mengacu kisah di atas, yang selanjutnya dihubungkan dengan penjatuhan 
had pada pelaku pencurian, Abdullah Alu Bassam memberikan catatan antara lain: 
330
 
Larangan melobi dan pengingkaran terhadap  pelakunya. Larangan ini sebelum 
kasus sampai ke tangan hakim. Ibnu Darqiq Al-Id menyatakan,’’Hadis ini 
menunjukkan larangan melobi had setelah kasusnya sampai ke sultan. Ini 
memperbesar dosa nepotisme bagi kalangan terhormat dalam melobi hudud Allah. 
Saya (Abdullah Alu Bassam: peulis  sampaikan, ’’ atasan sebelum kasus sampai 
ke tangan hakim  tidak mengacu pada hadis ini, tapi bersumber dari nash-nash 
lain, seperti riwayat para pemilik kitab Sunan dan Ahmad, dari Shafwan bin 
Umaiyah, setalah Nabi memerintahkan memotong tangan orang yang mencuri 
surban beliau lalu ada seorang yang berbicara kepada beliau terkait masalah ini: 
’’Kenapa itu tidak kalian lakukan sebelum  kalian membawanya  pencuri  
kepadaku? Sementara jika kasus belum sampai ke tangan hakim, apakah 
dilaporkan ataukah dibiarkan? Yang terbaik dalam hal ini adalah 
mempertimbangkan risiko, antara maslahat dan mafsadat. Jika pelaku tidak 
termasuk penjahat, Nabi bersabda:’’Terimalah kesalahan-kesalahan orang 
terhornat.’’Jika kasus tersebut bisa menimbulkan kerusakan apabila dilaporkan, 
untuk kasus seperti ini lebih  baik tidak dilaporkan. Namun,  jika bisa 
menimbulkan banyak kerusakan apabila dibiarkan, misalnya karena pelakunya 
penjahat,  lebih baik dilaporkan bahkan wajib.’’        
(5)  Pemberontakan                            
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   Abdullah Alu Bassaman, op.cit., hlm.1014-1015. 
330
   Abdullah Alu Bassaam, op.cit., hlm. 1015-1016. 
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Bughah secara harfiah artinya menanggalkan atau melanggar. Dalam 
istilah hukum Islam, yang dimaksud dengan bughah adalah usaha atau gerakan 
yang oleh satu kelompok dengan tujuan  untuk menggulingkan  pemerintahan 
yang sah.  
331
 Ancaman hukuman bagi pelaku pemberontakan, tercantum dalam 
Alquran, Al-Hujurat: 9: 
 
Dan apabila dua golongan orang mukmin berperaang, maka damaikanlah antara 
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang 
lain,maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu 
kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah 
Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku lah adil. 
Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Alquran, Al-Hujurat: 9). 
332
 
 
Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan pemberontak dan harus 
dihukum  sebagaimana ditetapkan pada ayat di atas dengan catatan sebagai 
berikut:  
333
 
1. Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan. 
2. Pemberontakan merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan  sehingga 
pemerintah untuk mengatasi gerakan tersebut harus bekerja keras. Jika 
gerakan tersebut hanya dilakukan oleh segelintir orang yang mudah diatasi 
dan dikontrol, tidak termasuk bughah.  
3. Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai 
gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan  yang sah. 
Jika tidak, gerakan tersebut dikategorikan sebagai pengacau keamanan  atau 
perampok. 
4. Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan  karena tanpa ada seorang 
pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud. 
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   Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 122. 
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   Departemen Agama Republik Indonesia, op.,cit., hlm. 412.  
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    Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 122. 
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Sebagaimana konstitusionalisme, lapangan hukum pidana juga 
memerlukan reformasi  menyeluruh. Salah satu kelemahan hukum pidana Islam 
klasik yang mencolok adalah terlalu banyaknya ketidakpastian hukum dalam fikih 
klasik, seperti belum adanya clear-cut definition tentang apa yang dimaksud 
dengan muharibun (pemberontakan) yang kadang disebut dengan bughat (juga 
berarti pemberontakan). 
334
  Bahkan sebagian ulama fikih, menyebutnya dengan  
qath’ u ath-thariq (begal) walaupun sebenarnya antara keduanya berbeda. Delik 
pidana selalu mengacu pada ayat Al-Maidah: 33 yang mencantumkan 
hukumannya sekalian bahwa pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah  
dan Rasul-Nya  dan membuat kerusakan  di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau 
disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal  balik. 
335
 
Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pemberontak? Apakah mereka 
yang kritis terhadap pemerintah? Apa mereka yang acuh terhadap pemerintahan 
yang sudah tidak disukainya lagi? Dan apa pula yang dimaksud  dengan pelaku 
perusakan di bumi? Semua belum didefinisikan oleh Islam klasik dengan baik, 
sehingga muncul berbagai ragam interpretasi. 
336
   
Alquran, Al-Maidah: 33-34 menyebutkan: 
 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat 
kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan 
kaki  secara silang atau diasingkan dari tempat kediamanya. Yang demikian itu 
kehinaan bagi mereka di dunia,dan diakhirat mereka mendapat azab yang besar 
(Alquran,  Al-Maidah: 33). Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu 
dapat menguaszai mereka; maka ketahuilah, bahsa Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang (Alquran,  Al-Maidah:34)  
337
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    Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit, Nasionalisme Hukum Islam dan Islamisasi Hukum  
Hukum Nasional Pasca Reforamasi, Tiara Wacana, Yogyakarta, Juli, 2008, hlm. 186.  
335
   Ibid, hlm. 186.  
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   Ibid, hlm. 186. 
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   Departemen Agama Republik Indonesia, op., cit., hlm. 90. 
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b)  Jarimah/Jinayah Qishash /Diat 
Jarimah/jinayah qishash (diat) membicarakan ancaman pidana bagi 
pelaku perbuatan pidana yang menyebabkan matinya orang lain atau tidak 
sehatnya seseorang atau sakitnya seseorang. Dalam Islam dikenal istilah 
pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang  tidak sengaja. Pembagian 
jenis pembunuhan ini mengacu pada Alquran, An-Nisa’: 92-93):  
 
Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh 
seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakakn seorang 
hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
membebaskan pembayaranya. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang 
memusuhimu,padahal dia orang yang beriman,maka (hendaklah si pembunuh) 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari 
kaum(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekaan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa 
tidakmendapatkan (hanba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa 
dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha 
Menhetahui,Maha Bijaksana. (Alquran, An-Nisaa’: 92 . Dan barangsiapa 
membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasanya ialah neraka 
jahanaman, dia kekal di dalamnya. Allah Murka kepadanya, dan Melaknat serta 
Menyediakan azab yang besar. (Alquran, An-Nisaa’: 93 .   
 
Mengenai kewajiban melakukan qishas, pengaturanya terdapat dalam 
Alquran, Al-Baqarah: 178-179:  
 
’’Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) 
qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan 
perempuan.Tetapi barangsiapa memperoleh  maaf dari saudaranya, hendaklah ia 
mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik 
(pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rakhmat dari Tuhan-mu. 
Barangsiapa malampaui batas  setelah itu, aka ia akan mendapat azab  yang sangat 
pedih (Alquran, Al-Baqarah: 178). Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan 
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bagimu,wahai orang-orang yang berakal,agar kamu bertakwa (Alquran, Al-
Baqarah: 179).    
338
                  
 
Dalam hubungannya dengan Jarimah/Jinayah qishash, Teungku 
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy memberikan catatan sebagai berikut.  
339
 
1. Apabila kita meletakkan persoalan ini dalam neraca kemaslahatan umum, 
bukan neraca perasaan perseorangan nyatalah bahwa qishsah yang dilakukan 
secara adil itu, adalah dasar asasi yang dapat mendidik umat bangsa dan 
nyatalah pula bahwa menghapuskan hukuman mati sama sekali menyebabkan 
kaum-kaum pengacau semakin lebih menumpahkan darah manusia  yang 
tidak  bersalah. Takut  kepada penjara dan dihukum kerja berat mungkin 
menjadi penghalang dalam negara-negara yang penduduknya hidup dengan 
segala kemewahan, hidup dalam serba kenikmatan di sebagian negara Eropa. 
Tidaklah demikian keadaanya di negara-negara lain. 
2. Dijumpai sebagian anggota masyarakat memandang bahwa penjara lebih baik 
baginya dari pada rumahnya sendiri. Pembunuh yang meyakini bahwa dia 
akan dihukum penjara saja, mempunyai harapan untuk mendapatkan 
keringanan hukuman pada tiap-tiap tanggal tertentu. Oleh karena itu,  
qishashlah yang dapat mendidik manusia di segenap masa dan tempat serta 
qishshlah yang dapat menghalangi mereka untuk membunuh. 
3. Akan tetapi, apabila menjatuhkan hukuman mati itu, tidak menimbulkan 
kemudaratan sedangkan tidak menjatuhkan hukuman mati itu tidak 
menimbukkan kerusakan, seperti seorang membunuh kerabatnya lantaran 
sesuatu sebab yang  mendadak, sedang si pembunuh itu bertanggung jawab 
bagi keluarga atau menimbulkan kerusakan apabila dijatuhi hukuman mati 
atas yang bersalah, dalam hal ini, dapatlah dihindari hukuman mati dengan  
kerelaan dan kemaafan dari wali-wali yang  terbunuh. 
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    Departemen Agama Republik Indonesia, op.,cit., hlm. 21 
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    Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pidana Mati Dalam Syari’at Islam, PT Rizki 
Putra,Semarang, 1997, hlm. 41-44.  
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4. Apabila suatu bangsa telah mempunyai nilai belas kasihan sedemikian 
tingginya dan berpendapat bahwa memberi maaf  jauh lebih baik, hal itu 
terserah kepada mereka,  sedang syariah  Islam tidak menghalangi. 
Dalam menyikapi hukuman qishash, Syeh Mahmud Syaltut juga 
memberikan catatan.   
340
   
1. Biarpun Islam menetapkan hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan, tetapi 
bukanlah memandang qishash  itu wajib. Dengan arti, tidak boleh yang lain. 
Bukan begitu! Islam menyuruh memilih antara qishash  dan memaafkan, serta  
maaf sama sekali (tidak membayar apa-apa). Islam menyarankan perasaan 
suka memaafkan ke dalam jiwa manusia dan mengobar-ngobarkan semangat 
persaudaraan dalam kalbu mereka. Itulah sumber/kasih sayang dan kelapangan 
dada. Anas bin Malik berkata: ’’Setiap perkara qishash yang dibawa kepada 
Rasulullah, Beliau menyuruh dimaafkan. Berdasarkan itu, timbulah ucapan 
yang terkenal di kalangan ahli fikih yang berbunyi:’’Memaafkan lebih baik 
daripada damai,dan damai lebih baik daripada qishash’’. 
2. Islam memberikan hak menuntut dan memberi maaf di tangan wali darah 
orang yang terbunuh. Ulil Amri (Pemerintah) diberi hak untuk memberikan 
ampun (maaf) apabila wali darah tetap menuntut qishash. Akan tetapi di 
samping itu, Islam memberikan hak kepada pemerintah  (hakim) untuk tetap  
bertahan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah biarpun wali darah 
memilih ajakan ma’ruf apabila si bersalah dikenal sebagai penjahat yang  
berbahaya  dan imam (hakim) memandang bahwa kepentingan kemaslahatan 
mendesak untuk menjatuhkan hukuman demi menghindarkan bahaya dan 
memelihara ketenteraman umum.    
Berikut ini dikutipkan penyelesaian kejahatan dengan sasaran fisik 
(Jarimah qishash ) pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib. 
341
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    Syeh Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari’ah Islam II (Alih bahasa Fachrudin HS), Bina Aksara, 
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1. Dikisahkan, sebelum menikahi suaminya, mempelai wanita telah menjalin 
cinta dengan pria lain. Pada malam penyerahan pengantin, wanita tersebut 
telah memasukkan pria idamanya ke dalam kamarnya secara sembunyi-
sembunyi. Ketika suaminya masuk kamar, pria idamannya tersebut 
menerjangnya sehingga terjadi pergulatan  antara kedua laki-laki tersebut yang 
mengakibatkan pria idamanya itu meninggal dunia. Melihat pria idamanya 
meninggal, wanita tersebut membunuh suaminya. Kasus tersebut, diajukan 
kepada  Ali bin Abu Thalib untuk diadili. Dalam perkara tersebut, putusan 
yang dijatuhkan: (1) menghukum wanita tersebut dengan membayar diat  pria 
idamannya terhadap keluarganya karena dia  dinilai sebagai pembuat 
intelektual. Wanita itu sangat  pantas menerima hukuman diat kepada keluarga  
pria idaman daripada suaminya. (2) menghukum wanita tersebut dengan 
hukuman mati karena telah membunuh suaminya.    
2. Dikisahkan telah terjadi pembunuhan terhadap seorang laki-laki. Korban 
sebenarnya sudah berusaha lari dari kejaran pelaku, tetapi karena dihadang 
oleh seorang laki-laki dan menahanya, korban pun tidak dapat lepas dari 
kejaran pelaku. Di hadapan laki-laki itu, korban dibunuh. Atas kasus tersebut, 
Ali bin Abu  Thalib menjatuhkan pidana mati kepada pelaku dan hukuman 
seumur hidup kepada laki-laki yang menghadangnya tadi karena dia tidak 
melakukan pencegahan. Padahal,  hal itu dapat dilakukan. 
3. Sepasang suami istri bertengkar hebat. Akibat emosi yang tidak tertahankan, 
suami menusukan sebatang kayu ke dalam kemaluan istrinya sehingga 
mengalami cedera berat. Dalam mengadili perkara tersebut, Ali menjatuhkan 
putusan kepada suami tersebut membayar diat kemaluan istrinya dan 
menghukum untuk tetap menjadikanya  sebagai istri sampai akhir hayatnya. 
Apabila wanita tersebut diceraikan, wajib memberikan nafkah seumur 
hidupnya.    
4. Dikisahkan ada seorang  yang tertangkap basah (tertangkap tangan:penulis) 
memegang pisau berlumuran darah, dalam posisi berdiri di atas korban yang 
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mati terbunuh dengan ceceran darah di sekitarnya. Di depan persidangan Ali, 
terdakwa mengakui perbuatannya. Atas pengakuan tersebut, laki-laki itu 
dijatui pidana mati. Dalam perjalanan  menuju tempat eksekusi, tiba-tiba 
muncul seorang laki-laki dan berteriak keras,’’Wahai kaumku, tahanlah dulu 
jangan tergesa-gesa, kembalikan dia ke Ali’’. Kemudian mereka 
membawanya kembali menghadap Ali bersama laki-laki tersebut. Di depan 
Ali, laki-laki berkata:’’Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya bukan dia 
pembunuhnya, melainkan aku. Kemudian Ali bertanya kepada terdakwa yang 
memberikan pengakuan sebagai pembunuhnya, ’’Apakah  yang 
mendorongmu memberikan pengakuan sebagai pembunuhnya”. Ia menjawab, 
’’Wahai Amirul Mukminin, aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang 
menangkapku. Karena ketika itu aku sedang memegang pisau berlumuran 
darah berdiri persis di atas mayat korban yang mati terbunuh dengan darah 
tercecer di sekitarya. Aku yakin keteranganku tidak akan didengar, walaupun 
aku mengangkat sumpah untuk meneguhkan keteranganku. Oleh karena itu, 
aku lebih memilih mengakui perbuatan  yang tidak aku lakukan. Lalu, aku 
serahkan jiwaku kepada Allah SWT. Lalu siapakah engkau, ia menjawab aku 
adalah seorang tukang potong hewan. Pada saat aku sedang membuang air 
kecil, aku mendengar suara yang memerlukan pertolongan. Sambil tetap 
membawa pisau yang berlumuran darah, aku hampiri suara itu dan pada saat 
aku berada ditepat di atas korban, sahabat-sahabatmu sudah menangkapku. 
Aku yakin, engkau akan lebih memercayai  ucapan sahabat-sahabatmu 
daripada ucapanku. Maka dari itu, aku lebih baik mengakui kejahatan yang 
tidak aku lakukan. Kemudian Ali bertanya kepada laki-laki kedua yang 
mengakui telah membunuh korban. Kata laki-laki kedua:’’Iblis telah 
memperdayaku supaya aku membunuhnya untuk mendapatkan hartanya, dan 
ketika aku membunuhnya, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berjalan, 
maka aku bersembunyi dibalik semak-semak dan aku melihat tukang potong 
hewan ini mendekati korban dalam keadaan seperti yang diceritakan dan aku 
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masih bersembunyi disemak-semak. Aku sadar, bahwa kelak aku harus 
mempertanggungjawabkan pula atas kematiannya, di samping kematian 
korban yang telah aku bunuh. Atas perkara ini, Ali meminta pendapat Hasan 
sahabatnya. Kemudian Hasan menjawab:’’Wahai Amirul Mukminin, 
meskipun dia telah membunuh seseorang, tetapi dia juga telah menyelematkan 
jiwa seseorang, padahal Allah SWT berfirman:’’Dan barangsiapa 
membiarkan hidup seseorang, maka ia seperti membiarkan hidup manusia 
seluruhnya’’. (Al-Qur’an, Al-Maidah: 32).     
c)  Jarimah/Jinayah Takzir 
Menurut etimologi, takzir adalah bentuk mashdar dari kata ’azzara’, 
artinya ’melarang dan mencegah’. Pengertian takzir diambil dari makna 
etimologi ini karena takzir dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
kemaksiatan. Menurut syariah, takzir adalah pelajaran atas dosa yang tidak ada 
had dan kafaratnya. 
342
  
Tindak pidana takzir adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan 
sanksinya oleh Alquran dan hadis Nabi, yang berkaitan dengan tindak tindak 
pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Untuk  tindak pidana ini, jenis 
perbuatan dan ancaman pidananya sepenuhnya diserahkan pada negara.  
Unsur yang memiliki makna penting dalam lembaga peradilan adalah 
eksistensi rutan (rumah tahanan). Kholifah Umar Ibnu Khatab sudah memikirkan  
pentingnya rutan itu sebagai kelengkapan peradilan. Rumah tahanan pertama 
yang digunakan pada pemerintahan Umar Ibnu Khatab adalah rumah Shafwan 
Ibnu Umayah yang dibeli dengan harga 4000 dirham. Kebijakan penyediaan 
rutan ini diperluas sampai ke pelbagai daerah, seperti Basrah dan koufah. 
343
    
Pada dasarnya, didirikannya rutan-rutan itu bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas, terutama bagi para 
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pelanggar hukum. Di sini pendirian rutan dapat mengandung  multimakna, yaitu 
preventif, represif dan rehabilitataif. Pertama, dengan dijebloskannya para 
pelanggar hukum yang sudah dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman dari 
hakim ke dalam rutan itu, diharapkan menjadi shock terapi-efek jera bagi 
masyarakat luas sehingga tidak mengikuti rekam jejak yang salah. Kedua, 
dengan dijebloskanya para terpidana ke dalam rutan itu, diharapkan  muncul efek 
jera, perasaan menyesal dan kesadaran diri untuk tidak mengulang perbuatan 
serupa. Ketiga, para terpidana yang menjadi penghuni rutan (mujrim) akan 
mendapatkan pembinaan mental dan mengambil pelajaran selama di penjara  
sehingga diharapkan dapat kembali ke masyarakat  dengan bekal yang positif. 
Paling tidak, adanya rutan itu akan mengurangi frekuensi pelanggaran hukum di 
dalam masyarakat. 
Pertanggungjawaban pidana dalam Islam hanya membebankan hukuman 
pada manusia yang masih hidup dan mukalaf. Hukum Islam juga mengampuni 
anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan pada orang dewasa kecuali  
jika ia telah balig. Hal ini berdasarkan pada  Firman Allah SWT : 
344
      
  Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka 
(juga) meminta izin seperti orang-orang  yang lebih dewasa meminta izin...... 
(Alquran, An-Nuur: 59). 
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Rasulullah SAW juga bersabda’’Diangkatkan pembebanan hukuman dari 
tiga jenis orang: (1) anak kecil sampai ia balig; (2) Orang tidur sampai ia bangun; 
dan (3) orang gila sampai ia sembuh.  
Prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut. 
346
 
1. Seseorang tidak dibebani dosa orang lain. Allah berfirman:’’ yaitu  bahwa 
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa 
                                                          
344
  Simak  Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil 
Wad’iy/Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, Muassasah-Ar-Risalah, Penerjemah: Tim Tsalisah, 
PT. Kharisma Ilmu, Cetakan Pertama, Bogor, 2008, hlm. 57. 
345
   Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 285  
346
  Abdul  Qadir Audah II, op.cit., hlm.  57. 
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manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakanya(Alquran, An-
Najm: 38-39). 
Secara lengkap, dikutipkan terjemahan Alquran, An-Najm: 38-39, 
sebagai berikut.  
 (yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,  
(Alquran, An-Najm: 38) dan bahwa manusia hanya apa yang  
diusahakannya, (Alquran, An-Najm:39) dan sesungguhnya usahanya itu 
akan diperlihatkan (kepadanya). (Alquran, An-Najm: 40). 
347
 
 
2.  Bahwa segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti diperbolehkan. Dengan 
demikian, seseorang tidak dihukum karena perbuatannya. Akan tetapi,  
apabila suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhkan  sejak 
pengharamannya  diketahui. Sebelum pengharaman diketahui, dimaafkan. 
Allah SWT berfiran’’...Allah telah memaafkan apa yang telah lalu.....’’ 
(Alquran, Al-Maidah: 93: 
 
Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 
tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan  
beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan 
beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. 
Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Alquran, Al-
Maidah: 93).
348
 
 
3. Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menjatuhkan dan menentukan 
bentuk serta jenis  hukuman pada tindak pidana hudud dan qishash. 
4. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas suatu perbuatan yang belum 
ditetapkan oleh ulil amri (penguasa) juga tidak boleh menambah dan 
mengurangi hukuman itu dari batasan  dan ketentuan yang telah dibuat oleh 
penguasa. 
Eksistensi hukuman menurut Islam. 
349
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   Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 421 
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   Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 98. 
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  Abdul  Qadir Audah II, op.cit., hlm. 59-60.  
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1. Apabila tujuan pengharaman suatu perbuatan adalah untuk kemaslahatan 
masyarakat, tujuan penetapan hukuman adalah sebagai sarana untuk 
melindungi masyarakat tersebut dari hal-hal yang merusak kemaslahatan dan 
sistem mereka.  
2. Karena eksistensi hukuman adalah cara yang paling ideal untuk melindungi 
masyarakat dari tindak pidana, ia menjadi kebutuhan masyarakat yang harus 
dipenuhi tanpa bisa dihindari. Setiap cara yang dapat menggantikan posisi 
hukum dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana dan pelakunya juga 
dapat dianalogikan sebagai hukuman. 
3. Jika hukuman merupakan suatu kebutuhan masyarakat, ia harus disesuaikan 
dengan kadarnya. Hukuman tidak boleh lebih atau kurang dari ukuran yang 
semestinya untuk melindungi masyarakat dan menolak bahaya tindak pidana 
atas diri mereka. 
4. Hukuman dapat dianggap mewujudkan kemaslahatan masyarakat, manakala 
ia jauh dari sifat berlebih-lebihan (ifrat wa tafrit) dan memenuhi unsur-
unsur: 
a. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa memberikan 
pendidikan dan mencegah terpidana mengulangi perbuatannya. 
b. Hukuman tersebut juga mempunyai daya kerja yang cukup bagi orang 
lain. 
c. Ada persesuaian antara hukuman dan tindak pidana yang diperbuatnya. 
d. Ketentuan  hukuan bersifat umum.      
Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus 
bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia 
memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa)  dan mengetahui arti serta 
akibat perbuatan itu. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang 
padahal dia tidak menghendakinya-misalnya orang yang dipaksa –tidak dituntut 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Orang yang melakukan 
suatu perbuatan haram dan memang ia menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti 
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arti perbuatan tersebut,seperti anak-anak atau orang gila, dia tidak bertanggung 
jawab  atas perbuatannya tersebut. 
350
  pertanggungjawaban pidana dalam Islam 
terdiri atas tiga dasar: (1) perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku; (2) si 
pelaku memiliki pilihan (tidak dipaksa); (3) si pelaku memiiki 
pengetahuan/idrak.  
351
           
Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana bersifat personal 
individual. Beberapa nash yang mengatur tentang itu diatur dalam Alquran, 
antara lain dalam Surat Al-Fatir: 18: ’’ 
Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang 
yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebanya itu 
tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun  (yang dipanggilnya itu) kaum 
kerabatnya. Sesungguhnya yang engkau beri peringatan hanya orang-orang yang 
takut kepada (azab) Tuhan-nya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan 
mereka melaksanakan shalat. Dan barangsiapa menyusikan dirinya, 
sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaian dirinya sendiri. Dan kepada 
Allah-lah tempat kembali (Alquran, Al-Fathir: 18). 
352
 
 
Menurut hukum Islam, alasan penghapus pidana meliputi hal-hal ini. a. 
Pengaruh tidak tahu terhadap pertanggungjawaban pidana. b. Pengaruh tersalah 
terhadap pertanggungjawaban pidana: 1. pertanggungjawaban pidana karena 
tersalah adalah pengecualian; 2. jenis-jenis tersalah;    3. asas tersalah; 4. jenis 
tersalah menurut Imam Malik. Tersalah objektif/khata fi asy Syakhsi dan tersalah 
subjektif/Khata fi Syakhsiyyah. c. Pengaruh lupa terhadap pertanggungjawaban 
pidana. d.Pengaruh rela atas tindak pidana (rela dianiaya) terhadap 
pertanggungjawaban pidana: 1. rela dibunuh; 2.rela dilukai dan dipotong anggota 
tubuh: 3. sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para fukaha tentang izin 
(persetujuan) korban atas pembunuhan atau pelukaan. e. Bunuh diri dan 
pertanggungjawaban pidana. f. Mencederai diri sendiri. 
353
 .  
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b. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif  
 Ruang lingkup hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP),  
354
  mencakup perbuatan pidana, 
355
 pelaku perbuatan pidana 
356
 
dan pertanggungjawaban pidana. 
357
  Pada prinsipnya, setiap orang yang 
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    I Made Widnyana memberikan catatan bahwa KUHP merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya 
bangsa. Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S., maka nliai yang  ada di dalamnya tidak 
mencerminkan budaya Indonesia secara penuh. Menurutnya yang mengutip pendapat Soedarto 
menyatakan: ’’ Hukum Pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap 
perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan 
pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang 
bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai  batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum 
pidana sesuatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa (I Made Widnyana, 
Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneksa-BANI, Jakarta, 
2013, hlm. 6).         
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   Dalam mengartikan perbuatan pidana antara satu dengan yang laniya berbeda. Munculnya istilah 
’’perbuatan pidana’’, ’’peristiwa pidana’’, ’’tindak pidana’’ atau yang lainya adalah untuk 
mengalihkan bahasa asing starfbaar feit. Untuk hal yang sama juga dikenal istilah ’’kejahatan’’, 
yaitu menunjukan adanya perbuatan melanggar norma yang kemudian atas pelanggaran tersebut 
mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar pelaku dijatuhi pidana. Menurut 
Moeljatno, perbuatan pidana dapat diartikan  sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian menurut Moeljatno, 
pengertian pokoknya tetap pada perbuatan yang pertama dari kata majemuk tadi ’’perbuatan 
pidana/Strafbaar feit’’ (Bambang  Poernomo,  Asas-Asas Hukum Pidana, ctk., Ketiga, Ghalia 
Indonesia-Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, April, 1978, hlm. 122-123).  
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   Orang yang melakukan perbuatan pidana belumlah cukup untuk menjadi dasar untuk dijatuhinya 
sanksi pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus 
memenuhi dua syarat,yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum  sebagai sendi perbuatan 
pidana dan perbuatan yang dilakukan  tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi 
kesalahan. Menurut Jonkers kesalahan mencakup: a. selain kesalahan atau kealpaan/opzet of 
schuld; b. meliputi juga sifat melawan hukum/de wederrechtelijkheid; dan c. kemampuan 
bertanggung jawab/de toerekenbaarheid.  Teori tentang kemampuan bertanggungjawab itu 
menyangkut jiwa/batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana. 
Kemampuan betanggung jawab, mencakup: a. tentang keadaan jiwa/batin yang sakit; b. tentang 
keadaan jiwa/batin seseorang yang terlalumuda sehingga konstitusi psychenya belum matang; 
dan c. tentang jiwa/batin yang organ batinya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan 
sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya (ibid, hlm. 132-144)   
357
  Van Hamel menegaskan tiga syarat untuk dapat dikatagorikan mampu bertanggungjawab, yaitu: a. 
orang itu mampu menginsafi arti perbuatnya dalam makna dan akibat sungguh-sungguh dari 
perbatanya sendiri; b. bahwa orang mampu untuk menginsafi perbuatanya itu bertentangan 
dengan ketertiban masyarakat; dan c. orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatan itu. Untuk menentukan  keadaan tidak mampu bertanggungjawab terdapat tiga metode, 
yaitu: a. biologische methoda,yaitu dengan cara menjelaskan sakit jiwanya seseorang. Apabila 
sychiater menyatakan sakit jiwa, maka dianggap tidak mampu bertangungjawab; b. 
psyhologische methoda, yaitu dengan cara menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa  
seseorang yang abnormal dengan perbuatanya. Dalam metoda ini menitikberatkan pada akibat 
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melakukan perbuatan pidana dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali ada 
alasan yang menyebabkan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.    
Hukum pidana mengenal asas ’’ Tiada pidana tanpa kesalahan’’. Asas 
yang dikemukakan oleh Moeljatno ini sering disebut  sebagai ajaran dualistis. 
Ajaran ini oleh Chairul Huda sebut sebagai ’’teori yang memisahkan antara 
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana’’. Menurut Dosen Universitas 
Muhamadiyah Jakarta ini, tindak pidana  hanya menyangkut persoalan 
’’perbuatan’’, sedangkan  masalah apakah ’’orang’’ yang melakukannya 
kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan  lain. Selanjutnya Chairul 
Huda juga menyatakan, banyak kejadian tindak pidana dapat terjadi sekali pun 
dilihat dari batin  terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. 
Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, perbuatanya tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. 
358
           
Penghapusan pidana mencakup alasan pembenar dan alasan pemaaf. 
Alasan pembenar, artinya perbutanya salah tapi dibenarkan oleh undang-undang. 
Alasan pemaaf, artinya perbuatanya salah tapi dimaafkan karena kondisi pelaku 
yang pengaturanya sudah ditetapkan oleh undang-undang. 
Roeslan Saleh menegaskan dalam alasan pembenar, hal ini menjadi 
alasan penghapus hukuman atas perbuatannya (tindak pidananya); sifat melawan 
hukumnya  yang hapus. Atau dengan kata lain, alasan pembenar berlaku untuk 
semua pelaku tindak pidana. Sebaliknya, apabila tidak dipidananya seseorang atas 
perbuatan yang dilakukan yang sudah memenuhi rumusan delik disebabkan tidak 
                                                                                                                                                                     
penyakit jiwa terhadap perbuatanya, sehingga dikatakan tidak mampu bertaggungjawab;dan c. 
bioloisch-psychologisceh methoda atau gemischte methoda, yaitu di samping menyatakan tentang 
keadaan jiwa seseorang dan oleh sebab keadan jiwa itu kemudian bernilai dengan perbuatanya  
untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab. (ibid, hlm.  141-143).             
358
  Chairul Huda, ’’Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’, Menuju Kepada ‘Tiada 
Peranggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’, Tinjauan Kritis Terhadao Teori Pemisahan 
Tindak Pidana dari Pertanggungjawaban Pidana, ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, April, 2011, hlm. 6.     
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sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan. Maka hal-hal yang 
demikian  dianggap sebagai hal-hal  yang dimaafkan.
359
       
  Kedua alasan penghapus pidana tersebut secara limitatif diatur dalam 
pasal  44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. 
Keempat pasal tersebut diuraikan sebagai berikut. 
360
  
a. Pasal 44 KUHP. 
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam 
tumuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena sakit 
(ziekelijke storing), tidak dapat dipidana.    
(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan  
padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau 
terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya 
orang itu dimasukan  ke dalam rumah sakit jiwa, paling  lama satu tahun 
sebagai waktu percobaan. 
(3) Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 
b. Pasal 48 KUHP. 
Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak 
dipidana. 
c. Pasal 49 KUHP.      
(1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena 
serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, 
terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan 
(eebaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.  
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 
oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman 
serangan itu, tidak dipidana.     
d. Pasal 50 KUHP. 
Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-
undang, tidak dipidana.  
e. Pasal 51 KUHP.   
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan 
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. 
(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak  menyebabkan hapusnya pidana, 
kecuali jika yang diperintah, dengan i’tikad baik mengira bahwa perintah 
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    Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, (ed. Gunarsa), ctk. Pertama, PT. 
Rafika Aditama, Bandung, November, 2012, hlm.7.   
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  Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana, ctk. Kedua Puluah, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 
November, 1999, hlm. 22-24. 
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diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaanya termasuk dalam 
lingkungan   pekerjaanya. 
      
Moeljatno menggolongkan pasal 44 KUHP sebagai ’’tidak mampu 
bertanggungjawab’’,  pasal 48 KUHP sebagai ’’daya paksa’’/overmacht, pasal 49 
KUHP sebagai ’’pembelaan terpaksa’’, pasal 50 KUHP sebagai ’’ketentuan 
undang-undang’’, dan pasal 51 KUHP sebagai ’’perintah jabatan’’.  361 
Apabila penggolongan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan alasan 
hapusya pertaggungjawaban pidana, dapat diketahui, pasal 44 KUHP masuk dalam 
kategori alasan pemaaf dan pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP masuk dalam kategori 
alasan pembenar.  
Untuk dapat dijatuhi pidana, harus terpenuhi dua syarat, yaitu adanya 
perbuatan yang melawan hukum sebagai sendi kesalahan dan perbuatan yang 
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. 
362
 Dengan 
merujuk pada pemahaman ini, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana 
dapat dipidana. Hanya orang yang bersalahlah  yang dapat dipidana. Bersalah 
artinya, pada diri orang tersebut terdapat kemampuan untuk dapat bertanggung 
jawab atas  perbuatannya. 
Beberapa ahli memberikan pengertian kesalahan yang berarti 
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan: 
363
 
1. Menurut Jonkers, kesalahan akan mencakup: (1) selain kesengajaan atau 
kealpaan/opzet of schuld; (2) meliputi juga sifat melawan hukum/de 
wederrechtelijkheid; dan (3) dan kemampuan bertanggung jawab/de 
toerekenbaarheid. 
2. Menurut Pompe, kesalahan mencakup perbuatan/hal yang tercela 
(verwijtbaarheid) yang ada pada hakekatnya tidak mencagah 
(vermijdbaarheid) kelakuan yang bersifat melawan hukum (vermijdbaarheid 
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   Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 132 
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   Ibid, hlm. 133-134 
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der wederrechtelijk gedraging) di dalam perumusanya pada hukum positif di 
situ mempunyai kesengajaan  kealpaan (pozet en onachtzaamheid) yang 
mengarah pada sifat melawan hukum (wederrechttelijkheid) dan kemampuan 
bertanggung jawab (toerekenbaarheid). 
3. Menurut VOS, kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab orang 
yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader), hubungan 
batin tertentu orang yang berbuat, yang perbuatanya itu dapat berupa 
kesengajaan dan kealpaan serta tidak terdapat alasan yang menghapus 
pertanggungjawaban bagi si pelaku atas dasar perbuatannya.   
      Beberapa penulis Belanda memasukkan kesalahan sebagai elemen 
subjektif straafbaarfeit. Pengertian straafbaarfeit dalam arti yang sangat luas dan 
menunjuk pada pertanggungjawaban si pembuat atas perbuatan yang dilakukan 
(toerekeningsvatbaarheid van dader). Menurut para penulis Belanda, orang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatanya apabila pebuatan itu dapat dicela. Sifat 
celaan terhadap si pembuat sudah cukup apabila dicela oleh hukum /menurut 
hukum/Undang-Undang. 
364
    
Kesalahan sebagai elemen subjektif strafbaarfeit  karena menunjuk pada 
keadaan si pembuat sebagai subjek perbuatan yang dilakukan menurut rumusan 
delict, dan disebut  dalam kalimat ’’barangsiapa’’. Dalam buka II KUHP misalnya, 
kesalahan  menunjuk tentang keadan kejiwaan si pembuat sebagai sikap batin yang 
terdapat dalam rumusan delict, antara lain oleh pembentuk Undang-Undang 
disebutkan atas kejahatan dengan sengaja atau dengan kealpaan.  
365
 
Dalam perkembangannya, keberadaan penyelesaian kasus pidana 
meskipun tidak termasuk alasan penghapus pidana, akibatnya dapat meniadakan 
hukuman  yang bersifat pidana, yaitu penyelesaian kasus pidana di luar 
pengadilan/out of court system.  Model penyelesaian ini akan menghasilkan 
keadilan retoratif/restorative justice/pemulihan kondisi korban. Contoh 
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penggunaan restorative justice adalah  dalam penyelesaian kasus Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga/KDR (UU No. 23 Tahun 2004),  Sengketa Konsumen (UU 
No. 8 Tahun 1999), dan kasus anak (UU No. 11 Tahun 2012: Sistem Peradilan 
Anak). 
 Meskipun belum menjadi kesepakatan nasional,  model restorative 
justice dalam penyelesaian kasus pidana sebagaimana diatur dalam undang-
undang hukum pidana di luar KUHP, menunjukkan adanya kemauan lembaga 
legislatif untuk mengupayakan keadilan yang sesungunya dalam hukum pidana 
dan ini menunjukan ciri hukum modern dalam hukum pidana.  
Dalam kebijakan hukum pidana, pada dasarnya dapat dikembangkan dua 
pilihan utama, yaitu (1) menggunakan sarana penal yang menempatkan sarana 
pidana  menjadi alat utama dalam upaya mencegah kejahatan  atau 
menanggulangi kejahatan; dan (2) menggunakan sarana nonpenal, yang 
menempatkan sarana di luar hukum pidana sebagai alat utama untuk mencegah 
dan menggulangi kejahatan. Dalam praktik, penggunaan saran nonpenal belum 
sepenuhnya berjalan. Roeslan Saleh pernah menyatakan penggunaan pedang 
hukum pidana yang terlau sering akan menjadikan pedang itu tumpul.
366
        
Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan, para pelopor aliran modern  
seperti Von Linzt, A Prins, dan Van Hamel dengan I.K.V-nya (Internationale 
Kriminalistische Vereinigung) terus  mengupayakan pendekatan ilmiah dalam 
hukum pidana dengan menyatakan:’’bahwa ilmu hukum pidana dan perundang-
undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis 
dan sosiologis’’. 367   
Menurut para ahli, hukum pidana yang benar-benar ilmiah dalam 
pembentuknya menggunakan teori tertentu. Dengan menerapkan hukum pidana 
yang mendasarkan pada sistem yang completely logis and exhauserive, menurut  
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   Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji,  Pergeseran Paradigma Pemidanaan, ctk. Kesatu.  
Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 29  
367
  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 
1992, hlm. 96.   
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para analis, secara otomatis  akan dihasilkan keputusan hukum yang adil dan 
konsisten. Para ahli yang lain menyatakan bahwa di dalam sistem  hukum yang 
pidana yang ditopang  secara ketat  oleh ahli-ahli  dari bermacam-macam  ilmu 
sosial akan menghasilkan keselamatan. 
368
  
c. Pertanggungjawaban Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)  
Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP tahun 2015) juga mengatur tentang 
pertanggungjawaban pidana. Pasal 37 konsep RUU KUHP  tahun 2015 
memberikan batasan, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan 
yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang 
yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatanya itu.  
Pertanggungjawaban pidana sebetulnya membicarakan kondisi atau 
keadaan seseorang yang dapat dipidana sebagai konsekuensi logis perbuatan yang 
telah dilakukannya. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa pertanggungjawaban 
pidana merupakan jawaban atas pertanyaan, mampukah seseorang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Simons 
mengartikan kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu keadaan psikis 
sedemikian  yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemindanaan, baik 
dilihat dari sudut umum maupun dari sudut orangnya.
369
    
Secara umum, ruang lingkup atau hal-hal yang dibicarakan dalam hukum 
pidana, di dalamnya mencakup perbuatan pidana pelaku perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. 
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   Ibid, hlm. 96. 
369
 Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990 halaman 93 
menegaskan, bahwa berbicara pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan 
tentang ruang lingkup hukum pidana, oleh karena pertanggungjawaban pidana merupakan bagian 
dari ruang lingkup hukum pidana. Menurut Muladi, dalam konteks hukum pidana materil, 
permasalahan akan berkisar pada tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu perumusan 
perbuatan yang dilarang (kriminalisasi ), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang 
diancamkan, baik pidana maupun tindakan (Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 
Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 50).   
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Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana (pasal 12 ayat (1) RUU KUHP tahun 2015) 
Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan 
hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
370
 (Pasal 
12 ayat (2) RUU KUHP tahun 2015). Setiap tindak pidana selalu dipandang 
bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (2) RUU 
KUHP tahun 2015). Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan 
hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3)  RUU KUHP tahun 2015).  
Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP tahun 2015 dapat diketahui bahwa 
alasan pembenar dijadikan alasan untuk tidak dipidananya perbuatan seseorang, 
meskipun perbuatan tersebut dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-Undang, 
bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam 
masyarakat. 
Pengaturan tentang alasan pembenar, diuraikan sebagai berikut. 
1. Setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan 
perundang-undangan  tidak  dipidana (Pasal 32 RUU KUHPtahun 2015). 
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan 
tersebut untuk melaksanakan perintah tidak dipidana (Pasal 33 RUU 
KUHPtahun 2015). 
3. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang karena 
pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang 
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  Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak memberikan tempat bagi berlakunya hukum yang 
hidup dalam masyarakat. Artinya, baik perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana maupun 
pertanggungjawaban pidana, semuanya harus mengacu pada hukum tertulis KUHP). Pengakuan 
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, hanya sebatas himbauan. Hal ini tercermin 
dalam Pasal 28 ayat  1  UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan: ” Hakim wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
Alasan pembenar bahwa ketentuan tersebut hanya sebatas himbauan adalah bahwa dalam praktek 
hakim tetap menggunakan Undang-Undang yang ada (hukum yang tertulis).  
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melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, 
harta benda sendiri atau orang lain tidak dipidana (Pasal 35 RUU KUHP tahun 
2015). 
4. Setiap orang yang melakukan perbuatan yamg dilarang karena keadaan 
darurat tidak dipidana (Pasal 34 RUU KUHP tahun 2015). 
5. Termasuk alasan pembenar adalah tidak adanya sifat melawan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) RUU KUHP tahun 2015). 
Pengertian alasan pembenaran tidak sama dengan perbuatan yang salah 
tersebut (tindak pidana) menjadi benar atau dianggap tidak melawan hukum. 
Perbuatan tersebut tetap tidak benar/tetap bersifat melawan hukum, tetapi Undang-
Undang melegalisasi untuk tidak dijatuhi pidana.
371
   
Di samping alasan pembenar, RUU KUHP tahun 2015 juga mengenal 
alasan pemaaf sebagai penghapus pidana, sebagai berikut. 
372
   
2. (1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesaat mengenai 
keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa 
perbuatannya tidak merupakan suatu tidak pidana, kecuali ketidaktahuan, 
kesesatan atau keyakinan itu patut dipersalahkan kepadanya; (2) Jika 
seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau 
dipidana, maka maksimal pidananya dikurangi dan tidak melebih ½ (satu 
perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan (Pasal 43 
RUU  KUHP tahun 2015 ). 
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 Menurut Moeljatno alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumannya 
perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan 
benar (Meoljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, jakarta, 1983, hlm. 137). Dalam 
KUHP  menggolongkan daya paksa/overmacht ( pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49). 
Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50) dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) masuk sebagai 
alasan pembenar.  Artinya, apabila seseorang melakukan tindak pidana karena alasan-alasan 
tersebut, maka tidak dipidana.   
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 Alasan Pema’af adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang di lakukan 
oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia 
tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan (Moeljatno, Ibid Halaman 137). Dalam KUHP tidak 
mengenal istilah alasan pema’af. KUHP menggunakan istilah tidak mampu bertanggungjawab, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. 
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2.   Tindak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena : 
a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau; 
b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat  
dihindari (Pasal 44 RUU KUHP tahun 2015).    
3.  Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat 
karena serangan seketika yang melawan hukum (Pasal 45 RUU  KUHP tahun 
2015). 
4.  Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan 
hapusnya pidana, kecuali jika seseorang yang diperintahkan dengan i’tikad 
baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan 
pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya  (Pasal 46 RUU 
KUHP tahun 2015). 
5.  Termasuk alasan pemaaf ialah, berikut ini. 
a.  Tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) RUU  
KUHP tahun 2015).
373
 
b.  Pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau 
retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 RUU KUHP 
tahun 2015 atau.
374
  
c.  Belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 115 ayat (1) RUU KUHP tahun ).
375
 
Pasal 55 RUU KUHP tahun 2015 menegaskan: (1) Pemidanaan 
bertujuan: a. mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan  terpidana dengan 
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  Pasal 38 ayat (1) Konsep-Konsep KUHP Nasional menegaskan tidak seorangpun yang melakukan  
tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. 
374
 Pasal 41 Konsep KUHP Nasional menyebutkan setiap orang yang pada waktu melakukan tindak 
pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau 
retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. 
375
   Pasal 115 ayat (1) menyatakan maka yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan 
tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
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mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. 
menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan, dan  mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. 
Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan 
untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.     
Ada perbedaan prinsip antara hukum Islam dan  RUU KUHP dalam 
mengatur tentang tujuan pemidanan. Dalam hukum  Islam penentuan tujuan 
pemidanan selalu terkait dengan metode  (sarana berupa jenis pidana). Dalam 
RUU KUHP Nasional, antara tujuan pemidanan dan  metode (sarana berupa jenis 
pidana) tidak dalam satu bagian, tetapi diatur dalam pasal yang lain, yaitu pasal 
yang mengatur tentang jenis pidana. 
Menurut Pasal 66 RUU KUHP tahun 2015, Jenis pidana : (1) Pidana 
pokok yang meliputi :a. Pidana penjara; b. Pidana tutupan; c. Pidana pengawasan; 
d. Pidana denda; dan e. Pidana kerja sosial.(2) Urutan pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringanya pidana. Berdasarkan Pasal 67 
RUU KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan 
selalu  diancamkan secara alternatif. 
 Di samping pidana pokok, dalam RUU KUHP  Tahun 2015 juga dikenal  
pidana tambahan. Pasal 68 RUU KUHP tahun 2015 menyatakan pidana tambahan 
terdiri dari: a. pencabutan hak-hak tertentu; b. perampasan barang-barang tertentu 
dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d.pembayaran ganti 
kerugian;dan e pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut 
hukum yang hidup dalam masyarakat.     
Dalam Pasal 56 RUU KUHP tahun 2015, pemaafan dari korban 
dan/atau keluarganya kepada pelaku kejahatan bukan menjadi alasan penghapus 
pidana, melainka hanya menjadi kondisi/keadaan  yang wajib dipertimbangkan 
oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini dapat diketahui berdasarkan Pasal 
72 RUU  KUHP tahun 2015, yang di dalamnya antara lain menyuratkan bahwa 
kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 RUU KUHP tahun 2015 
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tujuan pemidanaan) dan Pasal 56 RUU KUHP tahun 2015 (pedoman pemidanaan), 
dapat menjadi alasan bagi hakim untuk sejauh mungkin tidak menjatuhkan pidana 
penjara.  
Secara lengkap Pasal 55, 56 dan 72 RUU KUHP tahun 2015  mengatur: 
tentang hal berikut. 
a. Pasal 55 RUU KUHP tahun 2015    
(1) Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukanya tindak pidana dengan 
menegakan hukum demi pengayoman; b. memasyarakatkan terpidana dengan 
mengadakan pembinan sehingga menjadi orang yang  baik dan berguna; c. 
menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d. 
membebaskan rasa bersalah pada terpidana; (2) pemidanaan tidak dimaksudkan 
untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. 
b. Pasal 56 RUU KUHP tahun 2015 
(1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan: 1. kesalahan pembuat tindak 
pidana; 2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3. sikap batin pembuat 
tindak pidana;4. tindak pidana  yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 
direcanakan; 5. cara melakukan tindak pidana; 6. sikap dan tindakan pembuat 
sesudah melakukan tindak pidana; 7. riwayat hidup, keadaan sosial dan 
ekonomi pembuat tindak pidana; 8. pengaruh pidana terhadap  masa depan 
pembuat tindak pidana; 9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau 
keluarga korban; 10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan atau 
11.pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan (2) 
Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu 
dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian,dapat dijadikan dasar pertimbangan 
untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan 
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.                                         
c.  Pasal 72 RUU KUHP tahun 2015 
Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara 
sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai 
berikut: a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 
(tujuh puluh) tahun; b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; 
c. kerugian dan penderitaan korban  tidak terlalu besar; d. terdakwa telah 
membayar ganti kerugian kepada korban; e. terdakwa tidak mengetahui bahwa 
tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; f. 
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tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;  g. 
korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h. tindak 
pidana tersebut  merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin 
terulang lagi; i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak 
akan melakukan tindak pidana yang lain; j. pidana penjara akan menimbulkan 
penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k. pembinaan yang 
bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri 
terdakwa; l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat 
beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;  m. tindak pidana terjadi di 
kalangan keluarga; atau n. terjadi karena kealpaan.  
Dalam perspektif hukum formal/hukum acara, baik dengan atau tanpa 
syarat, dengan pertimbangan  : a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; b. 
tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama  1 (satu) 
tahun; c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;  d. 
umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) 
tahun; dan/atau e. kerugian sudah diganti, Penuntut Umum berwenang 
menghentikan penuntutan.  
Pasal 13 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), mengatur hal di bawah ini. 
 (2) Penuntut Umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan 
alasan  tertentu  menghentikan  penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa 
syarat. (3) Kewenangan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan jika: a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; b. tindak 
pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama  1 (satu) tahun; 
c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;  d. umur 
tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; 
dan/atau e. kerugian sudah diganti. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana  yang diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (5) Dalam hal Penuntut Umum 
menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi 
setempat melalui kejaksaan negeri setiap bulan. 
Kewenangan penuntut umum sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (2) 
RUU KUHAP,  disebut juga dengan oportunitas yaitu kewenangan untuk 
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menuntut atau tidak menuntut, untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan 
(transaksi).  Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada 
kepala kejaksaan tinggi. 
2. Hapusnya Hak Menjalankan Pidana dalam Hukum Islam 
Di samping pertanggungjawaban pidana, Islam juga mengenal hapusnya 
hak menjalankan pidana/pembatalan  hukuman. Menurut Abdul Kadir Audah, 
alasan pembatalan hukuman adalah 1. meninggalnya pelaku tindak pidana; 2. 
hilangnya tempat melakukan qishash  3. taubatnya pelaku tindak pidana; 4. 
perdamaian; 5. pengampunan; 5. diwarisinya qishash; dan 6. kedaluarsa/at-
taqadum/verjaring. 
376
  
a.   Meninggalnya Pelaku 
Meninggalnya pelaku, tentu dapat dipahami, apabila menjadi alasan 
batalnya pelaksanaan hukuman, karena memang objeknya tidak ada. Apabila 
hukuman yang dimaksudkan adalah denda, diat, dan penyitaan,  tetap tidak gugur 
karena objeknya adalah benda bukan diri pelaku yang sudah meninggal.
377
 Para 
fukaha berbeda pendapat tentang gugurnya qishash dan gugurnya harta yang 
dikenai diat menjadi gugur. Imam Malik dan Abu Hanifah menyetujui gugurnya 
hukuman diat karena pelaku meninggal dunia. Pertimbangannya adalah qishash 
bersifat ‘aini   terbatas pada diri pelaku . Diat merupakan pengganti qishash yang 
harus mendapat persetujuan dari pelaku  karena pelaku tidak ada. Maka hukuman 
yang lain menjadi tidak ada.
378
 Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal 
berpendapat, dalam qishash  dan diat, menggunakan kata atau yang berarti 
memilih salah satu, karena qishash tidak dijalankan. Maka penggantinya adalah 
diat. 
379
 
b. Hilangya Anggota Badan yang Mau di Qishash 
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 Abdul Qadir Audah III, op.cit, hlm. 165. 
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  Abdul Qadir Audah III, op.cit.,hlm. 165. 
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  Abdul Qadir Audah III, op.cit.,hlm. 165. 
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  Abdul Qadir Audah III, op.cit.,hlm. 165. 
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Imam Malik dan Abu Hanifah sepakat bahwa hilangnya anggota badan 
yang akan diqishash, maka hukuman diat pun gugur. Imam asy-Syafi’i dan Imam 
Ahmad bin Hambal berpendapat sebaliknya karena hukuman itu pilihan qishash  
atau disita.
380
   
c. Taubatnya Pelaku Tindak Pidana. 
Taubatnya pelaku menjadi alasan hapusnya  menjalani hukuman, 
berpedoman pada Alquran, Al-Maidah: 34:’’Kecuali orang-orang yang bertaubat 
sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang’’.Taubatnya pelaku menjadi alasan hapusnya 
hukuman, apakah hanya untuk tindak pidana gangguan keamanan/hirabah atau 
juga yang lainya, masih terdapat perbedaan pendapat. 
381
   
Secara lengkap, dikutipkan terjemahan Alquran, Al-Maidah: 34, sebagai 
berikut.  
Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum dapat menguasai mereka; maka 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Alquran, Al-
Maidah:34).
382
 
 
Mengenai eksistensi   taubat sebagai alasan penghapusan hukuman, 
terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, yang menyatakan bahwa taubat menjadi 
alasan penghapus pidana. Pendapat ini dianut oleh Ulama Syafiiyah dan 
Hanabilah. Menurut mereka, Alquran  telah menyatakan  terhapusnya  hukuman 
tindak pidana  gangguan keamanan (hirabah: Alquran, Al-Maidah: 34) karena 
taubat, sedangkan hirabah adalah tindak pidana yang paling berbahaya . Menurut 
mereka, taubat dapat menghapuskan  hukuman pidana yang paling berbahaya, 
terlebih lagi  untuk tindak pidana lainya. Selain itu, penyebutan beberapa tindak 
pidana dikuti dengan penyebutan bahwa taubat dapat meghapuskan hukuman. 
Misalnya pada penyebutan hukuman zina  yang kali pertama  dilakukan ( Alquran, 
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An-Nisaa: 16) dan pada penyebutan hukuman pencurian pada penutupmya diiringi  
kata taubat (Alquran- Al-Maidah:39). 
383
   
Ketiga ayat  Alquran, sebagaimana dimaksud di atas dikutipkan sebagai 
berikut:   
      
Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum dapat menguasai mereka; maka 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Alquran, Al-
Maidah:34). 
384
 Dan terhadap dua orang yang melakukan pebuatan keji  diantara 
kamu, maka berilah hukuman keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki 
diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang  (Alquran, An-Nisaa: 16). 
385
 Tetapi barangsiapa bertobat setelah 
melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah 
menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang 
(Alquran- Al-Maidah:39 ’’.  386  
Di samping argumentasi di atas, Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah juga 
menegasan bahwa taubat dapat menjadi alasan penghapus pidana juga berdasarkan  
hadis Nabi yang menyebutkan:’’Orang yang bertaubat dari suatu dosa maka ia 
seperti orang yang tidak berdosa. Dengan perkataan lain, siapa yang tidak berdosa  
maka tak ada hukuman hudud baginya. Dalam peristiwa Ma’iz yang lari setelah 
mendengar keputusan hukuman atas perbuatannya, ketika Rasulullah SAW 
diberitahu tentang pelarianya, beliau  bersabda: ’’Mengapa kalian tidak 
membiarkannya untuk bertobat sehingga Allah menerima taubatnya’’.  387 
Para fukaha memberikan isyarat agar  taubat dapat menghapus hukuman, 
tindak pidana itu harus menyangkut hak Allah. Artinya, tindak pidana yang 
melanggar hak masyarakat, seperti zina dan minum khamar dan bukan tindak 
pidana yang  menyentuh hak perseorangan, seperti pembunuhan dan pemukulan. 
Di samping itu, ada yang mensyaratkan agar taubat tersebut diikuti dengan 
perbuatan yang baik dan tidak  hanya cukup menyatakan taubat. 
388
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Pendapat yang kedua yang dianut oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan 
beberapa ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa taubat tidak 
menghapuskan hukuman, kecuali untuk tindak pidana pemberontakan saja yang 
sudah ada ketentuan.ya yang jelas. Hal ini karena pada dasarnya taubat tidak bisa 
menghapuskan  hukuman. Misalnya, Allah SWT telah memerintahkan 
mencambuk orang yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan 
(Alquran, An-Nuur:2) Allah menjadikan hukuman cambuk bersifat umum, baik 
bagi orang yang bertaubat maupun yang tidak bertaubat.  Di samping itu, Allah 
juga memerintahkan hukuman potong tangan bagi pencurian, baik yang bertaubat 
maupun tidak bertaubat (Alquran, Al-Maidah: 38).
389
  
Kedua ayat tersebut diatas dapat dikutipan sebagai berikut. 
’’Pezina perempuan  dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya  
seratus kali.....’’  Alquran, An-Nuur: 2). 390 
 
’’Adapun orang laki-laki maupun perempuan  yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya....’’ Alquran, Al-Maidah: 38).   391       
 
Argumentasi yang lain adalah Rasulullah SAW juga telah menyuruh 
melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma’iz dan wanita dari desa al-
Ghamidiyah, juga hukuman potong tangan atas orang yang mengaku telah 
mencuri. Semua pelaku datang sendiri menghadap Rasulullah untuk bertaubat dan 
mengakui  perbuatannya. Mereka meminta agar dosa-dosa mereka dibersihkan 
dengan cara dijatuhi hukuman hudud. Rasulullah menamakan perbuatan mereka 
dengan taubat, beliau pernah persabda: ’’Sungguh, dia telah bertaubat. Sekiranya 
taubat itu dibagikan kepada tujuh puluh orang  penduduk Madinah, niscaya akan 
akan mencukupi mereka’’.392   
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Menurut mereka, hukuman tidak bisa hapus karena taubat. Hal ini terjadi, 
karena kedudukan hukuman adalah kafarat (penebus) kemaksiatan. Mereka juga 
tidak sependapat dengan adanya kemiripan antara tindak pidana gangguan 
keamanan (hirabah)  dan pidana yang lain  yang memungkinkan keduanya dapat 
dipersamakan. Pada umumnya, pelaku tindak pidana gangguan keamanan 
(hirabah)  tidak mudah dikuasai (ditangkap). Oleh karena itu taubat diperbolehkan  
dan penyesalan dapat menghapuskan hukuman apabila mereka menyatakan 
penyesalan sebelum tertangkap, sebagai perbaikan ke arah tindakan lalu dan 
menghentikan keonaran. Adapun pelaku tindak pidana biasa, pada umumnya 
terdiri atas orang-orang biasa yang tidak sulit ditangkap. Oleh karena itu, tidak ada 
alasan untuk menghapuskan hukuman karena taubatnya. Bahkan hukuman itulah 
yang bisa menahannya  dari perbuatan-perbuatan pidana yang lain. 
393
                       
Pendapat ketiga, dianut oleh Ibnu Taimiyah dan Muridnya, Ibnu Qayyim 
keduanya bermazhab Hambali. Menurut pendapat  yang ketiga hukuman dapat 
membersihkan keduanya. Hukuman dapat membersihkan maksiat dan taubat dapat 
membersihkan kemaksiatan  serta hukuman-hukuman yang menyangkut hak 
Allah. Dengan demikian, siapa saja yang  bertaubat dari suatu tindak pidana, 
hukuman untuknya akan terhapus kecuali apabila terdakwa atau pelaku sendiri  
menginginkan untuk menyucikan dirinya melalui hukuman. Dalam kondisi 
menginginkan hukuman, ia dapat dijatuhi hukuman meskipun ia telah bertaubat.  
394
  
Menurut pendapat tersebut, pelaku yang menghentikan (mengurungkan) 
untuk menyelesaikan tindak pidana yang menyangkut  hak Allah SWT, yakni hak 
masyarakat, hukumannya bisa dihapuskan apabila pelaku tidak meminta dijatuhi 
hukuman. Adapun tidak pidana yang menyangkut hak perseorangan, hukuman 
tidak dapat dihapuskan atasnya. 
395
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d . Pengampunan 
Menurut Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal, pengampunan 
adalah (al-‘afwu) adalah melepaskan (tanazul) hak qishash, baik secara cuma-
cuma maupun dengan membayar diat. Bangsiapa melepaskan hak qishash  dengan 
cuma-cuma, dia dianggap  mengampuni. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah 
mendefinisikan, pengampunan adalah pengguguran (pembatalan) kisas secara 
cuma-cuma, sedangkan pelepasan hak qishash dengan ganti rugi tidak disebut 
pengampunan (al-‘afwu), tetapi disebut perdamaian.396        
Pengampunan dapat diberikan oleh korban, waliya atau penguasa. 
Pengampuan tidak dapat meniadakan keseluruhan hukuman, tetapi hanya sebagian 
hukuman. Pengampunan tidak berlaku pada tindak pidana hudud.
397
 Menyikapi 
teori ini terdapat dua pandangan: 
398
  Pertama, penguasaan tidak boleh 
mengampuni tindak pidana qishash dan  diat, tetapi harus dijatuhi  hukuman takzir 
sesuai dengan tidak pidana tersebut. Untuk tindak pidana di luar itu, boleh 
diampuni berdasarkan kemashlahatan umum dan setelah dihilangkan dorongan 
nafsunya. Kedua, penguasa boleh memberikan pengampunan semua tindak pidana 
yang diancam dengan pidana takzir, yang di dalamnya terdapat  kemaslahatan 
umum.
399
  Hal ini berarti, apabila pidana qshash dan diat diancam pidana takzir,  
penguasa boleh mengampuninya.  
e.  Diwarisinya Qishash 
Hukuman qishash gugur jika hukuman itu diwariskan kepada orang yang 
tidak dapat menjatuhkan qishash  terhadap pelaku atau jika pelaku sendiri 
mewarisi seluruh qishash  atau sebagian. Contoh: ’’ ila di antara ahli waris korban 
tedapat anak si pembunuh, qishash  tidak dapat dilaksanakan karena kisas tidak 
dapat dibagi-bagi. Hukuman qishash  dalam kasus tersebut tidak dapat 
dilaksanakan karena anak (sebagai salah satu ahli waris korban) tidak dapat 
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menjatuhkan qishash terhadap  orang tuanya. Dengan demikian,orang lain (ahli 
waris yang lain) juga tidak bisa menjatukan qishash  kepada pelaku. 
400
   
f.  Kedalursa/at-Taqadum/Verjaring. 
Kedaluarsa/at-Taqadum/Verjaring sebagai penghapus hukuman terdapat 
dua pendapat. 
401
 Pertama, menurut Imam Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad bin 
Hanbal, daluarsa tidak berlaku bagi tindak pidana hudud, tetapi hanya tindak 
pidana takzir. Pertimbangannya adalah penguasa boleh memberikan 
pengampunan.  Kedua, menurut Mazhab Hanafi, diakui adanya kedaluarsa untuk 
tindak pidaba takzir, tetapi menolak prinsip tersebut  pada tindak pidana qishash -
diat dan satu tindak pidana hudud, yaitu qadzaf (menuduh orang lain berzina). 
Adapun pada tindak pidana hudud selain qadzaf, mereka berpendapat hukumanya 
dapat gugur karena kedaluarsa. Salah satu pengikutnya yaitu: ’’Zufar’’ setuju pada 
pendapat yang pertama. 
Ahmed Shalabi, menyatakan: 
The crimes for which the Holy Qur'an defined punishments are five: killing 
(deliberate and by accident), highway robbery  and brigandage, thelft, fornication, 
and abusive language. We have two remarks to make on Islamic forms of 
punishment.The first concerns establishing with certainty and beyond reasonable 
doubt that person under question has intentionally committed the crime. The 
Prophet (MAPBUH) said: ''Try as much as you cant  to ward off  legal 
punishments if there are doubts'' (reprted by Ibn 'Adi and Sama'ani). This means 
that when in doubt, one should not punish.   In Fact, this means that the circle of 
punishment is rendered as narrow as possible. The second remark concerns the 
apparent severity of punishments. Islam weights /Islam the form of punishment in 
relation to the size of the sin committed and the extent of its corrupting impact on 
the desirable ideal  society it tries to establish. 
402
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Berdasarkan uraian di atas diketahui, dalam Alquran perbuatan-perbuatan yang 
secara normatif  dikategorikan sebagai kejahatan dan ancaman pidananya meliputi: 
pembunuhan (sengaja dan tidak disengaja), perampokan di jalan raya, 
pemberontakan pencurian, perzinahan, dan penghinaan. Ada dua landasan dalam 
menentukan  format hukuman dalam Islam. Pertama, hukuman harus didasarkan 
pada kepastian dan tidak ada keraguan bahwa seseorang itu layak dihukum atas 
kejahahatan yang disengaja dilakukan. Rasulullah Muhammad bersabda:’’ 
Penjatuhan hukuman tidak boleh dijatuhkan, apabila masih ada keraguan’’.   HR. 
Riwayat Adi dan Sama’Ani . Apabila ada keraguan, seyogyanya tidak dijatuhkan 
hukuman. Dalam praktik penjatuhan hukuman diberikan seminimal mungkin. 
Kedua, pembicaraan tentang kesan kekejaman hukum Islam. Berat ringanya 
hukuman menurut Islam  dihubungkan  pada ukuran perbuatan dan dampak 
perbuatan itu menurut penilaian masyarakat.  
3. Tujuan Pemberlakaun Hukum Islam  (Maqashid Syariah) 
 
Mengawali pembicaraan tentang bab ini, berikut diuraikan tentang 
definisi maqashid syariah oleh para ahli fikih: 
403
 
1. Maqashid merupakan manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. 
Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah maqashid atau objektif yang 
diletakan oleh syara’ dalam menyariatkan hukum. Istilah yang populer 
tentang maqashid adalah maqashid syari’ah, maqashid al-Syari’ (Allah) dan 
maqasid syara’ atau dalam bahasa Arab disebut maqashid al-
syari’ah,maqasid al-Syari’ dan al-maqashid al-syar’iyyah. (Ahmad al-
Raisuni). 
2. Ada yang menganggap maqashid adalah mashlahah itu sendiri, yaitu menarik  
maslahah atau menolak mafsadat. Syariah itu berasaskan kepada hikmah-
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hikmah  dan maslahah-maslahah untuk menusia  baik di dunia atau ahiat. (Ibn 
Qayyim al-Jauziyyah). 
3. Syariah itu semuanya mashlahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan 
(Al-Izz bin Abdul Salam). 
4. Ada pula yang menyifatkan maqashid sebagai mengelakan kemudharatan. 
 erhukum untuk  mengelakan kemudharatan adalah ’wajib’’.  Ada juga yang 
menyifatkan maqashid sebagai mengelakan kesusahan atau masyaqqah 
(Nuruddin Muchtar). 
5. Ibn Asyur mendefinisikan maqashid sebagai ’’Segala pengertian yang dapat 
dilihat pada hukum-hukum yang disyari’atkan pada keseluruhanya atau 
sebagian besarnya (Mohammad al-Tahir al-Misawi).        
6. Berdasarkan penelitian deduktif dan induktif terhadap sumber-sumber syariah  
Islam, maqashid utama syariah adalah untuk memberi kemaslahatan kepada 
manusia  dengan cara menarik manfaat tersebut atau menolak 
kemudaratan/keburukan (Al-Izz bin Abdul Salam).       
Dalam kedudukannya sebagai mahluk di hadapan kholik-Nya, sangatlah 
naif apabila  manusia mempertanyakan eksistensi makna atas syariah yang telah 
diturunkan-Nya. Sungguh demikian, dalam perspektif Alquran diciptakannya 
makhluk (manusia) yang sudah barang tentu dengan segala pengaturannya  
(melalui syariah), di dalamnya mengandung maksud  dan tujuan. Salah satu contoh 
konkret,  pada   saat Alquran menginfomasikan tentang diciptakannya manusia 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, pada saat yang sama, Alquran juga 
memberikan penegasan bahwa tujuanya adalah agar manusia saling mengenal.    
Untuk memahami maksud dan tujuan diturunkanya syariah,  sebagian 
orang cukup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat 
dalam teks-teks  Alquran dan hadis yang diikuti keyakinan  apabila teks-teks 
tersebut dilaksanakan, maksud dan tujuan syariah tersebut dapat terungkap. Bagi 
golongan ini, metode-metode yang mengarah pada pengungkapan maksud dan 
tujuan penerapan syariah sudah terkandung  pada teks-teks tersebut.  
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Untuk kelompok ini biasanya, pemikiran dan tindakannya diliputi oleh 
doktrin ’’saya mendengar dan saya mengikuti’’  sami’na wa ata’na) tanpa 
melakukan kajian apa pun. Baginya,  teks Alquran dan Hadis, semuanya bersifat 
pasti dan tidak perlu ditafsirkan lain. Makna-makna teks/harfiah merupakan makna 
yang sesunguhnya, sehingga  eksistensi tidak perlu diperdebatkan. Pemahaan ini 
berawal dari prinsip bahwa agama hanya untuk diamalkan bukan untuk 
didiskusikan.   
Bagi sebagian yang lain, untuk dapat mengetahui maksud dan tujuan 
diturunkanya syariah, tidak harus menunggu  dilaksanakanya teks-teks  tersebut,  
justru sebaliknya teks-teks tersebut perlu dikontekstualisasikan. Bagi golongan ini, 
teks syariah  agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan konkret, harus 
dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dengan metode-metode tertentu. Dengan 
melakukan langkah ini, teks syariah  dapat menjadi solusi atas persoalan-persoalan 
yang ada sehingga dapat diketahui makna yang terkandung di dalamnya.  
Untuk kelompok yang kedua, bolehlah menurut hemat penulis salah 
satunya diwakili oleh M.Hashim Kamali. Baginya, dalam menyelesaikan kasus 
yang terjadi sekarang, berpedoman pada teks, menjadi sesuatu yang  tidak 
mungkin. Menurutnya, apabila hal itu dilakukan, tidak mungkin akan 
menyelesaikan masalah, justru akan menjadi masalah itu sendiri dan hukum Islam  
menjadi tereliminasi dalam kehidupan yang berimplikasi pada runtuhnya 
kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai  dengan tempat dan masa. Untuk 
mengatasinya, solusi yang ditawarkan adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, 
makna-makna universal  dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya (Al-
Qur’an: Penulis  untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan 
semangat merealisasikan kemaslahatan umum.  
404
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Pada bagian lain, Ahmad al-Qahtani juga berpandangan, bahwa proses 
berpikir maqashid dalam  penetapan hukum suatu kasus harus melalui tiga hal.  
405
    
Pertama, menetapkan mashlahat syariah (kemaslakhatan hukum), dengan 
beberapa catatan, yaitu: (a) kemashlakhatan yang dituju adalah kemashlahatan 
yang termasuk  dalam konsepsi  Maqashid al-Syariah; (b) tidak bertentangan 
dengan nash Alquran dan Sunnah; (c) bersifat  Qat’iy atau diatas tingkatan dzanni; 
(d) bersifat universal. Kedua, mempertimbangkan kaidah akan menghilangkan 
kesempitan atau penderitaan hidup. Ketiga, mempertimbangkan akibat atau 
konsekuensi dari penerapan hukum yang ditetapkan, yakni apakah dengan 
ditetapkannya hukum tersebut  kemaslahatan  yang dikehendaki oleh syariah 
tercapai atau tidak. 
406
           
Menurut Syathibi, beban–beban syariah kembali pada penjagaan tujuan-
tujuanya makhluk.  Maqashid tidak lebih dari tiga macam: 
dharuriyyat/kepentingan pokok atau primer, hajiyyat/kepentingan sekunder, dan 
tahsiniyyat/kebutuhan sekunder. 
407
 Masih menurut Syathibi Allah sebagai syari’ 
memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yakni untuk  kemaslahatan 
hidup dunia dan akhirat. 
408
    
Maqashid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap 
pertanyaan-pertanyaan  yang sulit dan diawali oleh sebuah kata yang tampak 
sederhana, yaitu ’’mengapa’’. 409 Untuk memberikan gambaran tentang pertanyaan 
’’mengapa’’ hanya dapat dijawab dengan pendekatan ’Al-Maqashid’’. Misalnya 
petanyaan mengapa seorang Muslim shalat? Mengapa zakat merupakan salah satu 
rukun Islam; Mengapa puasa Ramadhan merupakan  salah satu rukun Islam? 
Mengapa seorang Muslim selalu berzikir; Mengapa berlaku baik terhadap tetangga 
termasuk kewajiban dalam Islam? Mengapa meminum minuman beralkohol, 
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walaupun sedikit doa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi 
orang yang memperkosa atau membunuh dengan sengaja?. 
410
 
Menurut Abdul  Mun’im Saleh, mempertanyakan tentang ’’Apakah 
tujuan  dalam membuat hukum mempunyai tujuan?, merupakan pertanyaan yang 
sering dihadapkan dengan kedudukan-Nya sebagai Dzat yang bebas berkehendak 
dan tidak satu pihak pun boleh mempersoalkan kehendak-Nya. Tindakan menyoal 
perbuatan Tuhan bisa dipandang sebagai ’’pelecehan’’ terhadap kemahakuasaan-
Nya atau menurunkan martabat ketuhanan-Nya. Jadi menurutnya, ketataan  
kepada-Nya mestilah dilakukan tanpa perlu bertanya kenapa.
411
   
 agi Abdul Mun’im Saleh, persoalan teologis seperti itu kian meredup 
seiring dengan diskusi-diskusi di kalangan ahli hukum meskipun masih 
berlangsung di bidang teologi. Para ahli hukum Islam lebih tetarik untuk melihat 
kenyataan di lapangan. Ada kesulitan besar jika pengembangan hukum Islam tidak 
mau melewati jalur tujuan hukum Islam, atau minimal prinsip-prinsip umum 
hukum Islam. Dalam perkembangan tertentu, sejarah pemikiran hukum para 
pemikir secara relatif lebih cepat segera menyepakati maslahah sebagai maqashid 
al-syariah atau lebih populer dikenal sebagai tujuan hukum Islam. 
412
  
Lebih dari itu, dalam perkembangannya, maslahah tidak hanya menjadi 
tujuan hukum Islam, tetapi juga menjadi sumber hukum Islam itu sendiri. Dari 
sinilah  menurut  Abdul Mun’im Saleh, sesungguhnya yang menjadi inti persoalan, 
yaitu ketika manusia merasa menemukan mashlahat, tetapi temuannya tidak 
mendapatkan sokongan dari sumber tesktual (nash). Apalagi, jika ternyata  
bertentangan dengannya. 
413
  Untuk menjembatani pertanyaan atau persoalan 
tersebut, perlu dikaitkan pembahasan tentang maslahah dalam tinjauan ushul fikh.  
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Menurut Amir Syarifuddin, dalam tinjauan ushul fikih, maslahat mursalah 
atau mahslahat muthlaqah adalah ’’ Kemashlahatan yang searah dengan tujuan 
syari’ al-Islami (Allah SWT), tetapi  tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya 
atau menolaknya’’. 414   
Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Alquran  dan juga sunah 
di dalamnya mengandung maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk 
mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia, baik bentuk 
agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Dalam keadaan tidak 
ditemukan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah Nabi dapatlah hukum syara’ 
atau fikih ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu. 
415
  
Untuk menjawab pertanyaan  di atas, Amir Syariffudin memberikan 
catatan : 
416
 
1. Sesuatu yang mashlahat menurut pertimbangan akal. Di samping itu ada pula 
petunjuk khusus dalam nash atau ijma’ bahwa maslahat dapat diperhitungkan. 
Maslahat bentuk ini disebut al-maslahah al-mu’tabarah. Misalnya, larangan 
mendekati istri dalam keadan haid, karena akan  merusak kesehatan. Maslahat 
seperti ini telah disepakati oleh ulama dan sejalan dengan larangan Allah 
dalam Alquran.  
2. Sesuatu yang maslahat menurut akal, tetapi ada petunjuk khusus dalam nas 
atau ijma’ yang menolaknya. Maslahat dalam bentuk ini disebut al-mashlahat 
al-mulghah.Untuk maslahat ini, para ulama sepakat menolaknya untuk 
menjadi dalil hukum  syara’. Misalnya,  mempersamakan hak laki-laki dan 
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415
 Ibid, hlm. 65-66 Mengacu pada pendapat Amir Syarifudin, sesungguhnya mengisyaratkan bahwa 
parameter kemaslhaan terletak pada kemanfaatan terhadap agama (melindungi agama), 
kemashlahatan terhadap jiwa (melindungi jiwa), kemaslahatan terhadap akal (melindungi akal), 
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Dengan bahasa yang sederhana dapat diketahui, bahwa tujuan syari’at adalah melindungi agama, 
melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi kehormatan dan 
melindungi harta.    
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perempuan sama dalam  pembagian harta waris  karena pertimbangan 
emansipasi. Maslahat yang demikian ulama menolak karena tidak sejalan 
dengan  Alquran.     
3. Sesuatu yang maslahat menurut pertimbangan  akal, tetapi tidak ada nash baik 
yang membenarkan atau menolaknya. Maslahat yang demikian disebut 
maslahat mursalah.Contoh maslahat seperti ini adalah menghimpun Alquran 
pada masa khalifah Abu Bakar. 
Terhadap maslahat yang tidak ada petunjuknya dalam Alquran atau 
ijma, para ulama membolehkan dengan syarat: 
417
 
1. maslahat mursalah itu adalah maslahat  yang hakiki dan bersifat umum dan 
dapat diterima oleh akal sehat; 
2. akal sehat sebagai mashlahat itu adalah benar-benar sejalan dengan tujuan Allah 
dalam menetapkan hukum; 
3. dinilai akal sehat sebagai suatu  maslahat yang sejalan dengan itu tidak 
berbenturan dengan nash yang telah ada; 
4. maslahat mursalah itu diamalkan  dalam kondisi yang memerlukan. Dalam arti 
kalau tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan.  
Berbicara tentang pengukuran nilai kemudharatan atau kemanfaatan yang 
secara eksplisit atau implisit tidak terdapat nash, baik dalam Alquran maupun 
hadis,  identik dengan penggunaan akal untuk menilai maslahat dan mudaratnya 
perbuatan.   
Menurut Jain Mubarok, dalam ilmu kalam terdapat perdebatan mengenai 
baik buruk. Perdebatan ini berhubungan dengan ilmu ushul/fikih sehingga hampir 
dalam setiap kitab ushul/fikih terdapat pembahasan mengenai kemampuan akal 
untuk mengetahui baik buruk dan kewajiban berdasarkan akal untuk menjalankan 
yang baik dan menjauhi yang buruk. 
418
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Dalam hubungan penggunaan akal sebagai ukuran baik buruknya 
perbuatan, terdapat tiga kelompok ahli fikih, yaitu:  
419
 Pertama, ulama kalangan 
Mu’tazilah (wahab Ibn Ata’) berpendapat bahwa akal dapat mengetahui baik 
buruk yang dilakukan oleh hamba tanpa media rasul dan kitab-Nya, karena setiap 
perbuatan yang dilakukan oleh manusia mengandung manfaat dan kemudharatan 
dengan sendirinya. Oleh karena itu, akal dapat menentukan suatu perbuatan  
sebagai sesuatu yang baik karena mendatangkan manfaat  bagi manusia; dan 
sesuatu dipandang buruk apabila dapat menyulitkan manusia.  
Kedua, ulama Asy’ariyah (Abi al-Hasan al-As’ari dan para pengikutnya) 
berpendapat bahwa akal tidak mungkin dapat menentukan baik dan  buruk, benar 
dan salah, serta  kewajiban untuk menjalankan yang baik dan menjauhi yang tidak 
baik menurut akal. Pengukuran untuk keduanya hanya dapat diketahui melalui 
media rasul dan kitab-kitab-Nya 
Ketiga, ulama maturidiyah berpendapat  bahwa hukum Allah tentang 
benar-salah, baik-buruk, dan kewajiban menjalankan sesuatu yang baik serta 
menjauhi sesuatu yang buruk, hanya dapat diketahui melalui rasul dan kitab-Nya. 
Secara garis besar ulama maturidiyah yang beberapa pihak disebut sebagai sikap 
yang moderat ini memberikan catatan: (1) sebagian benar-salah, baik-buruk serta 
kewajiban menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui 
melalui penjelasan rasul dan kitab-Nya; dan (2) sebagian benar-salah, baik-buruk, 
serta  kewajiban menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk  dapat diketahui 
oleh akal. Ketentuan pertama pasti benarnya (sesuatu yang benar, baik, dan wajib 
di jalankan menurut Allah diyakini (pasti) baik menurut akal, sedangkan benar-
salah, baik-buruk, dan kewajiban untuk menjalankan yang baik serta menjahui 
yang buruk menurut akal bersifat nisbi (tidak dijamin sama dengan kehendak 
Allah).           
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Secara umum klasifikasi al-Maqashid meliputi 3 (tiga) jenjang 
keniscayaan: yaitu: al-Daruriyyat (keniscayaan), al-Hajiyyat (kebutuhan), dan al-
Tahsinyyah (kemewahan). 
420
 Para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima) 
yang meliputi: a. Hifz al-Din (pelestarian agama); b. Hifz al-Nafs (pelestarian 
nyawa); c. Hifz al-Mal (pelestarian harta); d. Hifz al-’Aql (pelestarian akal); e. Hifz 
al-Nasf (pelestarian ketutunan); f. Hifz al-‘Ird (pelestarian kehormatan) 421 
Menurut al-Syathibi, setiap Allah menciptakan syariah selalu bertujuan 
untuk merealisasi maqashidnya bagi manusia, yaitu memberikan kebahagiaan 
(mashlahat) dan menolak keburuhan (mafsadat). Semua syariah  tidak terlepas dari 
maqashid.
422
  
Al-Syathibi membagi maqashid menjadi tiga, yaitu al-Dharuriyyat, al-
Hajiyat, dan al-Tahsiniyat. Kepentingan yang asasi/primer (al-Dharuriyyat) 
mencakup segala yang dibutuhan oleh manusia yang apabila tidak terpenuhi, 
kehidupan menjadi rusak. Keperluan yang biasa/sekunder (al-Hajiyat) mencakup 
kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah. Apabila tidak terpenuhi, 
kehidupan menjadi sempit. Keperluan yang mewah (al-Tahsiniyat) mencakup 
kebutuhan yang bertujuan untuk mempercantik/keselarasan yang apabila tidak ada 
tidak sampai pada drajat yang kedua. Contoh dari kebutuhan ini adalah adat, 
akhlak, dan etika.
423
  
Menurut ’Abdullah al-Qardawi, penetapan maqashid syariah dalam 
tingkat daruriyyah meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga 
keturunan dan menjaga harta. Penetapan tersebut menurut ’Abdullah al-Qardawi, 
berangkat dari pemahaman hukum pidana yang dibuat oleh syar’i yang berujuan 
untuk menjaga kelima hal tersebut. 
424
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Kelima penetapan tersebut dan pertimbangan syar’inya menurut 
’Abdullah al-Qardawi, sebagai berikut. 425 
1. Menjaga agama sebagai  hal yang daruriyyah karena syar’i menetapkan 
hukuman bagi orang murtad dan balasan bagi orang yang berjihad di jalan 
Allah. 
2.  Menjaga jiwa sebagai hal yang daruriyyah karena syar’i menetapkan hukum 
qishash dan ketentuan dalam perang. 
3. Menjaga akal sebagai hakl yang daruriyyah karena syar’i menetapkan  hukum 
cambuk bagi peminimum khamr. 
4. Menjaga keturunan sebagai hal yang daruriyyah karena syar’i nenetapkan 
hukuman rajam bagi pelaku zina.   
5. Menjaga harta sebagai hal yang daruriyah karena syar’i menetapkan hukuman 
potong tangan bagi pencuri. 
Penetapan maqashid syariah tingkat daruriyyah dan alasan syar’inya 
oleh ’Abdullah al-Qardawi tersebut mendapat kritikan dari Ibnu Taimiyah. 
Menurut Ibnu Taimiyah, penetapan yang demikian hanya mendasarkan  maslahat 
harta dan jasad. Menurut Ibnu Taimiyah, terdapat mashlahat yang seharusnya 
dipertimbangkan, seperti maslahat dan mafsadah yang diukur dari hati dan jiwa, 
yaitu maslahat yang terwujud dari keimanan dan kemafsadatan yang disebabkan 
oleh ’’kelalaian sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Alquran, al-Kahfi: 
28:  
426
   
Dan bersabarlah engaku (Muhammad) bersama orang yang menyeru Tuhan-nya 
pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua 
matamu berpaling dari mereka (karena) mengharap perhiasan dunia; dan jangan 
lah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat 
Kami, serta mengikuti keinginanya dan keadaanya sudah melewati batas. 
(Alquran, al-Kahfi:28). 
427
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Berdasarkan surat al-Kahfi: 28 tersebut, Ibnu Taimiyah memiliki konsep 
tersendiri tentang ’’menjaga agama’’ dan ’’menjaga akal’’. Kedua konsep tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
428
   
1. Menjaga Agama      
Menurut Ibnu Taimiyah, menjaga agama bukan hanya mendasarkan pada 
penjagaan ekistensi agama yang didasarkan pada hukum-hukum pidana yang telah 
ditetapkan syariah, sehingg pembahasanya hanya sebatas hukum murtad, pelaku 
bid’ah dan ketentuan tentang jihad dijalan Allah. Pemahaman yang demikian, 
menurut Ibnu Taimiyah terlalu sempit.  
Bagi  Ibnu Taimiyah, menjaga agama  berarti mengikuti dan mematuhi 
ajaran agama. Agama, dalam pengertian luas, mencakup sumber-sumber  
pokoknya dan ketetapan syariah yang dirumuskan dari sumber-sumber tersebut. 
Tanpa agama, kehidupan manusia tidak bermanfaat. Manusia adalah makhluk 
’’mati’’ di bawah kebodohannya. Kemudian, Allah menghidupkannya dengan 
risalah keagamaan yang menyinari dan menghilangkan  gelapnya kebodohan. 
Risalah agama adalah ruh  kehidupan yang membedakan orang yang beriman 
dengan orang kafir. Orang kafir pada hakekatnya mati karena tidak mengikuti 
risalah agama. Menurut Ibnu Taimiyah, mengikuti agama sebagai aplikasi 
pemeliharaan agama adalah hal yang paling penting dan paling daruriyyah dari 
semua. Bahkan lebih dibutuhkan daripada butuhnya orang sakit dari obat. 
2. Menjaga Akal 
Menurut Ibnu Taimiyah, landasan syar’i ditetapkannya menjaga akal sebagai 
daruriyyah  didasarkan pada larangan meminum  khamr, karena memabukkan 
perlu diperluas. Menurut Ibnu Taimiyah, jangkauan  ’’menjaga akal’’, tidak hanya 
pada larangan meminum khamr, tetapi juga larangan bermain judi, catur, dan 
undian dengan dadu. Hukum haram yang merupakan perluasan makna judi, 
menurut beliau mencakup: (1) semua permainan yang di dalamnya ada kerugian 
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maka hal itu diharamkan berdasarkan kesepakatan; (2) permainan  yang  
mencegah dari yang wajib dan mendorong untuk berbuat haram; (3) permainan-
permainan yang berpeluang untuk  memperlambat untuk melakukan kewajiban 
dan kebaikan, seperti shalat, belajar atau memperlambat dalam memahami agama; 
(4) permainan-permainan yang membuat sibuk pemainnya sehingga lalai dari 
melakukan amalan-amalan sunnah sebagai pelengkap amalan wajib; (5) permainan 
yang  menyibukkan orang dari perbuatan yang lebih baik untuk diri sendiri dan 
untuk orang lain; dan (6) permainan yang melalaikan dari menyuruh kepada yang 
baik dan mencegah dari yang mungkar. 
Menurut Ibnu Taimiyah, al-Masalih al-Mursalah merupakan salah satu 
metode untuk mengetahui hukum syariah. Metode ini oleh Ibnu Taimiyah, 
ditempatkan setelah Alquran, sunnah mutawatir, sunnah ghairu mutawatir, ijma, 
qiyas dan istihsan. Beliau mendefinisikan al-Masalih al-Mursalah sebagai usaha 
mujtahid untuk melihat manfaat yang lebih baik dan tidak ada larangan syariah 
mengenai hal tersebut secara umum. 
429
   
Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwa Raf’fu Al-Haraj (menghapus 
kesusahan) adalah salah satu asas syariah yang penting. Pemahaman ini menurut 
beliau didasarkan pada dua hal.  
430
 
1. Syariah dibangun berdasarkan kemudahan, keluwesan dan menghapus 
kesusahan. 
Prinsip ini beliau mendasarkan Firman Allah SWT:    
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) dari (kebajikan) yang dikerjakanya 
dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka 
berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami  
dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
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yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan 
rahmatilah kami. Engkaulah Pelindung kami, maka tolonglah kami 
menghadapi orang-orang kafir. (Alquran, Al-Baqarah: 286). 
431
 
 
Berpedoman pada ayat di atas, Ibnu Taimiyah mengartikan lafal illa 
wus‘aha merupakan pemberitahuan Allah kepada manusia bahwa 
pembebanan kewajiban bagi mukallaf merupakan sebuah keluwesan dan 
karunia untuk mereka dan bukan sebuah kesempitan, kesusahan dan 
pemberatan. Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah, ayat di atas 
menunjukkan bahwa syar’i membebani kewajiban kepada mukallaf 
berdasarkan kesanggupan yang dimiliki tanpa menimbulkan kesusahan dan 
kesempitan. 
2. Pembebanan kewajiban didasarkan dengan ilmu dan kemampuan. 
Asas Syariah didasarkan pada keyakinan Ibnu Taimiyah bahwa syariah 
yang dibebankan oleh pembuat syariah itu tidak ada satu pun yang tidak bisa 
dilaksanakan. Menurut Ibnu Taimiyah, agar syariah tersebut dimungkinkan 
untuk dilaksanakan, pembebanan hukum harus melihat kadar keilmuan dan 
kesanggupan seseorang, sehingga orang yang tidak atau belum memiliki ilmu 
yang cukup dan kesanggupan yang memadai, tidak dibebankan tanggung 
jawab syariah. Adapun jika pembebasan itu dimungkinkan dilakukan ke 
depanya kewajibannya ditangguhkan hingga dianggap telah sanggup untuk 
melakukan.                         
Dalam sejarah hukum Islam, pencarian al-maqashid pernah dilakukan 
pada zaman Rasul dan masa khalifah, beberapa contoh tentang itu dapat 
dikutipkan sebagai berikut. 
8. Pada suatu waktu Nabi Muhammad SAW mengirimkan sekelompok  sahabat 
ke Bani Qurayzah dan memerintahkan agar tidak melaksanakan shalat asar, 
kecuali di Bani Qurayzah. Padahal, waktu untuk melaksanakan shalat asar 
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hampir habis.  Perintah tersebut, menimbulkan dua pendapat, yaitu berikut ini. 
432
 
d. Pendapat pertama  menyatakan harus tetap shalat dalam perjalanan karena 
wakunya akan habis. Pernyataan yang pertama, didasarkan pada logika 
bahwa perintah  Nabi bukan bermakna harfiah, yaitu menunda waku 
shalat. Akan tetapi, dimaksudkan agar memicu semangat para sahabat 
untuk segera tiba di Bani Qurayzah. 
433
 
e. Pendapat kedua menyatakan tetap berkomitmen untuk melaksanakan salat 
asar  di Bani Qurayzah meskipun waktu salat sudah habis. Peryataan   
yang kedua diasarkan pada perintah nabi yang sudah jelas, bahwa Nabi 
memerintahkan salat asar di Bani Qurayzah. 
434
 
Ketika kedua pihak itu menghadap Bani Muhammad SAW dan 
menceritakan kisah mereka, Nabi-pun merestui kedua pendapat tersebut. 
Direstuinya kedua pendapat tersebut, sebagaimana para ulama mencatat, 
menunjukan kebolehan dan kebenaran pendapat itu. 
435
 
9. Umar bin Khatab pernah menerapkan moratorium atas hukuman pencurian 
bagi pelaku pencurian pada saat di Madinah dalam kondisi kekurangan 
pangan. Beliau berpendapat bahwa menerapkan hukuman itu, pada saat orang-
orang sedang menderita kekurangan persediaan pangan dasar, menentang 
prinsip keadilan; yang beliau anggap lebih fundamental untuk diikuti. 
436
 
10. Umar bin Khatab pernah memasukan kuda ke dalam jenis zakat meskipun ada 
arahan dari Rasulullah untuk tidak memasukan kuda sebagai jenis zakat. 
Pertimbangan Khalifah Umar adalah bahwa kuda pada saat itu sudah menjadi 
mahal dan dipandang sebagai harta yang nilainya melebihi nilai unta.  
437
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Maqashid syariah merupakan pondasi utama bagi berdirinya agama yang 
sesuai dengan aturan yang benar. Para ulama (pengemban panji Islam) yang tidak 
memahami syariah, maka hasilnya hanyalah kegagalan dan kesia-siaan. Seseorang 
yang tidak memahami kemudahan dalam agama Islam, maka ia akan jatuh pada 
sikap ekstrem dan berlebih-lebihan. Seseorang  yang tidak mengamalkan syariah 
akan berisiko mendapat kesusahan  dan kesengsaran. 
438
   
Tujuan syariah adalah untuk mengentaskan manusia dari 
ketertundukannya terhadap hawa nafsu dan menggantikanya dengan 
ketertundukanya kepada Allah SWT secara tulus dan total. Seseorang yang tidak 
memahami tujuan beribadah  misalnya, maka sesungguhnya penghambaan hanya 
sebatas rutinitas. 
439
   
Sebagai contoh, Islam mengharamkan zina dan melarang segala jalan 
kepadanya atau memutus setiap sarana dan menutup setiap pintu yang menuju ke 
sana. Maka dari itu barangsiapa yang tidak mengetahui  tujuan  pengharaman zina, 
yaitu menjaga kehormatan  dari segala tuduhan dan buruk sangka, ia akan begitu 
gencar  memperingatkan  manusia untuk tidak berzina. Namun dia tidak 
memperingatkan mereka dari sarana-sarana yang mengarah pada perbuatan zina. 
440
      
Sebagai tujuan syariah, maqashid syariah, seharusnya menduduki posisi 
penting sebagai ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan  hukum. 
Dengan kata lain, memahami hukum yang benar  haruslah melalui pemahaman 
Maqashid syari’ah yang baik. Menurut Al-Syathibi, perbedaan pendapat di 
kalangan ulama,  banyak disebabkan oleh buruknya pemahaman mereka atas  
maqashid al-syariah bahkan ketidakmengertian mereka atas maqashid al-syariah. 
441
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Kesan/persepsi/subjektifitas  Al-Syathibi bisa dimaklumi, karena sebagian 
umat Islam masih disibukkan dengan pengamalan agama yang rutinitas tanpa 
berkemauan untuk mengkaji apa  yang dilaksanakanya. Akibatnya, ibadah-ibadah 
yang dilakukan hanya bermaksud dan dimaksudkan hanya sekadar menggugurkan  
kewajiban. Sikap yang demikian bukan dilarang, melainkan agama juga telah 
memberikan catatan, bahwa beramal tanpa ilmu  hasilnya akan dipertanyakan. 
Dari sinilah sebetulnya, pangkal terjadi tidak membekasnya amalan 
agama  rutinitas yang tidak berimplikasi pada kesalehan sosial. Di samping itu, 
akibat yang lain, misalnya, adalah pernyataan bahwa  di dalam Nash (Alquran dan 
Hadis), hanya ada satu hukum untuk mengatasi semua masalah hukum yang 
dihadapi oleh manusia. Padahal, yang benar adalah ada beberapa hukum untuk 
beberapa masalah hukum yang dihadapi manusia. Bahkan boleh jadi, ada beberapa 
hukum untuk menyelesaikan satu masalah hukum yang dihadapi oleh manusia. 
Untuk yang terakhir ini hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami 
maqasid al-syariah dengan segala pendekatanya.  
Mentikberatkan pada pengungkapan maqashid al-syariah juga harus 
dibatasi, yaitu hanya dialamatkan pada pengamalan–pengamalan tertentu dan tidak 
secara keseluruhan. Artinya, kita tidak boleh menghalalkan cara untuk mencapai 
tujuan. Contoh konkret, pada saat seseorang diperintahkan untuk berpuasa. 
Dengan berpuasa ia akan digolongkan sebagai manusia yang  bertakwa. Salah satu 
implikasi berpuasa  dalam konteks ini adalah ’’tumbuhnya sikap peduli pada 
orang-orang miskin’’. Dengan memahami syariah ini dan implikasinya  tentu kita 
tidak boleh mengatakan:’’tidak perlu berpuasa dan sebagai gantinya kita 
tingkatkan bukti kepedulian pada kaum miskin’’. Sikap yang demikian, bukan 
hanya tidak searah dengan syariah akan tetapi justru menginjak-nginjak syariah. 
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4. Penyelesaian Kasus Pidana di luar Pengadilan, Restoratif Justice dan 
Hukum Progresif 
a. Penyelesaian Kasus  Pidana  di Luar Pengadilan  
Dalam tataran teori, penegakan hukum mengenal dua model, yaitu model 
dalam peradilan (In of Courts System) dan model di luar pengadilan. Model dalam 
peradilan (in of Court System) dimaksudkan model penyelesaian yang bertolak 
dari kaidah-kaiah normatif, yaitu kaidah yang secara tekstual normatif (hukum 
tertulis dan terkodifikasikan) telah disepakati untuk dijadikan pedoman dalam 
proses penanganan perkara pidana. Dalam kepustakaan  ilmu hukum dikenal 
adanya model-model dalam sistem peradilan pidana antara lain: Crime Control 
Model (CCM),Due Prosess Model (DPM) dan Family Model. 
442
    
Crime Control Model (CCM) merupakan salah satu model dalam 
peradilan pidana dengan tujuan untuk memberantas terjadinya kejahatan dalam 
masyarakat, dengan dalil tindakan represif terhadap suatu tindakan kejahatan 
merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan untuk memberikan 
jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, orientasi 
terpenting model ini sangat mengutamakan terselenggaranya efisiensi dan 
kecepatan birokrasi peradilan dalam menjaring sebanyak-banyaknya pelaku 
kejahatan. Due Process Model (DPM) merupakan model peradilan yang dilandasi 
oleh praduga tidak bersalah (presumtion of inonence) sebagai dasar nilai peradilan. 
Tujuan utamnya adalah untuk melindungi secara sungguh-sungguh orang yang 
tidak bersalah dan menuntut orang-orang yang benar-benar bersalah. Oleh karena 
itu penyelidikan suatu kasus harus dilakukan secara formal dan penemuan fakta-
fakta secara objektif dan didengarkan secara terbuka di persidangan. Penilaian      
oleh penuntut umum baru akan dilakukan setelah tertuduh memperoleh 
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kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta-fakta yang dapat menolak 
tuduhanya. 
443
  
Family Model (model kekeluargaan) lahir dari gagasan yang 
dikembangkan oleh John Griffiths. Model ini merupakan reaksi terhadap 
adversary model (model perawaan), menekankan pada prinsip prosedur peradilan 
pidana yang harus merupakan suatu sengketa (dispute) antara kedua belah pihak 
(tertuduh dan penuntut umum);   kedudukan yang sama di muka pengadilan untuk 
menyelesaikan persoalan yang timbul akibat adanya kejahatan. 
444
  
Penyelesaian di luar pengadilan (Out of Court  System) merupakan 
model yang dikembangkan dari kaidah-kaidah tradisi dalam kehidupan sosial 
masyarakat dan atau praktik penegakan hukum. Untuk menyelesaikan persoalan 
hukum di luar proses persidangan formal, model ini menurut sejarah di Indonesia 
bukan masalah baru.   
445
  
Kedua model penyelesaian  kasus pidana (In of Court system dan out of 
court system) memiliki perbedaan. Dalam model In of Court System penekananya 
berorientasi pada pemenuhan dan atau pemulihan hak yang secara individual 
memang merupakan haknya sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak menjamin sepenuhnya untuk membuat para 
pelaku yang berselisih rukun kembali dan atau keseimbangan kehidupan 
masyarakat menjadi lebih baik. Dalam Out of Court System, penekananya lebih 
pada kesepakatan para pihak atas dasar saling menghargai dan timbang rasa, 
dengan memperhatikan kepentigan bersama, dan atau kepentingan umum yang 
dihargai bersama yang diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan 
nilai-nlai kepatuan dan kelayakan yang dianut oleh masyarakat yang 
bersangkutan.
446
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Dalam perkembangan teori, tahun 1964 dikenal adanya gerakan/paham 
abolisionisme yang dipelopori oleh Louk Hulsman dari Belanda. Paham ini 
berorientasi pada pendekatan kemanusiaan dan rasionalistik, sehingga sistem 
peradilan pidana harus dimanusiawikan dan dirasionalkan. Bahkan Hulsman lebih 
jauh menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana harus dihapuskan seluruhnya 
karena secara logika sistem ini bukan merupakan sarana yang manusiawi dan peka 
dalam menghadapi kejahatan. Bertolak dari asumsi tersebut kemudian paham 
abolosionis mengajukan konsep restoratif justie. Konsep retributive justice yang 
orientasi pada model perlawanan digantikan dengan konsep retoratif justice yang 
menekankan pada model dialog dan negosiasi dalam penyelesaian perkara pidana. 
447
        
Menurut Muladi,  penegakan hukum  dengan menggunakan instrumen 
pengadilan, pada hakikatnya merupakan penerapan substansi hukum oleh 
penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan. Sesuai 
dengan konteks ini, penegakan hukum pada dasarnya merupakan instrumentalisasi 
hukum atau politisasi hukum  sebab apa pun warnanya menurutnya kekuasaan  dan 
corak rezim yang berlaku, hukum selamaya merupakan instrumen yang efektif 
untuk menegakan kebijakan sosial yang digariskan. Dalam hal ini istilah 
’’supremasi hukum’’yang merupakan salah satu simbol demokrasi selalu 
dimanfaatkan untuk menjaga citra ke dalam ataupun ke luar negeri. Padahal,  baik 
buruknya masih tergantung pada kualitas demokrasi yang dianut oleh penguasa 
atau rezim yang bersangkutan.    
448
    
Joseph Goldstein membagi penegakan hukum/Law enforcement menjadi 
tiga, yaitu (1) total enforcement; (2) full enforcement; dan (3) actual enforcement. 
Josep Goldstaein memberikan penjelasan ketiga konsep penegakan hukum. 
449
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Total Enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana 
sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil/substantive 
law of crimes, yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak 
hukum. Hal tersebut disebabkan oloeh adanya pembatasan  secara ketat oleh 
hukum acara pidana yang mencakup aturan  atau tata cara penangkapan, 
pengeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan 
atau mungkin  juga pembatasan  bahwa suatu tindak pidana materiil itu sendiri 
yang menentukan  bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan 
pengaduan/klacht delict. 
Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum disebut Area of on 
enforcement. Apabila area penegakan hukum total law enforcement dikurangi 
dengan area of no enforcement, muncul area yang disebut full enforcement. 
Penegakan hukum secara full enforcement , menurut Josep Goldstein, 
merupakan harapan yang realistis /non a realitic expectation, terdapat kendala-
kendala  dalam pelaksanaanya berupa keterbatasan waktu, personel, alat-alat 
investigasi, dana, dan sebagainya  sehingga mengharuskan adanya diskresi/actual 
enforcement.              
Total Enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana 
sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil/substantive 
law of crimes, yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak 
hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana.   
Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Radbruch, menyatakan pada 
hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep yang dapat digolongkan sebagai 
sesuatu tentang penegakan hukum. Maka,  pada hakikatnya hukum berbicara 
tentang penegakan ide-ide  serta konsep-konsep yang nota benenya adalah abstrak. 
Kelompok abstrak yang dimaksud, termasuk ide  tentang keadilan, kepastian  dan 
kemanfaatan sosial. Berangkat dari pendapat tersebut, Satjipto Rahardjo 
mendefinisikan’’Penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan 
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hakikat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide 
yang abstrak menjadi kenyataan,  sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.  
450
 
Masih menurut Satjipto Rahardjo yang mengadopsi pemikiran 
Chambliss dan Seidmen,  unsur-unsur penegkaan hukum mencakup (a) pembuatan 
Undang-Undang; 
451
 (b) penegakan hukum; dan (c) lingkungan. Dengan merujuk 
pada unsur-unsur ini, penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan 
hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk 
mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-
keinginan hukum adalah pikiran-pikiran Badan Pembuatan Undang-Undang  yang 
dirumuskan dalam peraturan–peraturan hukum. Proses penegakan hukum 
menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat 
hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan 
penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataanya, proses penegakan hukum 
memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum. 
452
 Dalam 
melakukan penegakan hukum pada  tahap pelaksanaan, banyak faktor yang dapat 
memengaruhinya.   
Dalam praktik, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dilakukan 
sebagaimana mestinya. Akan tetapi, baru dilaksanakan sebagamana adanya. 
Dalam  penegakan hukum, Muladi memberikan catatan bahwa penegakan hukum 
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tidak bisa lain diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan 
yakni: (1) konsep penegkan hukum yang bersifat total/total enforcement concept, 
yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut 
ditegakan tanpa kecuali; (2) yang bersifat penuh/full enforcement,yang menyadari 
bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi 
perlindungan individu; (3) konsep penegakan hukum  aktual/actual enforcement, 
yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 
keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan degan sarana-prasaran, kualitas 
sumber daya manusia, kualitas perundang-undanganya, maupun miskinya 
partisipasi masyarakat. 
453
        
Mediasi penal yang bermuara pada Retorative Justice sebagai model 
penegakan hukum pidana, telah menjadi kecenderungan internasional dan juga 
telah  diterapkan di beberapa negara. 
Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi penal (penal mediation)  sering 
disebut dengan berbagai istilah, seperti mediation in criminal cases atau mediation 
in penal matters yang dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling. Dalam 
bahasa Jerman mediasi penal disebut Der AuBergerichtliche Tataus-gleich (di 
singkat ATA) dalam bahasa Perancis disebut de mediation penale. Mediasi penal 
di dalamnya mempertemukan antara pelaku dengan korban. Mediasi penal disebut 
juga dengan istilah Victim-Offender Mediation (WOM),  Tater-Opfer-Augsgleich 
(TOA) atau Offender-Victim Arrangement (OVA).  Di samping itu, meskipun 
istilah ADR (Alternative Dispute Resolution atau Apropriate Dispute 
Resolution/ADR pada umumnya sering digunakan pada kasus perdata, dalam hal-
hal  tertentu, dimungkinkan adanya  penyelesaian kasus pidana di luar 
pengadilan.
454
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Barda Nawawi Arief memberikan catatan tentang penyelesaian perkara 
di luar pengadilan. 
455
 
a. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif peyelesaian sengketa di 
luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istiah ADR atau ’’Alternative 
Dispute Resolution’’ ada pula yang menyebutnya ’’Apropriate Dispute 
Resolution. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus  
perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus 
pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan walaupun dalam hal-hal 
tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.    
b. Dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan 
melalui berbagai diskresi penegak hukum atau melalui  mekanisme 
musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada dalam masyarakat  
(musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb).  
c. Dalam perkembangan wacana teoretik dan perkembangan pembaharuan 
hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk 
menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian 
masalah di bidang hukum pidana 
d. Mediasai penal sebenarnya belum terdapat payung hukum dalam sistem 
peradilan pidana Indonesia, yang ada hanya beberapa regulasi tersirat, yang 
membuka kemungkinan mediasi.  
Dalam konferensi Konggres PBB ke-9 tahun 1995, khususnya yang 
berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (dokumen A/CONF 169/6) 
disebutkan perlunya semua negara mempertimbangkan’’privatizing some law 
enforcement and justice functions’’ dan ’’Alternative Dispute Resolutions’’/ADR) 
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berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi dalam sistem peradilan 
pidana.
456
   
Dalam Konferensi International Pembaharuan Hukum 
Pidana/International Penal Reform Conference tahun 1999 dikemukakan bahwa  
salah satu kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (the elements of a 
new agenda for penal reform) adalah perlunya memperkaya sistem  peradilan 
formal dengan sistem mekanisme informal dengan standar-standar  hak asasi 
manusia  (the need to ennrich the formal judicial system with informal, locally 
based, dispute resolution mechanisms white meet human right standards) yang 
mengindentifikasikan sembilan strategi pengembangan  dalam melakukan 
pembaharuan hukum pidana melalui pengembangan restorative justice, alternative 
dispute resolution, informal justice, alternatives to custody, alternative ways of 
dealing with juveniles,dealing with violent crime, reducing the prison  
population,the role of civil in penal reform.
457
  
Dalam Kongres PBB ke-10 tahun  2000 (dokumen 
A/CONF.187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan 
perlindungan kepada korban kejahatan hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi  
dan peradilan restoratif (restorative justice). Kemudian sebagai tindak lanjut 
pertemuan internasional tersebut  mendorong munculnya dokumen internasional 
yang berkorelasi dengan peradilan restoratif  dan mediasi dalam perkara pidana 
berupa the Recommendation of the Council of Eure 1999No. R (99) 19... tentang 
Mediation in Penal Mattres, berikutnya the UE Framework Decision 2001 tentang 
the Stannding of  Victim in Criminal Proceedings’’ dan The UN Principles 2002 
(resolusi Ecosoc 2002/12  tentang ‘’Basic Principless on the Use Restorative 
Justice Programmes in Criminal Matters’’. Kemudian mediasi penal ini juga 
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dikenal dalam beberapa Undang-Undang pada Negara  Austria, Jerman, Belgia, 
Perancis dan Polandia. 
458
    
Khun, Direktur The New York-Based Center for Public Resours, 
merupakan suatu organisasi yang mendorong para pengusaha untuk mengunakan 
mediasi dan alternatif  selain pengadilan. Selama ini, chief executive officer dan 
general councel lebih dari 400 perusahaan-perusahan nasional terbesar –termasuk 
AT&T, Coca-cola, IBM, dan Xerok –telah menandatangani suatu dokumen yag 
dikenal ADR (Alternative Dispute Resolution atau Penyelesaian Sengketa dengan 
Cara Alternatif).  
459
  
Pada bulan April 1987, L’Ambiance Plaza, yang terletak di Bridgeport, 
Connecticut, lantai ke-13 dari bangunan apartemen itu runtuh ketika sedang 
dibangun, 28 pekerja bangunan tewas dan 16 lainya luka berat. Dalam bulan-bulan 
selanjutnya, dua hakim pensiun, yang bertindak sebagai mediator menghadapi 
hampir 100 pengacara yang  mewakili para kontraktor, para subkontraktor, dan 
keluarga korban. Pada bulan November  1988, terjadi apa yang disebut ’’suatu 
terobosan luar biasa dalam penggunaan mediasi’’dengan nama ‘’menghapuskan 
tahunan kemampuan pengadilan’’. Ia mempermaklumkan bahwa suatu 
penyelesaian sengketa telah tercapai melalui mediasi, memecahkan seluruh 
gugatan hukum yang jumlah totalnya $41 juta. Saat membicarakan keluarga-
keluarga korban, Hakim Robert C. Zampano, yang bertindak sebagai salah satu 
dari mediator  mengatakan:’’  Tidak terdapat seorang yang serakah di antara 
mereka. Mereka semua adalah orang-orang jujur; orang-orang  yang termasuk 
pekerja keras yang baru saja mengalami tragedi yang mengerikan’’. Para keluarga 
korban mengatakan kepada seorang reporter koran The New York Time bahwa 
dengan menggunakan mediasi, mereka terbebas dari ingatan terhadap tragedi.   
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Andaikata menggunakan proses pengadilan, mereka tetap tersiksa berbulan-bulan 
atau bertahun-tahun di bawah kenangan tragedi itu.
460
    
Di Amerika Serikat dikenal lembaga penyelesaian perkara pidana yang 
sering disebut ’’Plea Bergaining’’. Romli Atmasasmita memberikan catatan 
tentang ’’Plea Bergaining’’ sebagai berikut. 461 
1. Bahwa ’’plea bergaining’’ ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi 
antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. 
2. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat 
proses penanganan perkara pidana. 
3. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada ’’kesukarelaan’’ tertuduh untuk 
mengakui kesalahanya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman 
hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. 
4. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi 
dimaksud tidak diperkenankan. 
Romli Atmasasmita selanjutnya mengatakan, meskipun ’’plea 
bergaining system’’ telah berlangsung lama di Amerika Serikat, bukan berarti 
tidak ada masalah dalam praktik pelaksanaanya dalam praktik. Masalah yang 
timbul adalah bagaimana  kaitan antara pernyataan tertuduh (akan kesalahanya) 
dengan peradilan itu sendiri dalam konteks akhir suatu proses penjatuhan hukuman 
terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah. Secara konstitusional, sistem ini 
justru melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan atau 
pengakuan yang dapat merugikan seseorang di muka sidang pengadilan, dan hak 
untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau pihak 
yang menyampaikan pengadilan serta kesempatan memperoleh saksi yang 
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menguntungkan tertuduh. Begitu juga dengan pernyataan akan kesalahanya itu 
tertuduh hilang kesempatan  untuk diadili oleh juri. 
462
   
Dalam dokumen penunjang Konggres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam 
dokumen  A/CO NF.169/6, sebagainana dikutip oleh Barda Nawawi Arief,  
dijelaskan  terhadap perkara-perkara  yang di dalamnya  mengandung unsur fraund 
dan white-collar crime  atau terdakwanya korporasi. Pengadilan seharusnya tidak 
menjatukan  pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan 
masyarakat  secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya 
pengulangan. Menurut Muladi, model konsensus  yang dianggap menimbulkan 
konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang 
berselisih untuk menyelesaikan masalahnya merupakan langkah yang sangat 
positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu, 
menurut Muladi, lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi. ADR ini 
merupakan bagian dari konsep Restoratif Justice yang menempatkan peradilan  
pada posisi mediator. 
463
 
Dalam Dokumen A/CONF.187/8 yang disampaikan  pada konggres PBB 
ke-10 tentang the Prevention of crime and Treatment of Offenders yang yang 
diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000, dalam bagian Basic Principles of 
Justice for offenders and victim  antara lain dicamtumkan mengenai the alternative 
of restorative justice. Dalam dokumen tersebut, restorative justice dipandang 
sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan. Semua pihak harus mengambil 
bagian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama bagaimana 
menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan 
datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan (reparation) dan 
pencegahan (prevention) daripada menjatuhkan pidana. 
464
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Menurut Barda Nawawi Arief, beberapa negara yang telah  menerapkan   
mediasi penal, antara lain Austria, Belgia, Jerman, Perancis dan Polandia. Di 
negara-negara tersebut, pengaturan tentang media penal ada yang ditempatkan 
dalam hukum materiil, hukum fornal, dan diatur tersendiri. 
465
 
b. Restorative Justice  
Seiring dengan tidak maksimalnya peran lembaga peradilan dalam 
memberikan keadilan  dan dengan tidak adanya  perlindungan hukum yang nyata 
bagi  korban  kejahatan, fenomena penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan 
(out of court system ) menjadi trend. Kecenderungan seperti ini sering dibahasakan 
sebagai  rekonsiliasi, kebijakan nonpenal dalam hukum pidana, perdamaian antara 
korban dengan pelaku baik atas inisitif aparat penegak hukum maupun oleh korban 
dan pelaku, yang kesemuanya  diharapkan akan menghasilkan penyelesaian yang 
terbaik bagi korban dan pelaku (keadilan yang kompromikan). Padanan kata untuk 
kalimat:’’Keadilan yang dikompromikan’’, sering disebut ’’Restorative  justice’’.   
Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon 
perkembangan  sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan 
pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang 
bekerja pada sistem peradilan pidana pada saat ini. 
466
  
Di pihak lain, restorative justice juga merupakan suatu kerangka  
berpikir yang baru  yang dapat direspons oleh suatu tindak pidana bagi penegak 
hukum dan bekerjanya hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan 
restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam 
memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative 
justice makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana 
pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat. Akan tetapi 
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dalam pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak 
pidana bukanlah negara sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang 
sekarang ada. Oleh karena itu kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi 
rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara keadilan  dimaknai 
sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara 
pidana yang di dalamnya ketertiban korban,masyarakat dan pelaku menjadi 
penting  dalam usaha perbaikan,rekonsiliasi dan penjainan keberlangsungan usaha 
perbaikan tersebut.
467
  
Dasar  teori restorative justice adalah keharusan untuk menyakini  korban 
kejahatan atau  keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum 
terjadinya tindak pidana. Teori yang dibangun oleh Bazemore dan Walgrave ini 
menegaskan bahwa dalam prinsip restorative justice  setiap tindakan dalam rangka 
menegakkan keadilan harus diarahkan guna memperbaiki kerusakan yang 
ditimbulkan  akibat tindak pidana yang dilakukan. Jenis hukuman menurut teori ini 
termasuk pula hukuman untuk melayani masyarakat, ganti  kerugian, dan bentuk 
lain  dari hukuman penjara  yang tetap membiarkan terpidana agar tetap aktif 
dalam masyarakat. Dengan demikian, jelas dalam konsep keadilan restorative  
pihak korban dan keluarganya  menjadi fokus perhatian.
468
   
Tujuan restorative justice adalah mendorong peradilan yang adil dan 
mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Korban merasa bahwa 
penderitaan yang diperhatikan  dan kompensasi yang disepakati untuk mengganti 
dan memperbaiki kerusakan yang timbul, dapat diperolehnya. Sementara bagi 
masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada 
tersalurkan oleh pemerintah. 
469
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Dalam Islam, penggunaan sarana perdamaian sebagai model penyelesaian 
kasus/sengketa, yang bermuara pada restorative justice, sudah dikenal. Hal ini 
menunjukan, bahwa pelaksanaan perdamaian merupakan perintah. 
Konsekuensinya, Islam  akan menempatkan penggunaan sanksi pidana bagi pelaku 
atas perbuatannya diposisikan sebagai upaya yang bukan pertama.                       
Dalam Handbook on Restorative Justice Programmes, dirumuskan 
:’’Restorative Justice ia an approach to problem solving that, in its various forms, 
involes the victim, the offender, their social networks, justice and the 
community/Restorative Justice adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan 
masalah dalam berbagai bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, 
lembaga-lembaga keadilan dan masyarakat. 
470
   
Tony F. Marsall, Restoative Justice memberikan batasan Restoative 
Justice adalah :’’A commonly accepted definition used internationally is: 
Restoative Justice is a process whereby parties with a taken in a spesific offence 
collective lyresolve how to deal with the aftermath of the offence and its 
implications for the future/Sebuah definisi yang diterima secara umum dan 
digunakan secara internasional: restorative justice adalah proses yang di dalamnya 
para pihak dalam sebuah pelanggaran khusus secara kolektif menyelesaikan akibat 
dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. 
471
            
Berpedoman pada kedua definisi di atas, inti Restorative Justice adalah 
sebuah cara penyelesaian perkara pidana  yang di dalamnya melibatkan pelaku, 
korban, lembaga sosial, penegak hukum dan juga masyarakat. Berpedoman  
makna ini, beberapan catatan yang terkait dengan restoative justice adalah: 
Pertama, restorative justice memandang bahwa meskipun masalah tindak pidana 
merupakan masalah individu, proses penyelesainnya  menjadi masalah bersama. 
Pemahaman ini rasional karena akibat dari tindak pidana bukan hanya akan  
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dirasakan oleh individu secara personal, melainkan juga dirasakan oleh pihak lain 
sebagai korban yang tidak langsung. 
Kedua, restorative justice  merupakan bentuk eksaminasi atas berjalanya 
sistem peradilan pidana yang sementara ini sangat sulit ditembus oleh masyarakat. 
Kesulitan untuk mengoreksi bekerjanya peradilan pidana, bukan hanya 
menyangkut kekakuan prosedur (hukum acara), melainkan juga menyangkut ouput 
berupa putusan pengadilan, kecuali dengan praperadilan  untuk prosedur  dan 
upaya hukum untuk putusan pengadilan. 
Ketiga, restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan  
restoratif,  akan membicarakan apa yang akan dilakukan dan bukan bagaimana 
cara menghukum pelaku. Dengan demikian, restorative justice sebetulnya 
merupakan sebuah komitmen pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana 
(kejahatan dianggap sebagai masalah manusia) dan bukan lagi sebagai masalah 
undang-undang sehingga penyelesaiannya menggunakan pendekatan kemanusiaan. 
Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa restorative justice merupakan 
jawaban tentang pertanyaan ’’apa yang paling dibutuhan oleh pelaku, korban dan 
juga masyarakat’’ setelah terjadinya tindak pidana.    
Menurut Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice merupakan suatu  
model pendekatan  yang muncul di era tahun 1960-an dalam upaya menyelesaikan 
perkara pidana. Pendekatan restorative justice  menitikberatkan pada adanya 
partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian 
perkara pidana. Pendekatan Restorative Justice diasumsikan sebagai pergeseran 
paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem 
peradilan pidana untuk menangani perkara-perkara pidana saat ini.
472
            
Berbicara tentang restorative justice theory di Indonesia, sebetulnya 
bukan hal yang baru. Penanaman teori ini, menurut Rocky Marbun, sebelumnya 
telah dipelopori oleh Soerjono Soekanto, yang memperkenalkan 
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penyatuan/integrasi dalam penegakan hukum/law enforcement. Menurut 
Soekamto, dalam penegakan hukum perlu adanya  Integrated Criminal Justice 
System (ICJS), yang meliputi hukum itu sendiri (Undang-Undang), sarana dan 
prasarana, institusi penegak hukum, masyarakat dan budaya.  Peletakan pondasi 
ICJS oleh Rocky Marbum diartikan bahwa telah nampak adanya usaha untuk 
menerapkan restorative justice theory yang pada ahirnya dapat memunculkan 
proses peyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. 
473
 
Keadilan restoratif  merupakan  sebuah perhatian yang 
mempertimbangkan hasil  dan tidak hanya proses.  Keadilan restoratif  bukan  
hanya sebagai proses  pemulihan kembali kondisi akibat tindak pidana, melainkan  
di dalamya ada perlindungan bagi korban. Dalam keadilan restoratif terdapat 
upaya   penyatuan kembali antara pelaku dengan korban,  keikusertaan korban 
dalam proses peradilan, penggantian kerugian bagi korban,  dan ada keterpaduan 
antara pihak yang terlibat dalam  pengembalian nilai-niai yang terkoyak akibat 
tindak pidana. Keadilan restoratif  merupakan  koreksi atas bekerjanya sistem 
peradilan pidana selama ini. Hal ini seperti diungkapkan Bazemore dan Walgrave 
sebagai berikut. 
’’A Definition that includes attention to outcomes will allow for, and even 
require, not only restorative processes but also intervention such as victim 
support, offender reintegration services, victim participation in criminal court 
proceedings, and court imposed restitution and community service  orders, 
provided that those intervention incorporate restorative values to the extent 
possible. Such a definition, therefore, can offer a philosophical and 
jurisrudential framwork for those and other interventions to repair the harm 
caused to revealed by crime. Futher, is offers a robust critique of contemporary 
criminal justice, white it narrow conceptual focus on lawbreaking behavior. 
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Selanjutnya dikatakan bahwa:’’Restorative justice is every action that is 
primarilty oriented to doing justice by repairing the harm that is caused by criem. 
Teori yang dibangun oleh Bazamore dan Walgrave ini menegaskan bahwa dalam 
prinsip restorative justice setiap tindakan dalam rangka menegakkan keadilan 
harus diarahkan guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak 
pidana yang dilakukan. Jenis hukuman, menurut teori ini, termasuk pula hukuman 
untuk melayani masyarakat, ganti rugi, dan dalam bentuk lain dari hukuam penjara  
yang mana tetap membiarkan terpidana agar aktif di masyarakat. Dalam konsep 
restoratif,  pihak korban dan keluarganya yang menjadi fokus perbaikan.
475
  
Restorative Justice merupakan konsep pemikiran yang merespon 
pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan 
pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang 
bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, 
restorative justice juga merupakan suatu kerangka berpikir baru yang dapat 
digunakan dalam merespons suatu tindak pidana  bagi penegak  dan bekerjanya 
hukum.  Dalam pandangan Restorative Justice makna tindak pidana pada dasarnya 
sama seperti pada umumnya yaitu sebagai serangan terhadap individu dan 
masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Dalam padangan Restorative Justice, 
korban utama  atas  terjadinya suatu  tindak pidana bukanlah negara sebagaimana 
dalam sistem peradilan pidana yang sekarang. Oleh karena itu kejahatan 
menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya 
suatu tindak pidana. Sementara itu, keadilan dimaknai sebagai proses pencarian 
pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana yang di dalamnya  
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keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku menjadi pentng dalam usaha 
perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha tersebut. 
476
,          
Kehadiran Restorative Justice Theory, dapat disebut sebagai koreksi atas 
berlakunya retributive justice theory. Pada retributive justice theory, 
penekanannya pada cara membalas korban yang dalam pelaksanaanya diambil alih 
negara. Pada restorative justice theory, penekananya pada upaya pemulihan   
kondisi akibat terjadinya tindak pidana dan semua pihak diberi peran.  
c. Hukum Progresif  
Sejak Presiden Susilo Bambang Yudoyono memilih menggunakan out of 
court settlement (penyelesaian di luar pengadilan), untuk kasus Bibit S. Riato-
Candra M.Hamzah, istilah itu menjadi populer. Melalui langkah tersebut, semua 
mendapat pelajaran bahwa penyelesaian perkara pidana juga dapat dilakukan di 
luar pengadilan. Selama ini,  publik pada umumnya berpendapat bahwa perkara 
hanya dapat dan boleh diselesaikan melalui pengadilan yang nota benenya 
pengadilan negeri. Bagi mereka yang menggunakan optik sosiologi hukum dalam 
memandang hukum, penyelesaian di luar pengadilan adalah hal yang biasa. 
Namun, tidak demikian halnya dengan mereka yang berpikir formal-legalistik. 
Para legalis mengutamakan bentuk, sedangkan sosiologi hukum melihat fungsi. 
477
 
Sejak hukum itu memasuki era tertulis, yang menandai salah satu ciri 
hukum modern, panggung hukum pun berubah menjadi panggung hukum tertulis. 
Lebih dari itu,hukum tertulis ini bergandengan tangan dengan dominasi negara 
modern yang muncuk abad ke-18. Sejak itulah, semua institusi, termasuk hukum, 
didominasi oleh negara. Terjadilah hegemoni negara, mulai dari hukum negara,  
pengadilan negeri, dan seterusnya. 
478
 
Menurut Shidarta, pada pembentukannya, Satjipto Rahardjo tidak pernah 
mengklaim bahwa pemikiran hukumnya yang oleh generasi berikutnya dinobatkan 
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sebagai aliran hukum  progresif, merupakan pemikiran yang terpisah dan sejajar 
dengan aliran hukum yag telah ada. Hukum progresif dekat dengan berbagai 
paham, yaitu hukum historis, legal realism, dan freirechtslehre, sociological 
jurisprudence dari Rouscou Pound, peduli dengan keadilan seperti halnya hukum 
alam, mengkritik juga hukum liberal dan sebagainya.
479
   
Beberapa kata kunci dalam hukum progresif menurut Shidarta, yaitu 
berikut ini. 
480
 
a. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada 
hakikatnya setiap manusia itu baik sehingga sifat ini layak menjadi model dalam 
pembangunan kehidupan berhukumnya.  
b. Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan prokeadilan.  
c. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan 
kebahagiaan. 
d. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (law as aprocess law in the 
making).  
e. Hukum progersif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. 
f. Hukum progresif memiliki tipe responsif.  
g. Hukum progersif mendorong peran publik. 
h. Hukum progersif membangun negara hukum yang berhati nurani. 
i. Hukum progersif dijalankan dengan kecerdasan spiritual 
j. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan            
Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum harus kembali  pada filosofi 
dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan demikian, manusia menjadi 
penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan 
sebaliknya. Hukum bukan institusi  yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu 
hukum ditentukan oleh kemampuan hukum dalam melayani manusia.    
                                                          
479
   Shidarta, Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum: 
Sebuah Diagnosis Awal, dalam Sajtipto Rahrdjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, 
Epistema Institue-HuMA, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret, 2011, hlm. 53  
480
   Ibid, hlm. 55-58 
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Di samping Sidharta, Romli Atmasasmita juga memberikan catatan tentang 
pokok pikiran Teori Hukum Progresif, yaitu.   
481
    
1. Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan 
berbagai paham dengan aliran seperti legal realism, 
freirechtslehre,sociological jurisprudence, interessenjurisprudenz  di Jerman 
teori hukum alam, dan critical legal studies . 
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui 
institusi-institusi  kenegaraan. 
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal 
hukum. 
4. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai 
teknologi yang tidak bernurani, tetapi suatu institusi yang bermoral. 
5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada 
kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. 
6. Hukum progresif adalah hukum yang  prorakyat dan hukum yang pro 
keadilan. 
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia 
dan bukan sebaliknya.  
8. Hukum bukan merupakan suatu institusi  yang absolut dan final melainkan 
sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat  dan menggunakanya.  
9. Hukum selalu  berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process,law 
in the making). 
 
 
 
 
                                                          
481
  Satjipto Rahardjo dalam Romli Atmasasmita, Teori Hukum  Integratif , Rekontruksi Terhadap 
Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, cetakan Pertama, 
Yogyakarta, Maret, 2012, hlm. 88-89 
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C.   Kajian Pustaka 
1.  Penelitian yang relevan 
 Sepanjang pengetahuan penulis berapa penelitan yang relevan dapat diuraikan: 
1. Iswanto, ’’Restitusi kepada Korban Mati atau Luka  erat sebagai Syarat 
Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan. Disertasi Program 
Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakrta, 1995. Fokus studi ini adalah (1) 
Apakah restitusi kepada korban  mati atau luka berat sebagai syarat pidana 
bersyarat, juga sebagai perhatian  dan perlakuan seimbang kepada korban dan 
pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh masyarakat?; dan 
(2) Apakah restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana 
bersyarat, juga  sebagai perhatian dan perlakukan yang seimbang kepada 
korban  dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat dikembangkan oleh 
hakim menjadi yurisprudensi tetap? 
Berdasarkan hasil penelitan diperoleh simpulan berikut. (1)  Restitusi 
kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga 
sebagai perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban  dan pembuat 
tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh sebagian masyarakat 
propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah; dan (2) Restitusi kepada korban mati 
atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga  sebagai perhatian dan 
perlakuan  yang seimbang kepada korban  dan pembuat tindak pidana lalu 
lintas jalan dapat dikembangkan oleh hakim menjadi yurisprudensi tetap.           
2. Karolus Kopong Medan, ’’Peradilan Rekonsiliatif  Konstruksi Penyelesaian 
Kasus Kriminal Manurut Tradisi Masyarakat Lemahkolot di Flores-Nusa 
Tenggara Timur’’, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 
Diponegoro, Semarang, Tahun 2006.  
   Fokus dari studi ini yakni :’’ agaimana masyarakat Lemaholot 
mengonstruksi model-model peradilan menurut tradisi yang dianutnya 
sehingga memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kriminal 
dapat menemukan kebenaran dan keadilan dalam suasana damai ’’. Pada 
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tataran teoretik, data hasil studi yang ditemukan dari Masyarakat Lamaholot 
itu ternyata memiliki seperangkat konsep teoretik yang merupakan dasar bagi 
peradilan rekonsiliatif, yakni konsep kriminalitas, peradilan (pidana), 
rekonsiliasi, kebenaran dan keadilan, serta konsep harmonisasi. 
482
. 
3. Ibnu Artadi, ’’Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum Studi tentang 
Penanganan Kasus  Kriminal tertentu di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat, 
Disertasi’’, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2007. 
Fokus dari studi ini adalah : (1) Bagaimana diskresi polisi dan 
penegakan hukum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (SPP)?, (2) 
Bagaimana Diskresi dan pilihan hukum polisi dalam realitas penegakan 
hukum terhadap  kasus-kasus tetentu?; dan  (3) Bagaimanakah pola penerapan 
diskresi ideal harus dilakukan oleh polisi agar tidak mengganggu spirit of law 
crisis atau sejalan dengan spirit of law justice. 
483
 Dari hasil penelitian 
diperoleh:  
484
  Pertama, diskresi pada dasarnya sangat diperlukan oleh polisi, 
di samping agar dapat menjalankan perananya secara dinamis dalam proses 
penegakan hukum, juga sekaligus wewenang diskresi berfungsi sebagai 
penyaring awal kasus-kasus kriminal sebelum masuk ke sistem besar, yaitu 
Sistem Peradilan Pidana (SPP). Tanpa diskresi diyakini sistem peradilan 
pidana tidak akan mempu menampung dan atau menangani  seluruh masukan 
kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, 
penegakan hukum pidana oleh polisi dalam konteks Sistem Peradilan Pidana 
(SPP) merupakan suatu proses yang harus dilihat secara realistik sehingga 
penegakan hukum  secara aktual (actual enforcement) harus dilihat sebagai 
                                                          
482
   Karolus Kopong Medan, Peradilan Rekonsiliatif Kontruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut 
Tradisi Masyarakat Lamaholot Di Flores-Nusa Tenggara Timur, Disertasi, Program Doktor Ilmu 
Hukum, Universitas Diponegoro, 2006, hlm. xiii-xvii. 
483
  Ibnu Artadi, Ringkasan Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum Studi tentang Penanganan 
kass kriminal tertentu di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat, Disertasi, Program Doktor Ilmu 
Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.  15. 
484
   Ibid, hlm. 27. 
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bagian  diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan  
yang dimiliki hukum pidana itu sendiri.   
Kedua, diskresi dan pilihan hukum polisi dalam realitas penegakan 
hukum terhadap kasus kriminal tertentu  belum menunjukan ke arah 
terciptanya pelaksanaan  diskresi yang baik. Terjadinya hal tersebut sangat 
dipengaruhi oleh  beberapa faktor, yaitu di samping kondisi sosial masyarakat 
sendiri yang tidak tahu hukum, juga didukung oleh sumber daya manusia 
petugas kepolisian sendiri, faktor ekonomi serta tidaklah dapat dimungkiri 
bahwa terjadinya tindakan berupa keputusan diskresi ini tidak terlepas dan 
atau merupakan manifestasi refleksi kebijakan kelembagaan kepolisian itu 
sendiri. 
Ketiga, agar  diskresi yang merupakan wewenang polisi tidak di 
salahgunakan, dan dapat digunakan sejalan dengan spirit of law justice, di 
samping diperlukan adanya kriteria yang harus dipenuhi, juga diperlukan 
adanya pemahaman atas standar  berupa batas penggunaanya dan atau ada 
batas toleransi yang harus dipenuhi beserta pemahaman atas bagaimana pola 
mekanisme penerapan diskresinya. Kesemuanya itu merupakan prasyarat  
mutlak bagi terciptanya pelaksanaan dan penerapan diskresi ideal terhadap 
kasus-kasus kriminal tertentu. 
4.  Mahmuhtarom HR, ’’Rekontruksi Konsep Keadilan  Studi tentang 
Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, 
Kontruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional ’’, Disertasi,  adan 
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. 
Fokus studi ini diarahkan kepada ’’korban tindak pidana yang dapat 
menimbulkan akibat hilangnya nyawa atau luka  dengan sengaja atau 
kealpaanya.  Fokus studi ini akan diupayakan untuk mencapai beberapa tujuan 
sekaligus: (1)  untuk mengetahui implementasi keadilan hukum dalam praktik 
penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa; (2) 
untuk mengkaji kontruksi pelaku dan korban mengenai keadilan yang 
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berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa; (3) 
untuk mengkaji  nilai-nilai keadilan  Islam, khususnya yang berkaitan dengan 
perlidungan korban  tindak pidana terhadap nyawa; dan (4) untuk  mengkaji 
strategi yang sebaiknya ditempuh dalam merekontruksi keadilan yang dapat 
diambil manfaat dalam menetapkan pola kebijaksanaanya dibidang 
pembaharuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan 
korban tindak pidana terhadap nyawa. 
485
   
Hasil dari studi ini adalah: 
486
  Pertama, praktik penegakan hukum 
pelaku dan korban tindak pidana terhadap nyawa mempunyai pandangan 
bahwa  penegakan hukum belum mampu mewujudkan rasa keadilan yang 
diharapkan.  
Kedua, kontruksi keadilan dalam pandangan pelaku dan  korban pada 
umumnya menginginkan proses penyelesaian yang lebih berorientasi pada 
keadilan yang sebenarya dengan mengedepankan rekonsiliasi melaui media 
permaafan  yang diikuti dengan pemberian ganti kerugian dalam bentuk apa 
pun dan dari sumber mana pun. 
Ketiga, mengenai nilai-nilai keadilan dalam Islam khususnya yang 
berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa  ada 
beberapa catatan sebagai berikut.  
a. Keadilan dalam Islam   dikonsepkan sebagai wujud kebaikan yang tidak 
mengandung pelanggaran, kekejaman, kesalahan dan dosa yang 
didasarkan pada perintah serta larangan dalam Alquran. 
b. Implementasi konsep keadilan dalam hukum diwujudkan melalui 
transparansi, mengedepankan keadilan dan kebenaran (Rule of Justice 
atau Rule of Moral) bukan sekadar menegakkan undang-undang (Rule of 
Law). 
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 Mahmuhtarom, Rekontruksi Konsep Keadilan (Studi tentang perlindungan korban tindak pidana 
terhadap nyawa menurut hukum Islam, kontruksi masyarakat dan instrumen internasional). 
Disertasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 14. 
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c. Perdamaian tercipta bukan karena adanya diat, melainlan sebaliknya.  
Karena adanya pemberian maaf, yang diberi maaf mempunyai kewajiban 
moral untuk membalas dengan kebaikan (take and give).    
d. Rekonsiliasi dan kompensasi harus dipahami bukan akhir dari proses. 
Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaanya dapat menetapkan hukuman 
tertentu sebagai pelaksanaan prinsip hukum yang bukan sekadar mengejar 
kebaikan umum, melainkan juga harus mampu menghindari kerusakan 
umum. 
e. Dari kajian filosofis ataupun sosiologis, prinsp-prinsip keadilan Islam 
memiliki beberapa persamaan yang signifikan dengan prinsip-prinsip 
keadilan menurut konstruksi pelaku dan korban serta kecenderungan 
internasional, kecuali lembaga permaafan yang menjadi ciri budaya 
Timur (termasuk Islam dan adat Indonesia). 
f. Secara filosofis orientasi dari sebuah proses hukum  yang adil-baik yang 
berlangsung di dunia barat maupun ditimur –selalu diidealkan untuk 
mewujudkan nilai harmonisasi yang tampil dalam wujud kasih sayang, 
cinta kasih, dan pengampunan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan 
bersama. Sekali pun memiliki orientasi yang sama, dipengaruhi oleh 
faktor-faktor  sosial , budaya, politik, dan lain sebagianya. 
g. Mengenai kemungkinan  nilai-nilai keadilan pada hukum Islam dalam 
kontruksi pelaku dan korban, memaknai keadilan dalam perlindungan 
korban  tindak pidana kejahatahn terhadap nyawa itu diterapkan dalam 
pembaharuan hukum pidana. Mengenai hal ini  ada beberapa catatan. 
1. Hukum Islam selama ini diartikan sama dengan hukum dalam 
kontruksi ulama fiqh (khususnya Mazhab Syafi’i, Hanafi, Hambali 
dan Maliki) yang menyusun dan mengontruksi budaya Timur Tengah. 
Untuk itu, perlu  ada penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya 
Indonesia dengan membuka kembali pintu ijtihad untuk memahami 
teks Alquran dan hadis dengan mengggunakan metode-metode yang 
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relevan. Hasil konstruksi para ahli fikih mazhab hendaknya diterima 
sebagai manhaj (metode) dan bukan sebagai hasil.  
2. Langkah pribumisasi prinsip-prinsip keislaman ini akan membantu 
Indonesia dalam menata kehidupan sosial pada umumnya,termasuk 
dalam menata sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang 
tergolong sangat plural ini. Langkah yang demikian itu dipandang 
sangat startegis karena akan membantu dalam memilah-milah mana 
prinsip-prinsip untuk diberlakukan secara umum dan prinsip-prinsip 
mana yang tidak perlu digeneralisasi tapi diberlakukan secara 
partikuler dan individual. Pemilihan seperti itu akan membantu 
terciptanya  rasa keadilan dalam suasana kebersamaan yang pluralitas. 
Hal ini  sesuai dengan prinsip ’’ hineka Tungga Ika’’. Dengan 
langkah pribumisasi yang demikian, nilai-nilai keadilan dalam Islam 
dapat menjadi pengarah dalam upaya pembaharuan hukum pidana. 
 Keempat, mengenai strategi yang sebaiknya ditempuh sebagai 
pilihan dalam merekontruksi keadilan yang akan dimanfaatakan dalam 
melaksanakan pembaharuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan 
perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa dapat ditempuh hal-hal 
sebagai  berikut.                        
a. Perlu ditempuh pendekatan  local-globalism, yaitu bagaimana nilai 
global dilokalisisasi  atau di manage (diatur) sesuai dengan nilai, 
kepentingan, serta kebutuhan lokal. 
b. Bentuk Pancasila sebagai bintang pemandu dalam penggunaan asas 
hukum yang mencerminkan keadilan dapat dijabarkan pemberian 
jaminan hidup dalam bentuk ganti rugi (kompensasi maupun restitusi) 
sebagai pelaksanaan asas kemanusiaan, rekonsiliasi  sebagai pelaksanaan 
asas persatuan, kesempatan untuk mengakses pada senua tingkatan 
pemeriksaan sebagai asas demokrasi, prinsip memberi dan menerima 
(menerima ampunan dan membalas dengan pemberian ganti kerugian) 
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dalam rekonsiliasi sebagai pelaksanaan asas keadilan, menjalankan 
kewajiban agama seperti berpuasa, memberi makan orang miskin, 
selamatan,  dan sebagainya berdasarkan asas ketuhanan. 
c. Undang-undang yang hendak dibangun juga sebaiknya tidak bersifat 
diskrimiantif, tetapi yang dapat menampung seluruh aspirasi bangsa 
Indonesia yang beragam dan plural sebagaimana pernah dicontohkan 
Nabi Muhammad dalam Perjanjian Madinah  sudah ditiru oleh pendiri 
Republik Indonesia dengan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. 
d. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana 
terhadap nyawa melalui media media rekonsiliasi, perlu melibatkan 
tokoh-tokoh adat maupun agama dalam sidang yang terbuka untuk 
umum.      
e. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana 
terhadap nyawa melalui media rekonsiliasi dengan dilibatkan, tokoh-
tokoh adat dan agama dalam sidang yang terbuka untuk umum,  
mengingat di Indonesia terdapat aneka macam kebiasaan yang menjadi 
aturan tertulis, perlu disadari bahwa penyelesaian  perlindungan korban 
tindak pidana terhadap nyawa melalui mekanisme adat tidak harus 
seragam.Yang perlu dipersiapkan adalah aturan hukum yang dapat 
menjadi payung keberagaman tersebut dalam satu semangat dan jiwa 
yang sama  
   Berdasarkan beberapa hasil penelitian dalam bentuk disertasi  di atas, 
pengertian relevan dalam konteks ini  adalah, bahwa keempat tulisan tersebut 
membahas tentang perlunya penyelesaian tindak pidana yang tidak hanya 
mendasarkan pada hukum negara (In of Court Sisytem), tetapi perlu ada alternatif 
di luar hukum negara (Out of Court Sisytem). Tulisan Karolus Kopong Medan  
mendasarkan pada hukum adat. Tulisan Ibnu Artadi  mendasarkan pada praktik 
subjektifitas polisi dalam hubungannya dengan diskresi. Tulisan Mahmuhtarom 
berangkat dari hukum Islam dan hanya tertuju pada kasus pembunuhan. Untuk 
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tulisan Iswanto, menitikberatkan pada pemberian restitusi/santunan bagi korban 
kecelakaan lalu lintas oleh pelaku. Dalam hubunganya dengan tema yang ditulis 
oleh penulis tentang    ’’PERDAMAIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM 
PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN RELEVASINYA DENGAN 
ISHLAH MENURUT HUKUM ISLAM’’, dapat diketahui bahwa keempat  
tulisan (hasil penelitian) tersebut berbeda. Hal inilah yang menjadi argumen 
bahwa topik yang ditulis oleh penulis adalah orsinal dan belum ada yang menulis 
sebelumnya.  
Sebagai dasar argumetatif tentang orsinilitas penelitian ini, berikut 
dikutipkan perbandingan penelilian disertasi dengan penelitian sebelumnya pada 
tabel berikut. 
Berbandingan Penelitian Disertasi dengan Penelitian Sebelumnya   
 
NO. NAMA JUDUL  FOKUS PENELITIN 
1. Iswanto Restitusi kepada Korban Mati 
atau Luka Berat Sebagai Syarat 
Pidana Bersyarat pada Tindak 
Pidana Lalu Lintas Jalan. 
Disertasi Program Doktor 
Universitas Gadjah Mada 
Yogyakrta, 1995 
(1) Apakah restitusi 
kepada korban  mati 
atau luka berat sebagai 
syarat pidana bersyarat, 
juga sebagai perhatian  
dan perlakukan 
seimbang kepada 
korban dan pembuat 
tindak pidana lalu lintas 
jalan dapat diterima 
oleh masyarakat; dan 
(2) Apakah restitusi 
kepada korban mati 
atau luka berat sebagai 
syarat pidana bersyarat, 
juga  sebagai perhatian 
dan perlakukan yang 
seimbang kepada 
korban  dan pembuat 
tindak pidana lalu lintas 
jalan dapat 
dikembangkan oleh 
hakim menjadi 
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yurisprudensi tetap 
2. Karolus 
Kopong 
Medan 
Peradilan Rekonsiliatif 
(Konstruksi Penyelesaian 
Kasus Kriminal Manurut 
Tradisi Masyarakat 
Lemahkolot di Flores-Nusa 
Tenggara Timur’’, Disertasi, 
Program Doktor Ilmu 
Hukum, Universitas 
Diponegoro, Semarang, 
Tahun 2006.  
 
Bagaimana masyarakat 
Lemaholot 
menkonstruksi model-
model peradilan 
menurut tradisi yang 
dianutnya sehingga 
memungkinkan pihak-
pihak yang terlibat 
dalam kasus kriminal 
dapat menemukan 
kebenaran dan keadilan 
dalam suasana damai ’’ 
3. Ibnu 
Artadi, 
Diskresi Polisi dan Realitas 
Penegakan Hukum Studi 
tentang Penanganan kass 
kriminal tertentu di Wilayah 
Hukum Polda Jawa Barat, 
Disertasi’’, Program Doktor 
Ilmu Hukum, Universitas 
Diponegoro, Semarang, 2007. 
 
Bagaimana diskresi 
polisi dan penegakan 
hukum dalam konteks 
Sistem Peradilan 
Pidana (SPP)?, (2) 
Bagaimana Diskresi 
dan pilihan hukum 
polisi dalam realitas 
penegakan hukum 
terhadap  kasus-kasus 
tetentu? Dan (3) 
Bagaimanakah pola 
penerapan diskresi 
ideal harus dilakukan 
oleh polisi agar tidak 
mengganggu spirit of 
law crisis atau sejalan 
dengan spirit of law 
justice. 
4. Mahmuhta
rom HR, 
Rekontruksi Konsep Keadilan 
(Studi tentang perlindungan 
korban tindak pidana terhadap 
nyawa menurut hukum Islam, 
kontruksi masyarakat dan 
instrumen internasional ’’, 
Disertasi, Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2009. 
 
Untuk mengetahui 
implementasi keadilan 
hukum dalam praktik 
penegakan hukum yang 
berkaitan dengan tindak 
pidana terhadap nyawa; 
(2) untuk mengkaji 
kontruksi pelaku dan 
korban mengenai 
keadilan yang berkaitan 
220 
 
 
 
dengan perlindungan 
korban tindak pidana 
terhadap nyawa; (3) 
Untuk mengkaji  nilai-
nilai keadilan  Islam, 
khususnya yang 
berkaian dengan 
perlidungan korban  
tindak pidana terhadap 
nyawa; dan (4) Untuk  
mengkaji strategi yang 
yang sebaiknya 
ditempuh dalam 
merekontruksi keadilan 
yang dapat dambil 
manfaat dalam 
menetapkan pola 
kebijaksnaanya dibidang 
pembaharuan hukum 
pidana, khususnya yang 
berkaitan dengan 
perlindungan korban 
tindak pidana terhadap 
nyawa. 
5. Waluyadi Perdamaian dalam penegakan 
hukum pidana pada tingkat 
Penyidikan relevansinya dengan 
Ishlah menurut Hukum Islam 
1. Bagaimanakah  
praktik perdamaian 
dalam penegakan 
hukum pidana pada 
tingkat penyidikan?  
2. Bagaimanakah 
model perdamaian 
dalam penegakan 
hukum pidana pada 
tingkat penyidikan 
yang relevan  
dengan Ishlah 
menurut hukum 
Islam?   
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2. Kerangka berpikir  
Korban adalah pihak yang secara langsung merasakan dampak akibat 
tindak pidana.  Sebagai orang yang merasakan penderitaan akibat tidak pidana, ia 
berhak menentukan langkah yang berkaitan dengan proses hukum bagi pelaku. 
Saat ini hak untuk memperoleh keadilan bagi korban telah dimbil alih oleh 
negara secara total. Pengambilalihan ini justru berakibat pada tidak 
berkedudukannya korban sebagai  subjek hukum. Kondisi yang demikian harus 
diakhiri dengan cara memberikan tempat bagi korban untuk menentukan sikap, 
dalam pengertian, apakah  ia akan mengadakan perdamaian dengan pelaku 
ataukah  akan  terus menggunaan jalur hukum. Komitmen yang demikian di masa 
datang  harus menjadi kebijakan hukum nasional (ditetapkan dengan Undang-
Undang).  
Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum 
formal/administrasi, belum mendudukkan korban sebagai subjek hukum. Dalam 
KUHAP korban hanya diperankan sebagai objek, misalnya sebagai saksi korban. 
Dalam  KUHP, orientasinya hanya kepada pelaku/dader. 
 Dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tetap belum  didudukan 
sebagaimana mestinya. Undang-Undang tersebut hanya mengakomodasi 
kepentingan korban dalam bentuk pemberan restitusi yang dalam pelaksanaannya 
digantungkan pada putusan hakim. 
Pemberian hak korban untuk menentukan proses hukum atau tidak 
dalam bentuk damai dengan pelaku, dapat dilakukan pada tahap penyidikan. 
Pertimbangannya adalah bahwa pada tahap ini berdasarkan penyidikan, sudah 
dapat ditentukan tentang tindak pidana yang dilakukan dan pelakunya. 
Petimbangan lainnya proses hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, dalam perjalanannya dilegalkan untuk 
dilakukan upaya paksa, dalam  hal ini adalah penahanan. 
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Pengalternatifan perdamaian yang merupakan hak korban sebagai alasan 
penghapus pidana, kemudian dihubungkan oleh pemahaman pada agama yang 
ada di Indonesia, berawal dari keberadaan agama yang  membolehkan untuk 
memberi maaf pada orang yang bersalah. Pemberian maaf yang kemudian 
menjadi  dasar bagi korban dan pelaku untuk damai,  diberikan dalam posisi kuat. 
Artinya, pelaku harus mengakui bahwa ia bersalah dan kemudian korban 
memaafkan. Pemahaman yang demikian, tidak dianut pada restoratif justice, 
yang berangkat  pada upaya perbaikan dan pemulihan akibat tindak pidana     
 Pembicaraan tentang  ishlah yang disandingkan dengan teori restoratif 
justice misalnya, keduanya  menghendaki  adanya penyelesaian  di luar 
pengadilan (Out of Court system). Perbedaanya adalah Ishlah  berangkat dari 
norma ketuhanan. Keberadaannya berkedudukan sebagai jalan keluar  yang 
disediakan oleh Allah bagi manusia yang mengedapankan kata maaf dan menjadi 
alasan peniadan hukuman. Munculnya mediasi penal (penal mediation), 
Alternatif Dispute Resolution (ADR), dan perdamaian merupakan koreksi atas 
kebekuan proses hukum yang tidak memberikan perhatian pada korban. Artinya, 
model-model tersebut merupakan koreksi manusia atas hukum yang dibuatnya 
sendiri.    
Ishlah dalam penyelasaian kasus pidana merupakan perintah Allah SWT 
(Al-Baqarah dan Hadis). Hukum Indonesia tidak mengatur perdamaian kecuali 
dalam praktik. Perdamaian dalam perspektif kedua sistem hukum ini dapat 
ditemukan dengan cara melakukan perbandingan pada keduanya sehingga dapat 
ditemukan relevansinya.   Beberapa  teori yang dijadikan landasan untuk  
menjawab pertanyaan/permasalah penelitian   adalah 1. pertanggungjawaban 
pidana; 2. hapusnya hak menjalankan pidana dalam hukum Islam; 3. tujuan 
pemberlakukan hukum Islam (Maqashid Syariah);  dan 4. penyelesaian kasus 
pidana di luar pengadilan, restorative  justice dan hukum progersif.  
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BAGAN ALUR PIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membalas atau Memaafkan Setiap Saat 
Hak Korban Dan Pelaku 
 
Hukum Islam (Alquran& Hadis) 
PERDAMAIAN ANTARA PELAKU 
DAN KORBAN TINDAK PIDANA 
Koreksi atas Ketidakadilan Hukum Positip (Tidak diatur 
dalam UU tetapi dalam Parktik 
PENYIDIKAN DALAM KASUS-
KASUS TERTENTU RELEVANSI 
TEORI PERDAMAIAN DALAM 
PENEGAKAN HUKUK PIDANA 
PADA TINGKAT PENYIDIKAN 
RELEVANSINYA DENGAN ISHLAH 
MENURUT HUKUM ISLAM 
Penyelesaian perkara pidana di luar 
pengadilan, Restorative Justice dan 
Hukum 
Pertanggungjawaban Pidana 
 
Hapusnya Hak Menjalankan 
Pidana dalam Hukum Islam 
 
Tujuan Pemberlakukan 
Hukum Islam (Maqashid 
Syariah) 
 
Permasalahan 
Bagaimanakah praktik perdamaian dalam 
penegakan hukum pidana pada tingkat 
Penyidikan? 
Bagaimanakah model perdamaian dalam 
penegakan hukum pidana pada tingkat 
penyidikan yang relevan dengan Ishlah 
menurut hukum Islam 
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